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Pa
> K ATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karuniaNya sehingga Buku yang berjudul Reformasi Birokrasi
Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Mobile
Technology dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat serta
salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan
terbaik bagi umat manusia. Rasul yang membawa kita dari jalan gelap

menuju cahaya.

Buku ini merupakan hasil kajian dan riset yang mendalam
disertai dengan survey lapangan berdasarkan landasan teori dan

referensi yang ada untuk menghasilkan karya yang maksimal.

Membicarakan birokrasi pada dasarnya membicarakan
pelayanan publik. Seluruh instansi penyelenggara negara merupakan
penyelenggara pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, masalah birokrasi juga adalah masalah pelayanan
publik dan administrasi pemerintahan. Kedua istilah ini sering
dipertukarkan dalam berbagai konteks, karena fungsi utama birokrasi
adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah

menyangkut hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi negara.

Masyarakat (warga negara) mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan publik prima, dan negara (pemerintah) mempunyai
kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
perubahan zaman dan tuntutan masyarakat (warga negara). Oleh
karenanya, pelayanan publik merupakan titik temu dua kepentingan

pemberi pelayanan (pemerintah) dan penerima pelayanan (warga
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negara). Sehingga, pelayanan publik dapat menjadi indikator untuk
menilai sejauhmana pemerintah mampu menjalankan kepemerintahan

yang baik, atau sebaliknya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berurusan dengan
pelayanan publik di Indonesia identik dengan prosedur yang berbelit-
belit, tidak ada kepastian waktu, biaya mahal, dan sikap aparat yang
tidak ramah kepada warga masyarakat. Stigma buruk pelayanan publik
seperti ini seakan tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan
sejak reformasi berjalan. Birokrasi berserta pejabat publik di dalamnya
seolah masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan, bukannya
mengembangkan suatu budaya baru pelayanan kepada warga negara.
Penyelenggara pelayanan masih menampakkan wajah sebagai
penguasa di hadapan warga, bukannya sebagai penyedia layanan yang
selalu mendengar aspirasi warga sebagai pengguna layanan (USAID
Indonesia,2013).

Kondisi pelayanan publik Indonesia yang buruk tersebut
berimplikasi luas terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial dan
budaya. Di bidang ekonomi, menyebabkan iklim investasi menjadi
tidak kondusif, karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost
economy) yang pada akhirnya mempersulit Indonesia keluar dari krisis

ekonomi berkepanjangan.

Di bidang politik, pelayanan publik yang buruk menyebabkan
menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (public
distrust), karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah atau
mandat yang telah diberikan rakyatnya. Di bidang sosial dan budaya,
pelayanan publik yang buruk menyebabkan terganggunya psikologi
masyarakat, seperti berkurangnya rasa saling menghargai, timbulnya
rasa saling curiga, apatisme, egoisme dan eksklusifisme yang berlebihan
yang termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti protes, demonstrasi,

kerusuhan dan anarkis
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Reformasi Pelayanan Publik

P
DBAB1

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

1. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia

Penelitian ini sudah dipublikasikan dengan judul “Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia” (Agus Dwiyanto, 2002). Penelitian
dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat
dan Sulawesi Selatan. Objek penelitian beberapa instansi yang terlibat
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti Badan
Pertanahan, Catatan Sipil, Bagian Perekonomian, dan Dinas Tata
Kota. Penelitian ini melibatkan para pejabat di instansi bersangkutan
dan pengguna jasa pelayanan. Penelitian ini bertujuan memberikan
informasi lengkap dan reliabel untuk pembuatan kebijakan reformasi

birokrasi.

Penelitian ini berangkat dari fenomena buruknya kinerja
birokrasi publik di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah
gagal mengatasi berbagai masalah yang selama ini dan ikut memberikan
kontribusi pada rendahnya kinerja birokrasi. Oleh karena itu,
pemahaman dan identifikasi masalah yang dihadapi birokrasi publik
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menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan reformasi
birokrasi. Penelitian ini mengelompokkan masalah birokrasi publik di
Indonesia menjadi dua kelompok besar, yaitu : lingkungan eksternal
birokrasi dan lingkungan internal birokrasi. Lingkungan eksternal
birokrasi terdiri variabel : sejarah, budaya, dan politik. Ketiga variabel
eksternal tersebut berkontribusi membentuk perilaku birokrasi di
Indonesia. Lingkungan internal terdiri dari variabel : kewenangan

mengambil diskresi, etika pelayanan, kerjasama tim, dan sistem insentif.

Dengan asumsi bahwa birokrasi publik tidak berada dalam
ruang yang kosong, tetapi dipengaruhi lingkungan tertentu seperti
latarbelakang sejarah, budaya, dan politik, sehingga variabel tersebut
berpengaruh penting dalam membentuk birokrasi publik Indonesia.
Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kondisi eksternal birokrasi
berinteraksi dengan karakteristik internal birokrasi, yang pada akhirnya
membentuk praktik dan perilaku para pejabat birokrasi publik yang
cenderung berorientasi pada kekuasaan, mengabaikan kepentingan
pengguna jasa, dan sangat kaku dalam menjalankan prosedur dan
peraturan sehingga membuat kinerja pelayanan publik menjadi sangat

buruk. Beberapa temuan penelitian :

Pertama, kinerja pelayanan publik di ketiga provinsi yang diteliti
menunjukkan kinerja sangat buruk. Meskipun penyelenggaraan
pelayanan publik di ketiga provinsi tidak merepresentasikan kinerja
pelayanan publik di Indonesia, karena pelayanan publik antarprovinsi
dan kabupaten tidak jauh berbeda, temuan dari penelitian paling tidak
memberikan indikasi masih rendahnya kualitas pelayanan publik
karena belum mampu menyelenggarakan pelayanan efisien, adil,

responsif dan akuntabel.
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Reformasi Pelayanan Publik

Kedua,rendahnyakinerjabirokrasiberkaitandenganlatarbelakang
sejarah dan pembentukan birokrasi di Indonesia, baik pada zaman
kerajaan, zaman penjajahan, maupun pada era Orde Baru : (a) pada
zaman kerajaan, birokrasi kerajaan dibentuk untuk melayani kebutuhan
raja dan keluarganya, bukan melayani kebutuhan rakyat. Birokrasi
adalah abdi raja, bukan abdi rakyat. Oleh karena itu, orientasi bukan
bagaimana melayani dan mensejahterakan rakyat, tetapi melayani dan
mensejahterakan raja dan keluarganya, (b) birokrasi yang berorientasi
pada penguasa ini tidak banyak mengalami perubahan sampai kolonial
mengambil alih kekuasaan. Bahkan mengalami penguatan, karena
pemerintah kolonial berusaha menggunakan birokrasi sebagai alat
untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Pemerintah
penjajahan Belanda berusaha memperkenalkan perubahan dan nilai
birokrasi modern, tetapi dilakukan untuk mempermudah mereka
melakukan kontrol terhadap negara jajahan dan masyarakatnya, (c)
pada era Orde Baru, bahkan juga sampai saatini, orientasi pada penguasa
masih sangat kuat dalam kehidupan birokrasi publik. Nilai-nilai dan
simbol-simbol yang digunakan dalam birokrasi masih menunjukkan
bagaimana birokrasi publik dan para pejabatnya mempersepsikan
dirinya lebih sebagai penguasa daripada sebagai abdi dan pelayanan

masyarakat.

Ketiga, budaya Paternalisme. Budaya paternalisme yang masih
sangat kuat dalam birokrasi memperburuk kinerja birokrasi. Orientasi
pada kekuasaan dan persepsi diri sebagai penguasa memperoleh
justifikasi dari nilai-nilai dan simbol-simbol yang dihasilkan oleh
budaya paternalisme. Para pejabat birokrasi sering menempatkan para
pengguna jasa bukan sebagai warga negara yang berdaulat atau sebagai

pelanggan, melainkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan dan
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pertolongan dari mereka. Orientasi para pejabat birokrasi terhadap
para pengguna jasa pelayanan sangat rendah dan perlakuan yang wajar
terhadap para pengguna jasa dalam proses penyelenggaraan pelayanan
sangat sulit dikembangkan. Situasi ini diperburuk oleh realitas sosial
yang sering memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi pada para
pejabat birokrasi dalam kehidupan masyarakat

Keempat, kemampuan mengambil diskresi. Kemampuan pejabat
birokrasi menggunakan diskresi yang dimilikinya ikut menentukan
rendahnya kinerja birokrasi publik. Orientasi pada peraturan masih
sangat kuat dan cenderung menempatkan peraturan dan prosedur
pelayanan sebagai panglima yang harus ditaati terlepas dari situasi
pelayanan yang dihadapi. Keberanian mengkritisi prosedur pelayanan
pada ditingkat pimpinan masih sangat rendah. Akibatnya inovasi
pelayanan sulit berkembang dan pelayanan publik menjadi sesuatu
yang rutin, sementara aspirasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat

sangat dinamis dan berubah dengan sangat cepat.

. Pelayanan Publik Efisien, Responsif dan Non-Partisan

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena dinamika demokratisasi
dan reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak keruntuhan rezim
Orde Barutahun 1998, yang kemudian melahirkan masyarakat sipil (civil
society) yang semakin kuat menuntut hak-haknya terhadap birokrasi
publik (AG. Subarsono, 2014). Oleh karena itu, wajah dan sosok
birokrasi seharusnya mengalami perubahan dari birokrasi otoriter ke
arah birokrasi yang demokratis, responsif, transparan dan non partisan.
Birokrasi tidak bisa lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang
angkuh dan tak tersentuh oleh kritik dari pihak luar birokrasi. Birokrasi

perlu merevitalisasi diri agar dapat menyelenggarakan pelayanan
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secara demokratis, efisien, responsif dan non-partisan. Jika tidak, maka
birokrasi publik ditinggal masyarakat, yang berarti pula birokrasi publik
telah gagal dalam mengembang misi memberikan pelayanan pada

masyarakat.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian adalah menganalisis
strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik dari tiga aspek, yaitu
efisiensi, responsivitas, dan non-partisan. Dari perspektif teoritik,
penelitian ini menggunakan model Pelayanan Publik Baru (New Public
Service) yang dikembangkan Denhardt dan Denhardt. Model New
Public Service berdasarkan atas teori demokrasi yang mengajarkan
egaliter dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam konteks ini
kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai
yang ada dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan
oleh elite politik. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus
bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran
pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai
kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas.
Dalam model ini, birokrasi publik bukan hanya sekedar harus akuntabel
pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik yang berlaku,
standar profesional, dan kepentingan warga negara. Beberapa hasil

penelitian

Pertama,aspekpelayanan publikyangefisien. Untukmemperbaiki
efisiensi pelayanan publik menggunakan strategi : deregulasi,
pengurangan biaya, dan adopsi teknologi. Strategi dijabarkan ke dalam
tindakan nyata: (a) menyederhanakan formulir untuk semua jenis

pelayanan publik. Formulir pelayanan harus berisi hal-hal penting dan
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relevan saja, (b) mengumumbkan secara terbuka semua persyaratan dan
prosedur pelayanan agar pengguna jasa pelayanan dapat mengakses
dan mengetahui secara mudah semua informasi yang diperlukan untuk
memperoleh pelayanan, (c) mengoptimalkan penggunaan teknologi
internet, sehingga tidak sekedar menampilkan data atau informasi saja,
tetapi melengkapinya dengan fasilitas download untuk mendapatkan
semua jenis formulir pelayanan publik. Fasilitas ini dapat ditingkatkan
lagi dengan memasang formulir pelayanan digital secara online sehingga
bisa diisi warga pengguna secara langsung dengan menggunakan
internet, dan (d) mengirimkan hasil dari suatu proses pelayanan publik
ke alamat pengguna jasa pelayanan dengan biaya ditanggung oleh
pemerintah sehingga tidak membebani pengguna jasa pelayanan dan

dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Kedua, aspek Pelayanan Publik Responsif. Untuk memperbaiki
aspek responsivitas pelayanan publik, dilakukan melalui pelembagaan
“kontrak pelayanan” (citizen charter). Citizen Charter adalah suatu
pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
menempatkan pengguna jasa layanan sebagai pusat perhatian. Dalam
hal ini, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi
pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan

layanan.

Ketiga,aspekpelayanan publikNon-Partisan. Untukmemperbaiki
aspek non-partisan, dilakukan dengan menerapkan prinsip : (a) tidak
diskriminatif, penyedia layanan harus memberikan akses yang sama
bagi semua warga dalam memperoleh pelayanan publik. Warga dapat
mengakses pelayanan tanpa memperoleh perlakuan yangberbeda dalam
proses pelayanan, misalnya pemberian layanan publik didasarkan pada

nomor urut formulir yang masuk, bukan didasarkan faktor hubungan
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dekat, kedudukan, atau kemampuan membayar diluar biaya resmi, (b)
netralitas Birokrasi, melarang semua pegawai negeri menjadi anggota
dan atau pengurus partai politik. Sistem pemilukada langsung sekarang
ini memberikan peluang terjadinya konspirasi antara birokrat dengan
partai politik. Oleh karena itu, masyarakat diberdayakan untuk fungsi
kontrol terhadap aparat birokrasi.
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LDBABZ

REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian berangkat dari suatu fenomena bahwa pajak bersifat
dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi
negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan,
perbaikan dan perubahan dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan
pentingnya reformasi perpajakan mencakup reformasi penyempurnaan
terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan.

(Rapina, dkk, 2012)

Reformasi perpajakan dikatakan berhasil apabila program
reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar dalam sistem
perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi,
yaitu struktur pajak, prosedur dan institusi yang mengatur administrasi
perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Struktur pajak terdiri dari
konfigurasi dari dasar pajak dan tarif pajak. Administrasi dan
kepatuhan perpajakan terdiri dari prosedur, peraturan yang mengatur

penghitungan pajak, pemungutan, pemeriksaan, sanksi, banding, dan
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data termasuk teknologi informasi, struktur penghargaan pelayanan
masyarakat, pengungkapan yan diperlukan dan prinsip akuntansi
perusahaan. Reformasi Administrasi Perpajakan, bertujuan mencapai
tiga sasaran utama : (a) tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang
tinggi, (b) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi
perpajakan, dan (c) tercapainya produktivitas aparat pajak yang tinggi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan strategi (a) meningkatkan
kepatuhan, (b) menangkal ketidakpatuhan, (c) meningkatkan citra,
(d) mengembangkan administrasi modern, dan (e) meningkatkan

produktivitas aparat.

Reformasi  administrasi  perpajakan  dilakukan  melalui
pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan
fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)
yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow
system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai
pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment,
Taxpayers’Account, e-Registration, dan e-Counceling yang diharapkan
meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan
penerapan Kode Etik Pegawai Pajak yang mengatur perilaku pegawai
dalam melaksanakan tugas. Konsep reformasi teknologi informasi
di bidang administrasi perpajakan diarahkan menuju full automation,
administrasi internal paperless, efisiensi, customer oriented dan fungsi

built-in control. Beberapa hasil penelitian :

Pertama, besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem
administrasi perpajakan modern yang terdiri dari variabel struktur
organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya
organisasi terhadap kepatuhan wajib adalah 79,74%, sisanya sebesar
20,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kedua,
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penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan
program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka
menengah berkaitan dengan modernisasi struktur organisasi dan
budaya organisasi yang memiliki pengaruh masih lebih rendah di
antara sub-variabel yang lain, sehingga perlu pembenahan terhadap

sarana dan prasarana.

. Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment :
The Case of Indonesia (IMF, 2008)

Penelitian ini merupakan bagian dari komitmen IMF untuk
membantu pemerintah Indonesia dalam modernisasi sistem
perpajakannya dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan reformasi
administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia
tahun 2001-2007. Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam
kajian ini adalah konsep “Tax Gap” (kesenjangan pajak). Tax Gap
didefisikan sebagai perbedaan antara jumlah penerimaan pajak yang
akan dikumpulkan (potensi penerimaan pajak) yang seharusnya
dapat direalisasikan, dengan asumsi semua wajib pajak mematuhi
kewajibannya membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan jumlah penerimaan pajak yang
benar-benar dapat dikumpulkan (aktual atau realisasi penerimaan
pajak) oleh Ditjen Pajak. Kesenjangan potensi penerimaan pajak
dengan realisasi penerimaan pajak, adalah tunggakan pajak, karena
wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Tax Gap terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : non-filing (tidak
dikembalikan), under-reporting (tidak dilaporkan), dan under-payment

(kurang bayar). Beberapa hasil penelitian :
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Pertama, reformasi administrasi perpajakan Indonesia telah
memberikan kontribusi signifikan untuk program penyesuaian fiskal.

Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kedua, reformasi administrasi perpajakan yang berhasil
berlandaskan atas prinsip-prinsip : (a) kesederhanaan, sistem pajak dan
administrasi perpajakan harus mudah untuk dipahami masyarakat, (b)
prediktabilitas, hukum dan peraturan pajak harus jelas, mudah diakses,
dan diterapkan secara konsisten, (c) efektivitas, layanan wajib pajak dan
program penegakan harus disesuaikan dengan karakteristik, khususnya
dari pembayar pajak besar, menengah, dan pembayar pajak kecil, (d)
integritas, otoritas Pajak harus mengadopsi kebijakan “zero tolerance”
terhadap korupsi, (e) kinerja, harus ada insentif untuk kinerja tinggi,
(f) transparansi, tindakan yang diambil oleh administrasi pajak harus
tunduk pada pengawasan dan hasil dipublikasikan secara luas, (g)
Efisiensi, proses berbasis kertas (paper-based) harus dihilangkan dan
diganti dengan proses administrasi berbasis teknologi (paperless), (h)
kewajaran, mekanisme penyelesaian sengketa harus cepat, murah, dan
tidak memihak, (i) profesionalisme, petugas pajak harus kompeten
dan mempunyai motivasi yang tinggi, dan (j) faktor-faktor yang
menentukan keberlangsungan reformasi administrasi perpajakan di
Indonesia adalah menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis
teknologi (digitalisasi/paperless). Tujuannya untuk mengganti sistem
perpajakan yang selama ini berbasis kertas (paper-based) dalam
pelayanan perpajakan, sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan
handal, serta sangat potensial meningkatkan penerimaan pajak serta

dapat menciptakan iklim investasi.
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3. A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia
and Pacific (ADB, 2014).

Penelitian yang dilakukan Asian Development Bank (ADB,2014)
merupakan penelitian yang mencakup dimensi administrasi perpajakan
yang luas, karena membandingkan administrasi perpajakan di 22
negara yang berada kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.
Penelitian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa “sistem pajak yang
kuat dan berkelanjutan membutuhkan administrasi pajak yang baik” (a
robust and sustainable tax system requires good tax administration). Survei
bertujuan untuk memberikan data pembanding internasional terhadap
aspek sistem pajak dan administrasi pajak setiap negara. Beberapa hasil

penelitian :

Pertama, teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap
keberhasilan reformasi administrasi perpajakan. Pemanfaatan
teknologi informasi disini, termasuk media sosial (social media). Hasil
studi telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi
dapat meningkatkan hampir setiap aspek dari administrasi perpajakan,
seperti manajemen pengolahan data objek dan subyek pajak, verifikasi,
penagihan, dan proses manajemen internal dilembaga perpajakan. Oleh
karena itu, lembaga pelayanan pajak didorong untuk memanfaatkan
teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada wajib pajak, sehingga kepatuhan suka rela (voluntary

taxpayers) semakin meningkat.

Kedua, manfaat penggunaan teknologi informasi dalam
administrasi perpajakan, meliputi : (a) meningkatkan kinerja
administrasi pajak, (b) mengurangi biaya administrasi pajak, (c)
mengurangi biaya kepatuhan pembayar pajak, (d) meningkatkan

interaksi antara wajib pajak dan petugas pelayanan pajak, dan (e)

REFORMASI BIROKRASI ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 13
BERBASIS MOBILE TECHNOLOGY



dapat meningkatkan ketatalaksanaan, termasuk audit dan penagihan

tunggakan pajak.

Ketiga, sebuah sistem manajemen informasi pajak berbasis
teknologi informasi dapat menangani volume data dalam jumlah
besar (big data) yang terkait dengan wajib pajak, tidak hanya untuk
penyimpanan data, tetapi juga untuk analisis. Selain itu juga berfungsi
memudahkan interaksi antara pembayar pajak dengan pengelola pajak.
Informasi dapat diberikan kepada wajib pajak melalui website dan
layanan berbasis internet serta media sosial, sehingga memudahkan
wajib pajak mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi

kewajiban membayar pajak.

Keempat, sistem elektronik pengarsipan pajak (e-Filing) paling
banyak terlihat dalam pelayanan wajib pajak berbasis teknologi
informasi. Bagi kebanyakan wajib pajak, pengajuan pengembalian
pajak pendapatan tahunan adalah kontak yang paling signifikan dengan
kantor pajak, dan sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk
menyerahkan SPT secara elektronik. Sebuah sistem pengarsipan
pajak elektronik mengurangi waktu dan tenaga pembayar pajak untuk
mengunjungi kantor pajak atau untuk mengirim SPT melalui pos. Pada
saat yang sama, mengurangi waktu pemrosesan administrasi pajak dan

tenaga kerja dibanding proses administrasi manual berbasis kertas.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi
perpajakan dapat dikembangkan pada aspek pembayaran pajak secara
elektronik (e-payment). Sebab bagi wajib pajak, membawa uang tunai,
apalagi dalam jumlah besar ke kantor pajak atau ke bank memiliki
resiko yang besar. Pada sisi yang lain proses transaksi pembayaran pajak
dengan uang tunai juga membutuhkan waktu dan tenaga, selain itu juga

membuka celah penyalahgunaan (korupsi). Oleh karena itu, sangat
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penting menggunakan metode pembayaran pajak secara elektronik,
seperti internet banking dan sistem debit langsung, di mana lembaga
pelayanan pajak berwenang menarik pajak dari rekening bank wajib
pajak.

Keenam, penelitian mengidentifikasi penggunaan teknologi
informasi berbasis internet dan media sosial dalam pengelolaan pajak.
Pemanfaatan teknologi ini menjadi trend pada satu dekade terakhir,
seiring dengan kemajuan mobile technology. Pelayanan informasi pajak
untuk wajib pajak, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : (a) pelayanan
pajak secara menyeluruh berbasis internet, dan (b) pelayanan informasi
pajak berbasis media sosial untuk membangun interaksi dengan wajib

pajak.

4. Information Technology for Tax Administration
(USAID, 2013).

Penelitian United State Agency for International Development
(USAID,2013) ini merupakan bantuan teknis (technical assistent)
kepada berbagai negara di dunia untuk melakukan reformasi
administrasi perpajakan, terutama mobilisasi pendapatan sektor publik
dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya
investasi. Studi ini memberikan gambaran negara-negara yang ingin
melakukan investasi dibidang teknologi informasi untuk mempercepat
proses reformasi administrasi perpajakan, termasuk tujuan, fungsi, dan
dukungan swasta, yang dianalisis dari perspektif teknologi informasi

untuk memberikan pemahaman nilai dan manfaat teknologi informasi.

Penelitianiniberangkat darisebuah pemikiranbahwaadministrasi
pajak sangat penting dan krusial, karena berkaitan dengan proses

pemungutan pajak. Penerimaan pajak sangat penting bagi pemerintah
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untuk pembiayaan pemerintahan dan keberlangsungan pembangunan.
Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan penerimaan dari sektor
pajak. Meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, sehingga
menjadi wajib pajak yang patuh atau kepatuhan sukarela (voluntary
taxpayers) merupakan sebuah tantangan bagi setiap negara, sehingga
diperlukan strategi dan metode yang tepat dan efisien. Administrasi
pajak modern, fokus pada tiga tujuan, yaitu : (a) memfasilitasi
kepatuhan sukarela (facilitating voluntary compliance), (b) memantau
kepatuhan (monitoring compliance) dan (c) menegakkan kepatuhan

(enforcing compliance).

Administrasi pajak modern harus proaktif untuk membangun
kepatuhan pembayar pajak dengan berbagai cara, seperti
menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memberikan
informasi yang transparan, lengkap, jelas serta mudah dimengerti oleh
wajib pajak, melaksanakan pendidikan atau pelatihan, memberikan
dukungan atau memfasilitasi wajib pajak, dan menegakkan hukum
kepada pelanggar pajak. Administrasi pajak dapat memanfaatkan
sistem informasi untuk memantau rekening wajib pajak dan sistem

audit untuk mendeteksi ketidakpatuhan.

Secara tradisional, administrasi pajak mengandalkan upaya
hukum untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sekarang
ini administrasi pajak juga fokus mendorong kepatuhan sukarela
dengan menyadari bahwa perilaku pembayar pajak dipengaruhi
faktor-faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, sosial,
psikologi, bisnis, dan industri. Semua faktor itu mempengaruhi sikap
kepatuhan masyarakat membayar pajak dan strategi yang dibutuhkan.
Sikap kepatuhan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dapat
digambarkan sebagai segitiga sama kaki dengan empat tingkatan. Pada
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sisi sebelah kiri menggambarkan sikap kepatuhan, dan pada sisi sebelah
kanan menggambarkan strategi. Strategi bertujuan untuk menciptakan
tekanan terhadap semua tingkatan sikap kepatuhan. Tingkatan pertama
(paling atas), jika sikap kepatuhan telah memutuskan “tidak membayar
pajak’, maka strategi yang diperlukan adalah menggunakan kekuatan
hukum secara penuh. Tingkatan kedua, jika sikap kepatuhan, “tidak
ingin membayar pajak, tetapi akan membayar jika ada tekanan’, maka
strategi yang diperlukan adalah melakukan pencegahan dengan deteksi
dini. Tingkatan ketiga, jika sikap kepatuhan, “mencoba mematuhi tetapi
tidak selalu berhasil”, maka strategi yang diperlukan adalah membantu
agar wajib pajak menjadi patuh. Tingkatan keempat (tingkatan paling
bawah), “bersedia melakukan hal yang benar (memenuhi kewajiban
membayar pajak)”, maka strategi yang diperlukan adalah bantu mereka
lebih mudah melakukannya. Uraian tesebut dapat diringkas, seperti
Gambear 2.1.

Factors i

fl ing Taxpay i Attitude to compliance Compliance Strategy

Have decided not to comply /\ Use the full force of the law
Don't want to comply but will Deter by detection
Do if pressed

Try to comply but Assist to comply
Don't always succeed
v
u Willing to do Strategies aimed at creating Make it easy
Psycology The right thing downward pressure

Gambar 1.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak,
Sikap Kepatuhan Dan Strategi Yang Dibutuhkan.
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Beberapa hasil penelitian :

Pertama, penggunaan teknologi informasi adalah untuk mendukung
tugas-tugas pokok administrasi pajak (core tax administration tasks), seperti
pengolahan pengembalian dan pembayaran serta mengumpulkan informasi
yang relevan. Sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi dibidang
administrasi perpajakan sudah berkembang untuk memfasilitasi kepatuhan
sukarela dengan membuka saluran interaktif dengan pembayar pajak
berbasis elektronik. Konsep ini disebut “sistem pajak elektronik” (e-Tax
system), dengan fungsi yang lebih luas, meliputi pendaftaran elektronik,

pengajuan, pembayaran, penyebaran informasi, dan fungsi-fungsi lainnya.

Kedua, tugas-tugas pokok dalam sistem administrasi pajak adalah
sistem terpusat yang mencatat semua aktivitas administrasi pajak. Peran
teknologi informasi untuk mendukung sistem ini pada berbagai tingkatan
dan fungsiadministrasi pajak, meliputi : pengolahan pengajuan pendaftaran,
penerbitan nomor identifikasi wajib pajak, validasi data, mengolah kembali
semua penerimaan dari setoran pajak, akurasi rekening wajib pajak,
untuk mengidentifikasi dan mengejar penunggak pajak, mengotomatisasi
pelacakan jika ada kasus keberatan dan banding, serta menyediakan akses

dan layanan informasi antara wajib pajak dengan pegawai pajak.

Ketiga, registrasi (pendaftaran). Pendaftaran adalah proses, dimana
administrasi perpajakan mengumpulkan informasi identitas dasar, seperti
nama, alamat, dan jenis badan hukum. Informasi ini memuat siapa wajib
pajak, dimana mereka berada, dan apakah mereka aktif atau tidak aktif.
Administrasi perpajakan modern juga mengumpulkan informasi kepatuhan,
seperti jenis kegiatan usaha atau omset, untuk merencanakan kegiatan
kepatuhan masa depan. Fungsi utama teknologi informasi adalah untuk
penyimpanan dan pemeliharaan informasi wajib pajak serta identifikasi,

penerbitan sertifikat (kartu) wajib pajak, dan persyaratan pengajuan
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wajib pajak. Pengintegrasian sistem database registrasi wajib pajak untuk
mendukung fungsi administrasi pajak lainnya, seperti pemeriksaan (audit)

dan memantau kepatuhan wajib pajak.

Keempat, proses pembayaran dan pengembalian (payment, and
refund processing). Pengajuan dan membayar adalah dua kewajiban utama
dari wajib pajak. Pengembalian dan pembayaran memerlukan upaya yang
sungguh-sungguh dari wajib pajak dan petugas pajak. Sistem teknologi
dapat membantu proses kegiatan ini dengan cepat dan akurat dengan waktu

dan biaya lebih murah dibanding sistem berbasis kertas.

Kelima, akuntansi Wajib Pajak (Taxpayer accounting). Administrasi
pajak menyusun buku besar wajib pajak dengan saldo, pajak, bunga, denda,
pengembalian piutang pajak, dan lain-lain. Catatan debit dan kredit untuk
saldo ini dari pembayaran atau uang pengembalian. Penyusunan akuntansi

yang baik memudahkan fungsi administrasi pajak lainnya.

Keenam, pemeriksaan (audit). Peran dan fungsi audit sangat penting
untuk memantau kepatuhan dengan memeriksa kembali berbagai informasi
tentang wajib pajak dan informasi pendukung. Administrasi perpajakan
modern menyedaikan rencana audit berdasarkan tingkatan jabatan dan
pengalaman auditor dibidang pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mencakup
aspek yang luas meliputi tatap muka dan wawancara dengan wajib pajak,
pemeriksaan fasilitas wajib pajak, analisis keuangan, validasi data pihak

ketiga, dan pemeriksaan buku dan catatan seluruh proses pembukuan.

Ketujuh, pelayanan wajib pajak (taxpayers service). Pelayanan kepada
wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar. Pelayanan
menyangkut hak dan kewajiban wajib pajak. Pelayanan wajib pajak yang baik
dapat menciptakan kepatuhan sukarela. Administrasi perpajakan modern
memberikan dukungan kepada wajib pajak di semua fungsi administrasi

perpajakan, informasi untuk berbagai jenis pembayar pajak, menyediakan
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informasi yang mudah diakses, dengan menggunakan beberapa saluran,

termasuk web, brosur, telpon, e-mail dan media sosial.

5. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian Universitas Negeri Surabaya dan Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur (2012) dilakukan untuk mengetahui karakteristik
dan perlaku wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Penelitian
dilatarbelakangi oleh adanya fenomena belum optimalnya peran dan
kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan
bermotor. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tunggakan pajak
(piutang pajak) kendaraan bermotor dengan kecenderungan meningkat
dari tahun ke tahun. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah berupaya
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan menyediakan berbagai
infrastruktur pelayanan dan menyederhanakan sistem pelayanan pajak
kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat (Samsat Induk) serta
melakukan berbagai terobosan dengan membuat model layanan baru
serta melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan dengan
menerapkan standar mutu internasional (ISO 9001:2008). Namun
realitasnya upaya di atas belum mampu mengurangi tunggakan pajak

kendaraan bermotor.

Beberapa hasil penelitian :

Pertama, dari pihak penunggak pajak kendaraan bermotor, faktor
utama yang mendorong wajib pajak selalu membayar pajak kendaraan
bermotor tepat waktu, adalah : (a) merasa sudah kewajiban (16,7%), (b)
agar tidak terkena sanksi denda (13,2%), (c) untuk kenyamanan di jalan
(2,2%), dan (d) untuk kelancaran kegiatan pembangunan (0,7%).
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Kedua, dari pihak pengunjung Kantor Bersama Samsat yang patuh
membayar pajak kendaraan bermotor, faktor utama yang mendorong wajib
pajak tertib membayar pajak kendaraan bermotor, adalah : (a) agar tidak
terkena sanksi denda (44,5%), (b) merasa sudah kewajiban (21,8%), (c)
untuk kenyamanan di jalan (8,1%), dan (d) mematuhi peraturan (6,0%).

Ketiga, dari pihak responden yang kurang atau tidak patuh membayar
pajak kendaraan bermotor, alasan utama mereka tidak membayar pajak
kendaraan bermotor adalah karena tidak ada uang untuk membayar
(62,5%), mengaku sibuk, lupa dan saat membayar ingat membayar pajak
kendaraan bermotor sudah terlambat (12,5%).

Keempat, dari responden yang kurang atau tidak patuh membayar
pajak di kalangan penunggak pajak, faktor utama yang menyebabkan wajib
pajak kurang atau tidak membayar PKB adalah sebagian besar karena tidak
adanya uang untuk membayar (59,2%), dan sibuk/lupa (14,8%).

Kelima, penggunaan layanan unggulan seperti Samsat payment
point, samsat keliling, dan samsat corner masih pada kisaran 10%, itupun

hanya tersedia di kawasan kota, bukan daerah kabupaten.

Keenam, ekspektasi utama pada pelayanan pajak kendaraan bermotor
di Kantor Samsat Kabupaten/Kota setempat, adalah : (a) mempertahankan
sistem pelayanan yang sudah baik (16%), (b) peningkatan kecepatan
pelayanan (14,4%), (c) penertiban calo yang berkeliaran di Kantor Samsat
(5,4%), (d) penyederhanaan prosedur pelayanan (5%), (e¢) menambah
jumlah personel pelayanan pada kantor Samsat (4,8%) dan (f) peningkatan

kenyamanan ruang tunggu (4,4%).

Ketujuh, dari kalangan penunggak pajak, harapan utama pada
pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab/Kot adalah : (a)
peningkatan kecepatan pelayanan (14,0%), (b) pemberian pelayanan
yang sederhana dan tidak berbelit-belit (7,2%), (c) pemberian keringanan
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denda (5,4%), (d) program pemutihan denda dan BBNKB setiap tahun
(5,4%), (e) mempertahankan pelayanan yang sudah baik (4,2%), dan (f)
peningkatan kegiatan sosialisasi jika ada program baru bagi wajib pajak
(4,0%).
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V4
DBAB?)

ELECTRONIC GOVERNMENT DAN
MOBILE GOVERNMENT

1. E-Government Development Index (EDGI)

United Nations Devision for Public Administrationand Development
Managemen (UNPAN) setiap dua tahun melakukan survei untuk mengukur
indek pembangunan pemerintahan elektronik (electronic government)
bagi seluruh negara anggota PBB. Survei tahun 2014 mengambil tema
“e-Government Survei 2014. E-Government For The Future We Want”
Jumlah anggota PBB yang disurvei sebanyak 193 negara. Pada survei tahun
2014 ditambahkan beberapa indikator baru, yaitu: (a) pelayanan elektronik
dasar (basic e-services), (b) partisipasi elektronik (e-Participation), (c)
pelayanan multi saluran (multi-channel service delivery), (d) memperluas
aspek penggunaan (expanding usage), (e) penerapan inisiatif data terbuka
(adoption of open data initiatives), (f) upaya seluruh pemerintah mengatasi
atau menjembatani kesenjangan (keterisolasian) digital yang mungkin ada
di dalam dan antar negara (whole of government and bridging digital divides

that may exist within and between countries).
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Survei 2014 juga memberikan penekanan pada upaya pemerintah
meningkatkan e-Participation dan inisiatif untuk membangun data
terbuka (open data) pada website pemerintah dalam rangka meningkatkan
transparansi dan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Penyediaan informasi elektronik (e-Information) juga dimasukkan
ke dalam pelayanan elektronik dasar (basic e-Services) yang setara dengan
pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.
Tujuannya untuk menilai komitmen pemerintah terhadap lingkungan
dalam perspektif global untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan
dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga standar

penilaian survei e-Government juga ditingkatkan.

Penilaian pembangunan e-Government berdasarkan atas pentahapan
dan kesinambungan yang dilakukan pemerintah. Pertama, kemunculan
layanan informasi (emerging information services). Kedua, pengembangan
layanan informasi (enhanced information services). Ketiga, layanan
transaksional (transactional services). Keempat, layanan terkoneksi (connected

services), seperti Gambar 2.2.

VN

Transactional
Enhanced

Emerging

Gambar 2.
Tahapan Pengembangan e-Government
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Untuk penilaian urutan berdasarkan e-Government Development
Index (EGDI), dengan indikator : (a) indek ketersediaan pelayanan
online (Online Service Index, OSI), (b) indek infrastruktur telekomunikasi
(Telecommunication Infrastructure Index, TII), dan (c) indek kapasitas
sumber daya manusia (Human Capital Index, HCI). Tambahan indikator
baru tahun 2014 adalah kapabilitas dan kapasitas pemerintah untuk
mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik
yang disebut “e-Participation Index” (EPI). Kerangka konseptual penilaian
e-Participation terdiri dari tiga indikator, yaitu:

1) e-Information : mendorong partisipasi publik melalui penyediaan
layanan informasi dan akses yang mudah untuk memperoleh

informasi, tanpa diminta atau atas permintaan warga

2) e-Consultation : mendorong seluruh warga negara memberikan

kontribusi dalam kebijakan dan pelayanan publik

3) e-Decision-making : memberdayakan seluruh warga negara untuk
terlibat dalam pengambilan keputusan dari berbagai pilihan
kebijakan.

Nilai komposit EGDI berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka
1 semakin tinggi (semakin bagus), dan semakin mendekati angka 0 semakin
tidak bagus. Hasil EGDI disamping menampilkan urutan (ranking) setiap
negara, tetapi juga diurut berdasarkan kelompok negara, yaitu : sangat
tinggi (> 0.75), tinggi (0.50-0.75), sedang (0.25-0.50) dan rendah (<
0.25). Beberapa hasil-hasil temuan :

Pertama, jika dilihat dari urutan berdasarkan pengelompokkan
negara Indonesia berada pada kategori sedang (middle EGDI) bersama
74 negara lainnya, seperti Angola, Algeria, Ethiopia, Botswana, Ghana,
Uganda, Kenya, India, Iran, Irak, dan Timor Leste.

Kedua, jika dilihat dari urutan nilai komposit (nilai gabungan) EGDI
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per negara, Indonesia berada pada urutan 106 dengan nilai 0,4487. Dengan
demikian, Indonesia jauh dibawah negara tetangga, Malaysia (52), Brunei
(86), Philipina (95), Vietnam (99), dan Thailand (102).

Ketiga, jika dilihat dari indikator e-Participation Index, urutan
Indonesia justru turun satu tingkat berada pada urutan ke 110 dengan nilai

0.2941. Posisi ini sama persis dengan negara Iran.

Keempat, jika hasil survei tahun 2014 dibandingkan dengan hasil
survei pada tahun-tahun sebelumnya, posisi Indonesia justru mengalami
penurunan cukup signifikan. Karena, tahun 2001 Indonesia masih berada
pada urutan ke 70 (0.422), tahun 2008 pada urutan 106 (0.4107), dan
tahun 2012 pada urutan 97 (0.4949).

2. Mobile Government

Pengembangan e-Government yang dilaksanakan pemerintah Korea
selama lebih dari tiga dekade. Hasilnya luar biasa, berdasarkan survei
e-Government PBB, sejak tahun 2010 sampai 2014 Korea menduduki nilai
e-Government Development Index tertinggi di dunia (0.9462), disusul
Singapura, Jepang, Israel, dan Bahrain. Hasil yang sama jika dilihat dari
indikator e-Participation index, Korea menduduki peringkat pertama pada
tahun 2014. Menurut penelitian ini, pemerintah Korea mengembangkan
e-Government sejak tahun 1980-an, dan secara konsisten dan intensif
dilaksanakan sampai dengan sekarang, menyesuaikan dengan kemajuan
teknologi informasi, terutama konvergensi digital (digital convergence), dari
digitalisasi (audio, video, dan text) menjadi layanan teknologi informasi (IT
services), jaringan komputer (computing networks) dan perangkat informasi
(information devices), seperti data, suara, internet, wireless, satelit, dan

komputer.
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Secara konseptual, “pemerintahan berjalan” (Mobile Government)
atau “M-Gov” adalah pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis
wireless teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam
pengiriman layanan dan informasi kepada warga dan perusahaan (bisnis).
M-Government tidak mengganti e-Government, tetapi menambahkan
e-Government dengan teknologi berjalan (mobile technologies), seperti telpon
selular, Personal Digital Assistant (PDA), perangkat Wi-Fi, mobile networks.
Jadi, m-Government bukanlah proses tahapan yang harus dibangun di atas

pengembangan infrastruktur e-Government. Beberapa hasil-hasil temuan :

Pertama, pengembangan m-Government di negara Korea didasarkan
atas beberapa pertimbangan : (a) memudahkan mengelompokkan para
pemilih (voters), (b) memudahkan melacak jejak dan identitas pengguna
(ID) aplikasi, (c) memudahkan memeriksa status perkawinan warga,
(d) memudahkan rekruitmen (e-recruitment), (e) mencegah tindakan
criminal, (d) jangkauan yang lebih luas, (e) efisiensi biaya pelayanan, (f)
arus informasi lebih cepat, (g) pengembangan demokrasi, (h) solusi untuk

mengatasi kesenjangan digital (digital devide).

Kedua, m-Government diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi
dan kinerja administrasi pelayanan publik kepada warga, dalam berbagai
bentuk pelayanan, seperti Short Message Service (SMS), Multimedia Message
Service (MMS), interaksi antara Personal Computer/Server dengan telpon
selular, layanan Wireless Application Protocol (WAP), layanan ponsel

berbasis web, dan layanan aplikasi berjalan (mobile application service).

3. Kegagalan Penerapan e-Government di Indonesia

Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan dan program pemerintah
tentang pengembangan e-Government serta mengidentifikasi masalah dalam

implementasinya. Penelitian ini dianggap relevan dengan kondisi kekinian,
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sekaligus menjawab pertanyaan di atas, apa yang salah dalam pengembangan
e-Government di Indonesia?. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mengembangkan e-Government
Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Korea dan
Singapura sebagai negara yang telah diakui dunia berhasil mengembangkan
e-Government, untuk membantu pemerintah Indonesia. Fakta ini sekaligus
menunjukkan bahwa pengembangan e-Government di Indonesia belum

berhasil, meskipun kebijakan sudah banyak diterbitkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di atas, bahwa dari
aspek kebijakan pemerintah untuk pengembangan e-Government sudah
dilaksanakan awal reformasi, tepatnya era pemerintahan Abdurahman
Wahid dan dilanjutkan pada pemerintahan Megawati. Hal ini dibuktikan
dengan diterbitkannya Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telamatika di Indonesia, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
Strategi yang dipergunakan adalah : (a) mengembangan sistem pelayanan
yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, (b)
penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan
pemerintah daerah secara holistik, (c) pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal, (d) peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan
industri telekomunikasi dan teknologi informasi, (e) pengembangan
SDM pemerintahan dan peningkatan e-Literacy masyarakat, dan (f)

pengembangan secara sistematis, dan tahapan realistis.

Tahun2004,Kementerian KomunikasidanInformasisebagailembaga
yang memiliki portofolio utama pengembangan e-Govermnet di Indonesia
menyusun dan mempublikasikan rencana strategis (renstra) dan menyusun
pedoman umum pengembangan e-Gov, mencakup : (a) standar mutu dan

jangkauan pelayanan serta aplikasi (e-Services), (b) kebijakan kelembagaan,
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otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan
e-government, (c) kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik
(good governance) dan manajemen perubahan (change management), (d)
pelaksanaan proyek dan penganggaran, (e) standar kompetensi pengelola,

dan (f) cetak Biru (Blue Print) aplikasi e-Government.

Berdasarkan Blue Print pengembangan e-Government Indonesia
adalah mengintegrasikan sistem untuk semua bidang pemerintahan, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada era pemerintahan
Soesilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Keppres Nomor 20 Tahun
2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(DeTIKNas). DeTIKNas mempunyai tugas, sebagai berikut : (a)
merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan
nasional melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, (b)
melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian
permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK,
(c) melakukan koordinasi nasional dengan instansi pusat dan daerah,
BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas TIK
serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK, dan
(d) memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK bersifat lintas

departemen agar efektif dan efisien.

Untuk mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
membuat dan mengelola website secara profesional serta menyeragamkan
nama domain milik pemerintah, Depkominfo mengeluarkan Peraturan
Menteri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembuatan Domain Dengan
Penggunaan Ekstensi go.id. Terbentuknya DeTIKNas telah membantu
pemerintah lebih fokus kepada isu-isu strategis dalam aplikasi e-gov,
dengan menetapkan 16 program utama, meliputi: Palapa Ring Project,
e-Procurement, National Single Window, National Identity Number (e-KTP),
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e-Budgeting, e-Education dan e-Learning, Legal Software, Undang-undang
ITE, implementasi Digital TV, pengembangan BWA, program PC murah,
standar kompetensi profesi sumberdaya manusia TIK, Techno Park, Venture

Capital untuk TIK, UU Konvergensi, dan e-Health. Beberapa temuan :

Pertama, belum semua kebijakan e-Government dapat dilaksanakan,

bahkan banyak yang masih terbatas pada gagasan konseptual.

Kedua, website Pemda Kabupaten dan Kota memang sudah dapat
diakses dengan baik, tetapi sebagian besar masih sekedar mempublikasikan
informasi tentang profil daerah yang bersangkutan. Menu utama (beranda,
home) dari situs web kebanyakan berisi profil daerah, prosedur pelayanan
publik, dan berita daerah. Untuk berita daerah, sebagian besar berasal
dari sumber sekunder, yaitu pemberitaan di koran mengenai daerah
yang bersangkutan. Webmaster di kebanyakan daerah ternyata masih
menjadi pelaku publikasi yang pasif, tidak berperan sebagai sumber dalam

pemberitaan daerah.

Ketiga, semua website Pemda Kota sudah masuk ke tahap interaktif,
tetapi untuk Pemda kabupaten masih kurang dari separuh (40%). Hal ini
menunjukkan adanya fenomena digital divide bahkan di tingkat wilayah.
Artinya, teknologi informasi lebih bias perkotaan (urban bias), karena

ketimpangan infrastruktur yang menunjang penggunaan teknologi digital.

Keempat, aplikasi interaksi yang digunakan antara lain buku tamu,
forum, chatting, tautan kontak (link), dan jajak pendapat (polling). Namun
kebanyakan aplikasi tersebut juga belum dimanfaatkan secara optimal,
misalnya buku tamu sekadar menampilkan keluhan masyarakat dan tidak
menampilkan tanggapan dari Webmaster, pejabat atau staf birokrat yang
berkompeten. Forum diskusi kebanyakan masih kosong dan tidak ada
aktivitas. Beberapa website hanya menambahkan fitur forum, tetapi tidak

ada aktivitas apapun. Fasilitas chatting lebih sering hanya digunakan antar
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pengguna (user), bukan sebagai sarana dialog antara warga dan pejabat
pemerintah tentang hal-hal yang penting seperti pelayanan publik. Fasilitas
polling sangat penting untuk menjaring aspirasi warga mengenai kebijakan,

namun fasilitas sebagian besar ini belum digunakan sebagaimana mestinya.

Kelima, faktor penyebab kegagalan pengembangan e-Goverment
di Indonesia, ternyata tidak selalu terkait dengan ketersediaan teknologi
informasi. E-goverment memang menuntut tersedianya infrastruktur
teknologi seperti satelit, jaringan listrik, jaringan telepon, pengadaan
komputer dalam lembaga pemerintah beserta infrastruktur penunjang yang
andal dan terdapat secara merata di seluruh wilayah. Namun bagi sebagian
besar daerah, penyebab kegagalan penerapan e-Goverment bersumber dari
faktor kepemimpinan dan budaya. Adanya ketakutan berlebihan bahwa
aplikasi e-Government akan mengancam jabatan yang sudah mapan. Pola
pikir dan sikap pejabat yang sempit, mempersulit upaya pengembangan
e-Government. Sehingga yang terjadi adalah munculnya database yang
sulit dikomunikasikan apalagi diintegrasikan yang antara satu dengan
lainnya. Keenam, masalah pokok yang menyebabkan kegagalan penerapan
e-Government di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga masalah
pokok, yaitu : (a) infrastruktur teknologi, (b) kepemimpinan, dan (c)
budaya
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CRITICAL REVIEW

1. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik Efisien, Responsif dan Non-Partisan menyangkut
dimensi-dimensi paling lemah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sudah menjadi fenomena umum bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
maupun pengelolaan administrasi pelayanan publik masih dilakukan
secara manual. Hampir semua surat atau dokumen persyaratan pelayanan
publik, maupun produk dari proses pelayanan publik itu sendiri masih
menggunakan kertas. Meskipun kertas dan dokumen tersebut juga dicetak
menggunakan perangkat komputer dan printer. Proses kerja semacam ini
belum dapat dikatakan efisien, meskipun efektif (tepat sasaran), karena
penggunaan alat tulis kantor (ATK), terutama kertas masih sangat tinggi.
Bagi pengguna jasa pelayanan kondisi ini akan semakin menambah beban
waktu dan biaya, karena harus mempersiapkan berbagai surat/dokumen
asli maupun fotocopy sebagai persyaratan pelayanan, yang pada akhirnya
menyebabkan pelayanan menjadi mahal dan boros. Oleh karena itu, strategi
yang ditawarkan cukup menarik, yaitu memanfaatkan teknologi informasi

berbasis internet (e-mail) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
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Dari aspek responsivitas, Analisis ini menawarkan konsep
“kontrak pelayanan” (citizen charter). Konsep ini sangat menarik, tetapi
sulit dilaksanakan. Kendalanya terletak pada kondisi sosial dan budaya
masyarakat yang belum semuanya mau dan mampu diajak duduk bersama
dengan pemerintah (penyelenggara pelayanan) untuk menyusun berbagai
kesepakatan (kontrak) pelayanan. Kelompok sosial masyarakat yang masih
kuat dengan budaya gontong-royong atau musyawarah mufakat seperti
masyarakat di pedesaan, konsep ini sangat dimungkinkan. Tetapi kelompok
sosial masyarakat yangsangat dinamis danindividualistis, sepertimasyarakat
perkotaan, konsep ini sulit diterapkan. Pilihannya adalah memanfaatkan
teknologi informasi, terutama media sosial dengan membuka saluran
komunikasi dua arah dengan membentuk jejaring sosial (social networking)
melalui e-mail, sms, twitter, facebook, Youtube dan lain-lain, sehingga tidak
terbatas ruang dan waktu, masyarakat dapat mengirimkan saran kepada

penyelenggara pelayanan secara online.

2. Reformasi Administrasi Perpajakan

1) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Richard Bird dalam tulisannya “Improving Tax
Administration in Developing Countries” (2015), pengalaman di
berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak, tidak
hanya mencerminkan efektivitas administrasi perpajakan, tetapi
juga dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap pemerintah pada
umumnya. Sikap mempengaruhi niat. Niat mempengaruhi perilaku.
Sikap dibentuk beberapa faktor, seperti keadilan yang dirasakan dari
struktur pajak, kompleksitas dan stabilitas sistem pajak, bagaimana

sistem pajak diberikan, berapa banyak orang menghargai jasa yang
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dibiayai oleh pajak, dan legitimasi pemerintahan. Kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi setiap faktor ini dapat mempengaruhi sikap wajib
pajak. Hasil Analisis Widi Widodo, dkk (2010) menunjukkan bahwa
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa variabel, seperti peraturan
perundang-undangan dibidang pajak, jumlah besaran penghasilan,
partisipasi dalam proses politik, tingkat pendidikan, tingkat kebanggan
nasional, kinerja pemerintah, moralitas, dan budaya pajak. Peraturan
perpajakan memberikan kontribusi terbesar mempengaruhi kepatuhan
membayar pajak. Hasil Analisis Zafar (2008) di Pakistan dikutip
Widi Widodo, dkk (2010), menyebutkan terdapat 13 variabel yang
membentuk budaya pajak dan mendukung kebijakan perpajakan
yang tepat sasaran, yaitu : (a) buta hurup pajak (tax illiteracy), (b)
kompleksitas dari peraturan pajak, (c) penghindaran atas pendiktean
luar negeri, (c) pelaporan penghasilan yang tidak sesuaim (d) perluasan
dasar populasi pembayar pajak, (e) korupsi yang merajalela di bagian
administrasi perpajakan, (f) ketidakpercayaan dan ketidaksesuaian
penggunaan hasil pembayaran pajak, (g) sistem perpajakan de jure
dan de facto, (h) pemulihan kesadaran diri pajak, (i) ketakutan untuk
melakukan penghindaran pajak, (j) kepastian hukum dan aturan
perpajakan, (k) otomatisasi perpajakan, dan (1) iklan sebagai sarana
pencitraan. Variabel-variabel tersebut di atas masih bisa ditambah
lagi, tergantung dari kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada
masing-masing negara serta tujuan dari Analisis yang dilaksanakan.
Namun satu hal yang pasti bahwa Analisis tentang perpajakan pada
umumnya, dan administrasi perpajakan pada khususnya menyangkut

aspek yang kompleks, dan sangat dinamis.
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Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment : The Case of

Indonesia (IMF, 2008).

Kajian mengenai kesenjangan pajak (fax gap), sudah cukup
banyak dilakukan para peneliti, terutama peneliti luar negeri. Silvani
(1992) dikutip Gunadi (2004) dalam studinya telah menginventarisasi
empat penyebab shortfall atau gap antara potensi pajak dengan realisasi
pajak, yaitu: (a) wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang secara
potensial harus terdaftar dengan yang sebenarnya terdaftar, (b)
pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filing taxpayer
gap), antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan SPT, (c)
penyelundup pajak (tax evader), perbedaan antara pajak berdasar objek
yang dilaporkan wajib pajak dengan pajak potensial sesuai dengan
ketentuan, dan (d) penunggak pajak, perbedaan antara pajak yang
seharusnya dilaporkan atau ditetapkan pemerintah dengan yang dibayar.
Di Indonesia, selain keempat kesenjangan tersebut diperparah dengan
adanya penarikan uang negara dari pajak melalui (rekayasa) instrumen
perpajakan. Hal ini dilakukan dengan restitusi Pajak Pertambahan
Nilai yang tidak pernah dibayar sebelumnya, melalui rekayasa faktur
pajak fiktif. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, diperlukan

reformasi administrasi perpajakan secara berjangka.

Reformasi birokrasi, dibidang pelayanan apapun tidak akan
bisa berjalan efektif dan efisien tanpa dukungan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi adalah keniscayaan dalam pelayanan
publik, termasuk administrasi pelayanan perpajakan. Berbagai hasil
Analisis internasional telah membuktikan bahwa negara-negara yang
secara konsisten menerapkan teknologi informasi untuk mendukung
reformasi birokrasi akan jauh lebih cepat mencapai keberhasilan. Tidak

salah, jika salah satu rekomendasi yang dapat dianggap strategis dari
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3)

IMF menerapkan prinsip-prinsip reformasi administrasi perpajakan
berbasis teknologi informasi. Namun demikian, Analisis ini tidak
menyentuh semua persoalan administrasi perpajakan, namun telah
memberikan inspirasi pentingnya peran teknologi informasi untuk
mendorong proses percepatan reformasi administrasi pelayanan,
termasuk reformasi administrasi pajak kendaraan bermotor. Prinsip-
prinsip reformasi administrasi perpajakan yang ditawarkan mempunyai

relevansi dengan rencana Analisis disertasi.

A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia and Pacific
(ADB, 2014)

Analisis ini sangat bermanfaat untuk melihat kecenderungan
penggunaan teknologi informasi dibidang administrasi perpajakan di
berbagai negara di dunia. Faktanya, semua negara yang diteliti sudah
memanfaatkan internet sebagai sarana penyampaian informasi kepada
wajib pajak, hanya tiga negara yang pemanfaatannya bersifat terbatas.
Tetapi jika dilihat dari penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi

tidak semua negara memanfaatkannya, termasuk Indonesia.

Berkembangnya era demokratisasi dan desentralisasi di berbagai
belahan dunia telah mendorong pergeseran paradigma pengelolaan
pemerintahan. Pengelolaan administrasi perpajakan yang sebelumnya
bersifat tertutup dan lebih mengandalkan pendekataan kekuasaan, telah
bergeser seiring dengan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap

pemerintah, terutama aparat pajak.

Tuntutan masyarakat tidak hanya menyangkut pengelolaan
administrasi perpajakan yang dianggap masih rumit dan lamban,
tetapi juga menyangkut pengelolaan penerimaan dari sektor pajak oleh
pemerintah dianggap kurang transparan dan akuntabel. Sementara,

pada sisi yang lain, peningkatan dan kesinambungan penerimaan dari
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sektor pajak sangat dibutuhkan pemerintah, seiring meningkatnya

pembiayaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak bukan
hal yang mudah. Bahkan membicarakan masalah pajak saja, seringkali
membuat orang bersikap sinis, tidak acuh, kurang senang, karena
pajak menurut mereka merupakan cara merampas hak atau kekayaan
seseorang. Menghadapi hal demikian, tidak ada cara lain selain
menunjukkan bukti nyata dari pajak yang telah dikumpulkan, sekaligus
memberikan pemahaman akan hasil yang sudah dinikmati terlebih
dahulu. Peran pajak dalam menjaga kemaslahatan manusia juga dapat
dilihat dari setiap agama sebagai standar moralitas yang menganjurkan
umatnya untuk taat kepada pemerintah, termasuk taat membayar pajak

(Burton, 2009).

Hasil Analisis membuktikan terdapat korelasi positif antara
moralitas pajak dengan ketaatan membayar pajak. Atau dengan
perkataan lain, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi
secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya moralitas pajak dan
budaya pajak. Variabel moralitas pajak dan budaya pajak bukan
hanya berusaha menjelaskan faktor behavioral, tetapi juga sistem dan
peraturan perpajakan. Faktor lain yang juga berkorelasi positif terhadap
kepatuhan sukarela wajib pajak adalah upaya pemerintah untuk
memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi

perpajakan (Widi Widodo, 2010).

Analisis mempunyai relevansi dengan Analisis disertasi, karena
trend teknologi informasi telah dimanfaatkan secara maksimal dalam
penyelenggaraan pelayanan, baik dibidang swasta mupun pemerintah
(pelayanan publik). Ide-ide kreatif dan inovatif yang lahir di sektor
swasta dapat ditransformasikan ke bidang pelayanan publik. Analisis
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disertasi ini berangkat dari pemahaman tersebut. Saat ini, pemanfaatan
media sosial masih belum banyak diterapkan pada pelayanan publik,
sementara pada sektor swasta khususnya dunia perbankan dan industri

sedang mencapai momentumnya, seperti produk layanan diatas.

4) Information Technology for Tax Administration (USAID, 2013).

Analisis ini bersifat internasional (lintas negara), dan fokus
pada administrasi perpajakan skala nasional atau pajak-pajak yang
ditangani oleh pemerintah pusat (pajak pusat), bukan pajak daerah.
Namun demikian, hasil Analisis ini terdapat persamaan karakteristik
administrasi perpajakan, baik lintas negara maupun kewenangan
pemungutan pajak, seperti registrasi objek pajak, proses penyetoran
dan pengembalian pajak, pemeriksaan pajak, akuntansi pembayar

pajak, keberatan, banding, dan pelayanan wajib pajak.

Aspek-aspek administrasi perpajakan berlaku secara universal,
sehingga, pemanfaatan teknologi informasi pada administrasi
perpajakan dari hasil Analisis ini dapat diadopsi untuk pengembangan
teknologi informasi pada ruang lingkup pajak daerah, khususnya pajak
kendaraan bermotor. Hasil Analisis ini memberikan pelajaran penting
bahwa pengembangan teknologi informasi dibidang administrasi
perpajakan harus dilakukan secara konseptual, terstruktur dan terukur,
sampai dengan pengukuran biaya dan manfaat dari penggunaan
teknologi itu sendiri. Hal ini yang belum dilakukan di Indonesia, baik

di tingkat pusat maupun daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia untuk berbagai
bidang pelayanan publik cenderung bersifat pragmatis dan reaktif.
Sehingga hampir tidak ada perencanaan bersifat konseptual dan
komprehensif tentang kesinambungan pengembangan dengan

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti organisasi yang
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menangani teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Hal
ini disebabkan pemanfaatan teknologi hanya dianggap sebagai “proyek”
yang berjangka satu tahun anggaran. Proyek selesai, teknologi dianggap
sudah berjalan. Padahal, pengembangan teknologi menuntut adanya
konsistensi pengembangan, tidak hanya menyangkut penyediaan
infrastruktur yang terus berkembang, tetapi juga menyangkut
bagaimana pemeliharaan (maintenance) agar teknologi tersebut
dapat dipergunakan secara optimal untuk melayani masyarakat.
Sering terjadi, keterlambatan pelayanan akibat sistem teknologinya
mengalami kerusakan, atau mengalami kegagalan sistem (error system),
yang pada umumya disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap
pemeliharaan. Semakin banyak teknologi dan aplikasi pengelolaan
menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan tenaga yang handal

dan devisi tersendiri.

Analisis ini telah menunjukkan bahwa teknologi, sumber daya
manusia dan infrastruktur menjadi faktor utama untuk mendorong
pengembangan teknologi informasi sehingga bermanfaat bagi
penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga faktor input tersebut saling
melengkapi dan tidak saling mengurangi antara satu dengan lainnya.
Fakta yang terjadi di Indonesia, pemerintah atau lembaga-lembaga
pelayanan publik pada umumnya lebih fokus menyediakan anggaran
untuk pengadaan infrastruktur teknologi, tetapi tidak mempersiapkan
dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, baik pada
tingkat tenaga ahli (sistem analist, programmer, ahli jaringan, dll),
supervisor, operator bahkan pada level manajemen (pimpinan). Karena
keterbatasan sumber daya manusia, beberapa lembaga pelayanan
mengambil jalan pintas menyerahkan urusan teknis ini kepada pihak

ketiga dengan sistem kontrak kerja atau outsourcing.
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5)

Analisis ini lebih fokus pada pengembangan teknologi informasi
untuk administrasi perpajakan yang bersifat internal di lembaga
pengelola perpajakan. Sistem interaksi antara petugas pajak dengan
wajib pajak memang dibahas, tetapi tidak memberikan gambaran
lengkap, misalnya bagamaina sistem interaksi yang dibangun dan
media apa yang dipergunakan dalam interaksi tidak mendapat porsi

pembahasan yang cukup memadai.

Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa

Timur

Analisis ini dapat dikatakan sebagai “temuan awal” dari rencana
Analisis disertasi, karena : (a) lokus Analisisnya sama, yaitu Kantor
Bersama Samsat Jawa Timur, (b) objek Analisisnya menyangkut
kepatuhan dan/atau ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
dan (c) hasil Analisisnya mengindikasikan bahwa ekspektasi (harapan)
wajib pajak untuk pembenahan sistem pelayanan pada Kantor Samsat
masih cukup tinggi. Padahal pengembangan pelayanan pada Kantor
Bersama Samsat sudah dilakukan secara berkesambungan dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini membuktikan bahwa
pengembangan yang dilakukan selama ini dianggap belum cukup
untuk memenuhi harapan wajib pajak. Sehingga, masih dibutuhkan
pengembangan lanjutan yang lebih inovatif untuk mendukung
pengembangan sistem pelayanan yang sudah ada. Perbedaanya, Analisis
ini tidak meneliti tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi dibidang administrasi pelayanan, serta tidak meneliti tentang
bagaimana pengintegrasian sistem teknologi informasi dan media sosial
pada sistem pelayanan Kantor Bersama Samsat. Namun demikian, hasil
Analisis ini telah berhasil memetakan perilaku wajib pajak kendaraan

bermotor dalam tiga kategori, yaitu : (a) wajib pajak yang patuh (tepat
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waktu membayar pajak), (b) wajib pajak yang tidak patuh (menunggak
pajak), dan (c) ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pada Samsat.

Jika ditelusuri lebih jauh, ada beberapa hal yang menimbulkan
kerancuan pengertian, sehingga dapat menimbulkan interpretasi
yang berbeda, yaitu : (a) pengertian responden kategori “tidak patuh
membayar pajak” dengan responden kategori “menunggak pajak’”.
Sesungguhnya, kedua pengertian tersebut mengandung makna yang
sama, tetapi dalam Analisis ini dibedakan, (b) pengertian responden
kategori “kurang patuh membayar pajak” dengan responden kategori
“patuh membayar pajak” Dalam Analisis ini, keduanya diartikan
sama, padahal seharusnya dapat dibedakan dengan kriteria yang jelas.
Misalnya, kategori “wajib pajak yang kurang patuh” adalah wajib pajak
yang terlambat membayar pajak dalam kurun waktu antara 1 sampai
12 bulan, sedangkan kategori “wajib pajak yang tidak patuh” adalah
wajib pajak yang menunggak pajak lebih dari 12 bulan. Akibat dari
tidak ada pembedaan pengertian ini dapat dilihat dari persentase kedua
kategori hampir sama, yaitu : (a) dari responden yang kurang atau tidak
patuh membayar pajak, alasan utama tidak membayar pajak kendaraan
bermotor, karena tidak ada uang (62,5%), dan mengaku sibuk atau lupa
(12,5%), (b) dari responden yang kurang atau tidak patuh membayar
pajak di kalangan penunggak pajak, faktor utama tidak membayar pajak,
tidak ada uang (59,2%), dan (b) sibuk/lupa (14,8%).

. Electronic Government dan Mobile Government
Survei E-Government Development Index (UNPAN, 2014)

Survei e-Government Development Index merupakan rangkaian
program yang dicanangkan PBB untuk mengukur kemajuan suatu

bangsa, termasuk kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi
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bagi kesejahteraan umat manusia dimuka bumi. Dengan membuat
skoring dan ranking dari setiap hasil survei dan dipublikasikan secara
luas, diharapkan dapat menggugah semua pimpinan negara di dunia

untuk saling berpacu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pentingnya  keterlibatan PBB  menilai pengembangan
e-Government pada seluruh negara anggota mempunyai tujuan yang
sangat strategis dan berdimensi jangka panjang, yaitu (a) memperbaiki
kualitas pelayanan pemerintah untuk stakeholder-nya (warga sipil,
kalangan bisnis, dan industri), terutama kinerja efektivitas dan efisiensi
diberbagaibidangkehidupanbernegara, (b) meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam rangka penerapan prinsip-prinsip clean
government dan good governance, (c) mengurangi secara signifikan total
biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah
maupun stakeholder, (d) memberikan peluang bagi pemerintah untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi-
nya dengan pihak yang berkepentingan, (¢) membangun lingkungan
masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi, sejalan dengan berbagai perubahan global
dan trend yang ada, dan (f) memberdayakan masyarakat sebagai mitra

pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik secara demokratis.

Indonesia yang sudah merdeka selama 70 tahun masih
jauh tertinggal dengan negara-negara yang baru merdeka dalam
pengembangan e-Government. Padahal negara-negara lain sudah
mulai jarang bicara e-Government tetapi sudah lebih maju dengan
mengembangkan Mobile Government atau Smart Government, yaitu suatu
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis mobile technology. Untuk
itu, seharusnya pemerintah Indonesia lebih serius untuk mengejar

ketertinggalan agar bisa sejajar dengan negara-negara lain. Karena
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berbagai regulasi sudah tersedia, yang dibutuhkan sekarang adalah

komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk mengimplementasikannya.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia.
Pertama, bekerjasama dengan negara-negara yang sudah berhasil

menerapkan e-Government dan atau m-Government.

Kedua, fokus terhadap implementasi kebijakan dan program
pengembangan e-Government yang sudah dibuat, serta memonitor dan

mengevaluasi perkembangannya secara terstruktur dan terukur.

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah, baik
tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, termasuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan inovasi, seperti
yang dilakukan Dispenda Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan

pelayanan inovatif berbasis teknologi informasi.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur teknologi dianggap
faktor yang menentukan kegagalan pemerintah mengembangkan
e-Government di Indonesia. Beberapa daerah, terutama di kota-kota
besar telah tersedia infrastrukur yang memadai, tetapi di daerah lain dan

terpencil masih sangat terbatas, terutama jaringan telpon dan internet.

Analisis Mobile Government in Korea (Kyoung Yul Bae, 2011).

Analisis Kyoung Yul Bae sangat menarik, karena Analisis ini dapat
dianggap sebagai Analisis terapan (applied research) yang hasilnya
bersifat aplikatif. Korea dinilai PBB sebagai negara paling berhasil
dalam pengembangan e-Government di dunia (menduduki peringkat
pertama), maka kajian ini bisa juga dianggap sebagai pedoman
pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi (best practice),
baik pada skala pemerintahan nasional, pemerintah daerah, maupun

pada unit pelayanan, seperti Kantor Bersama Samsat.
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Pengembangan e-Government di Korea, didasarkan atas suatu
visi dan misi yang jelas akan pentingnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan
masyarakat yang berubah dinamis. Sehingga tahapan pengembangan
yang mulai pada eratahun 1980-an dilaksanakan secarakonsisten sampai
dengan sekarang. Banyak negara atau pemerintahan yang memulai
mengembangan teknologi informasi pada era 1980-an, termasuk
Indonesia. Karena pada tahun itu, revolusi teknologi informasi telah
dimulai, baik dibidang hardware maupun software, terutama lahirnya
Personal Computer (PC), Jaringan Lokal (Local Area Network), dan
sistem operasi (operating system) dan berbagai aplikasi komputer

berbasis Windows dipelopori Microsoft yang dipimpin Bill Gate.

Pengembangan e-Government di Korea memberi pelajaran
penting akan suatu keberhasilan pengembangan e-Government
di Indonesia. Adanya payung hukum, dan pembentukan lembaga
khusus yang menangani pengembangan e-Gov dan konsisten
mengimplementasikan  konsep-konsep pengembangan menjadi
persyaratan mutlak, tidak perduli berapa kali pimpinan nasional
(presiden) berganti. Kita lihat kasus di Indonesia. Dari aspek politik,
kelembagaan danregulasiIndonesiatidakkalah dengan Korea. Meskipun
agak terlambat, tetapi kemauan politik (political will) pemerintah untuk
membangun e-Government dimulai pada era reformasi dengan terbitnya
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telamatika di Indonesia, dan Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Government. Dari aspek kelembagaan, pemerintah Indonesia telah
membentuk Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi untuk pengembangan
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e-Government di Indonesia. Cetak Biru (Blue Print) pengembangan
e-Government Indonesia juga sudah disusun dan sudah diterbitkan
serta disosialisasikan kepada seluruh stakeholders. Tapi sampai tahun
2014, ranking (urutan) Indonesia berdasarkan survei PBB hampir tidak

beranjak dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mengalami penurunan.

M-Goverment  bukan mengganti e-Government, tetapi
menambahkan e-Government dengan fitur-fitur baru sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan masyarakat modern, seperti perangkat
komunikasi bergerak dan berbagai aplikasi media sosial. Sesungguhnya,
hal yang sama dapat kita lakukan di Indonesia. Perbedaannya,
pembangunan infrastruktur teknologi di Indonesia masih tertinggal
jauh dengan Korea. Korea merupakan negara yang mempunyai jaringan
internet tercepat di dunia. Sementara, internet di Indonesia mungkin
yang “terlelet” di dunia, karena kurangnya dan/atau tidak meratanya

pembangunan infrastruktur teknologi telekomunikasi.

Relevansi Analisis ini dengan Analisis disertasi ini, mencakup
beberapa dimensi. Pertama, pengembangan teknologi informasi pada
pelayanan Kantor Bersama Samsat Jawa Timur, sama-sama dimulai
pada era 1980-an, dan terus dikembangkan sampai dengan sekarang,
mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat wajib
pajak. Kedua, tahapan pengembangan juga hampir sama, dilakukan
secara bertahap dan berkesinambungan. Ketiga, adanya komitmen,
konsistensi pimpinan lembaga dan pimpinan daerah. Keempat,
tersedianya payung hukum dan lembaga (organisasi) khusus yang
menangani teknologi informasi. Kelima, motivasi yang tinggi untuk
melakukan inovasi-inovasi baru dibidang pelayanan publik berbasis
teknologi. Perbedaan mencolok terletak pada. Pertama, keterbatasan

infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Jawa Timur.
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Kedua, keterbatasan sumber dana untuk pengembangan teknologi
informasi. Ketiga, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya
manusia yang kompeten dibidang teknologi. Keempat, budaya pegawai
yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan pelayanan berbasis

elektronik.

Kegagalan Penerapan e-Government di Indonesia

Analisis ini menyangkut aspek yang luas, tetapi juga termasuk
hal-hal yang bersifat teknis implementatif. Sesungguhnya, komitmen
pemerintah untuk membangun e-Government di Indonesia sudah
dibuktikan melalui penerbitan serangkaian peraturan, kebijakan dan
program yang diterbitkan sejak awal reformasi, tetapi kemajuannya
sampai sekarang belum cukup berarti. Menurut hasil Analisis ini,
persoalan utamanya terletak pada tiga masalah, yaitu infrastruktur
teknologi informasi, kepemimpinan dan budaya. Hasil Analisis ini akan
semakin memperkaya Analisis yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa
ketertinggalan Indonesia dalam pengembangan e-Government bukan
karena belum tersedianya infrastruktur teknologi, tetapi ada masalah

lain menjadi sumber penyebab.

Sumber dana dan sumber daya manusia Indonesia telah mampu
untuk membangun infrastruktur teknologi. Persoalannya utamanya
terletak pada kepemimpinan dan budaya. Pengalaman tahap awal
pengembangan teknologi informasi pada pelayanan Kantor Bersama
Samsat Jawa Timur seakan menjustifikasi hasil Analisis ini. Pimpinan,
baik pada tingkat provinsi, sampai dengan pimpinan lembaga dari
suatu unit pelaksana pelayanan menentukan keberhasilan. Persoalan
kepemimpinan ini, tidak hanya menyangkut adanya ketakutan
berkurangnya kekuasaan (kepentingan) akibat penggunaan teknologi,
tetapi juga karena ketidaktahuan akan manfaat teknologi atau “gaptek”
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(gagap teknologi). Ketidaktahuan akan teknologi menyebabkan
pimpinan lembaga merasa malu atau minder jika membicarakan
teknologi. Kondisi ini semakin diperparah pengembangan teknologi
di lembaga pemerintah tidak menunjukkan hasil memuaskan (gagal),

sementara sudah banyak dana yang dikeluarkan.
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TEORI BIROKRASI

1. Teori, Model, Dan Strategi
Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan (panta rhei kai

uden menei). Kalimat itu dikemukakan Herakleitos seorang filosof Yunani
yang hidup 550 SM. Demikian juga halnya dengan perubahan dibidang
ilmu pengetahuan. Menurut Sondang P. Siagian (1988), terdapat interaksi
langsung antara dinamika manusia dan masyarakat di satu pihak dengan
perkembangan ilmu pengetahuan di pihak lain. Atau dengan perkataan
lain, bahwa dinamika manusia dan masyarakat mengakibatkan lahirnya
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru, sebaliknya lahirnya ilmu
pengetahuan dan teknologi baru akan meningkatkan dinamika individual
dan sosial. Kenyataan itu bukan hanya dalam ilmu eksakta, tetapi juga ilmu-
ilmu sosial, termasuk administrasi publik (birokrasi publik) sebagai cabang

ilmu sosial.

Menurut Mustopadidjaja (1988), dalam beberapa dekade terakhir
ini telah berkembang berbagai pemikiran tentang adanya perbedaan arti,
teori, model, dan strategi serta implikasinya dalam proses penyelenggaraan

administrasi publik. Perbedaan, persamaan, atau hubungan-hubungan
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antara paradigma, model, dan strategi dapat digambarkan sebagai berikut
: strategi beranjak dari suatu model, model dikembangkan atas dasar suatu
teori dalam hubungannya dengan realitas permasalahan tertentu, dan teori
berpangkal pada suatu paradigma. Sementara, paradigma didefinisikan
sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-
nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara
pendekatan yang dapat dipergunakan teoretisi dan praktisi menanggapi
sesuatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu pengetahuan
maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan

kehidupan manusia.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2003) dikutip Mindarti (2007),
perkembangan ilmu-ilmu eksakta lebih bersifat cumulative. Artinya, temuan
teori yang satu cenderung menjadi tumpuan bagi teori-teori lain yang lebih
mutakhir. Sementara, perkembangan ilmu administrasi publik (birokrasi
publik) sebagai cabang ilmu sosial justru lebih bersifat iconoclastic. Artinya,
suatu teori lama seringkali mendapat kritik, mengalami demistifikasi dan
invalidasi yang akhirnya akan membawa kelahiran teori baru sebagai
kritik terhadap teori lama, dan teori baru ini pun juga akan mengalami
siklus yang sama. Munculnya gerakan revolusioner untuk medekonstruksi
(membongkar) nilai-nilai dan substansi teoritis fundamental diikuti
membangun alternatif baru (merekonstruksi alternatif) merupakan
karakteristik fundamental dalam dunia perkembangan teori administrasi
publik (Mindarti, 2007).

Menurut Blau dan Meyer (2000), kemajuan ilmu pengetahuan
sangat tergantung dari perkembangan teori maupun penelitian empiris
dan hubungan yang erat keduanya. Tujuan ilmu adalah memperbaiki
keakuratan dan ruang lingkup eksplanasi dari berbagi fenomena sebagai

dasar prediktabilitas. Birokrasi bukanlah fenomena baru, karena telah ada
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dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun lalu di Mesir dan
Romawi. Namun, kecenderungan terhadap birokratisasi telah mengalami
perubahan secara mendasar dan signifikan sejak seratus tahun terakhir.
Dalam masyarakat modern, birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang
dominan dan melambangkan lahirnya jaman modern. Sehingga jika
kita tidak dapat memahami birokrasi, maka kita tidak dapat memahami
kehidupan sosial. Kajian tentang birokrasi harus diarahkan pada suatu
orientasi teoritis yang difokuskan pada investigasi kasus-kasus empiris
untuk membantu memperjelas dan memurnikan pemahaman teoritis
kita terhadap struktur sosial dan fungsinya. Dengan prosedur ini, kita bisa

memulai pembahasan teori birokrasi (Blau dan Meyer, 2000).

2. Definisi Birokrasi

Membicarakan birokrasi, tidak bisa dilepaskan dengan nama Karl
Emil Maximilian Weber atau lebih dikenal “Max Weber”, sosiolog, filosof,
dan ahli ekonomi politik berkebangsaan Jerman. Pemikirannya sangat
berpengaruh dibidang ilmu-ilmu sosial dan penelitian (research), dan
bersama-sama dengan Emile Durkheim dan Karl Marx dianggap sebagai
bapak pendiri (founding fathers) sosiologi. Sesungguhnya sangat banyak
karya Max Weber, namun yang sangat fenomenal adalah pemikirannya
tentang birokrasi “tipe ideal” atau “model organisasi yang rasional”
Pemikirannya itu terus menjadi bahan kajian dan perdebatan para ahli
sampai dengan sekarang. Bahkan untuk itu, Max Weber telah dianggap
bapak birokrasi. Para pengikut aliran pemikiran Max Weber disebut

“Weberian”.

Menurut Max Weber salah satu karakteristik utama masyarakat
industri adalah dorongan merasionalkan proses sosial dan ekonomi.

Rasionalisasi yang dimaksud adalah “the calculated matching means and ends
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to achieve social and economic objectives with the greatest possible efficiency’.
(Pemaduan sarana dan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi
seefisien mungkin). Oleh karena itu, model birokrasi ini dinamakan sebagai
birokrasi tipe ideal atau model organisasi yang rasional. Model ini bukan
untuk menggambarkan kenyataan organisasi secara sempurna, melainkan
sekedar menggali unsur-unsur kunci fenomena organisasi yang hanya untuk

tujuan-tujuan analitis (Mindarti, 2007).

Berkaitan dengan definisi birokrasi dikemukakan Max Weber, sebagai
“...a clearly defined hierarchy where office holders have very specific functions
and apply universalistic rules in aspirit of formalistic impersonality”. (Suatu
hirarki yang ditetapkan secara jelas, dimana pemegang kantor mempunyai
fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan
universal dalam semangat impersonalitas yang formalistis) (Heflin Frinces,
2008). Blau dan Meyer (2000) mendidefinisikan birokrasi sebagai suatu
sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-
aturan yang rasional dan sistematis, bertujuan untuk mengkoordinasi dan
mengarahkan aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-

tugas administrasi.

Anthony Down (1967) dikutip Joko Widodo (2012) membedakan
pengertian birokrasi dalam tiga kelompok pengertian. Pertama, birokrasi
diartikan sebagailembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian
ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro.
Kedua, birokrasi diartikan sebagai metode tertentu untuk mengalokasikan
sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Pengertian ini sama
dengan pembuatan keputusan birokratis (bureaucratic decision making).
Ketiga, birokrasi diartikan sebagai “bureauness” or “quality that distinguishes
bureaus from other types of organization”. Dalam pengertian ini, birokrasi

merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Sementara itu,
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jika ditinjau dari pola hubungan antara negara (state) dengan rakyat (civil
society), maka pengertian birokrasi dapat dibagi dalam dua model. Model
Pertama, merupakan titik pemberangkatan yang meletakkan birokrasi
dalam posisi netral. Model birokrasi dalam posisi netral merupakan
gambaran yang cocok seperti yang diidealisasikan Max Weber, karena dia
melukiskan birokrasi sebagai pelayanan publik dalam menjalankan fungsi-
fungsi negara mengayomi dan melindungi warga negaranya. Model Kedua,
birokrasi dipandang sebagai patologi (penyakit birokrasi) yang melahirkan
berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Dari model kedua
inilah kita memahami kebenaran umum pandangan masyarakat terhadap
birokrasi yang menganggap birokrasi sebagai struktur yang lamban,
kekusutan prosedural, kaku, tidak efisien, tidak responsif dan tidak adaptif
terhadap kemajuan dan perkembangan jaman. Bahkan dalam berbagai
kasus, birokrasi lebih melayani dirinya dan kepentingan kliennya daripada
mendahulukan kepentingan umum (warga negara), dan tidak jarang
birokrasi menjadi alat politik dari suatu kekuatan politik tertentu (Denny
Hariandja, 1999).

Kategori model kedua birokrasi yang melahirkan patologi birokrasi
tersebut sering dijadikan dasar argumen oleh kalangan praktisi, permerhati
dan akademisi administrasi publik tentang kelemahan model birokrasi
Weberian. Bagi kalangan yang menolak model birokrasi Weberian,
menganggap model birokrasi itu memiliki banyak kelemahan dan kurang
sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara pada era
globalisasi yang semakin menguat, kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi yang pesat, dan demokratisasi yang semakin intens telah
membuat model birokrasi Weberian menjadi semakin tidak populer. Bagi
kalangan yang menerima model birokrasi Weberian, melihat bahwa model

tersebut sampai saat ini masih diperlukan (relevan). Argumentasinya,
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sejauh ini belum ada model pengaturan kelembagaan alternatif yang cukup
lengkap dan menyeluruh yang dapat digunakan untuk menggantikan
birokrasi Weberian. Mereka yang menolak model birokrasi Weberian
menganjurkan pemerintah untuk melakukan debirokratisasi, deregulasi,
dan privatisasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga
pemerintah dipercaya dapat memperbaiki kinerja birokrasinya (Agus
Dwiyanto, 2011). Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir wacana
melakukan debirokratisasi, deregulasi, dan privatisasi sangat menonjol,

bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju.

3. Gagasan Pembaharuan Birokrasi

Aliran pemikiran pembaharuan model birokrasi Weberian
menyatakan bahwa memasuki abad 21, lingkungan administrasi publik
mengalami sejumlah perubahan fundamental. Trend teknologi informasi
yang berubah cepat, meningkatnya arus globalisasi dan liberalisasi, baik
sektor ekonomi, politik maupun budaya, dan semakin menguatnya
fenomena information-based society, dan knowledge-based society telah
membangkitkan ketidakpuasan terhadap aneka bentuk praktek pelayanan
publik, terutama praktek pelayanan publik yang diselenggarakan melalui
model birokrasi Weberian yang cenderung melahirkan dampak negatif,
seperti struktur birokrasi yang terlalu hirarkis yang semakin mendorong
merebaknya ekonomi biaya tinggi (high cost economy), merajalelanya
prosedur yang kaku (red tape), rendahnya inisiatif dan tanggungjawab
aparat, serta semakin kuatnya budaya mediokrasi dan in-efisiensi (Islamy,
2003). Ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut melahirkan pemikiran dan
gagasan baru dari para ahli untuk melakukan rekonstruksi, rekonseptualisasi
atau pendekatan-pendekatan baru terhadap konsep-konsep birokrasi
publik Weberian. Sejumlah pakar telah mengembangkan pendekatan baru,
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dan yang paling fenomenal munculnya pendekatan Manajemen Publik
Baru (New Public Management, NPM) yang melahirkan berbagai konsep
baru, seperti Managerialism yang dikembangkan Christopher Pollit (1990),
New Public Management yang dikembangkan Hood (1991), Market-based
Public Administration yang dikembangkan Lane dan Rosenbloom (1992),
Reinventing Government yang dikembangkan David Osborne dan Ted
Gabler 1992) dan Banishing Bureaucracy yang digagas David Osborne dan
Peter Plastik (1997).

Gagasan-gagasan pembaharuan birokrasi publik tersebut mencoba
mentransformasikan nilai-nilai dan semangat yang dipraktekan di dunia
swasta (bisnis) ke sektor publik (pemerintah) untuk memperbaiki
efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi agar bisa
lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Menurut Martin Minogue
(2000) dikutip Mindarti (2007) ada tiga tekanan yang menyebabkan
perlunya perubahan paradigma menuju ke manajemen publik. Pertama,
semakin membesarnya anggaran pemerintah, sehingga menimbulkan beban
yang semakin berat bagi pemerintah, dan oleh karenanya perlu dikurangi
agar bisa lebih efisien. Kedua, rendahnya mutu kinerja pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, adanya nilai ideologi
bersifat kontradiktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan yang
membuka peluang bagi ditemukannya solusi untuk meningkatkan kinerja

pemerintah dan mereduksi ukuran dan peran pemerintah.

Menurut Agus Dwiyanto (2004) terdapat beberapa alasan
administrasi publik menjadi semakin tidak relevan dengan era globalisasi.
Pertama, dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang sangat tinggi dalam
dekade terakhir ini membuat kemampuan pemerintah untuk menjawab
kebutuhan masyarakat menjadi semakin berat. Semakin lama semakin

banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan pemerintah,
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sementara di pihak lain, kapasitas masyarakat sipil dan pasar untuk
menjawab kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Kedua, globalisasi
ekonomi yang semakin kuat menciptakan tekanan yang sangat besar pada
studi administrasi publik untuk merefinisi pemahamannya mengenai apa
yang sebaiknya menjadi fokus dan lokus administrasi publik. Globalisasi
mendorong semua pemerintah di dunia untuk memperbaiki efisiensi
nasionalnya. Ketiga, menguatnya tuntutan demokratisasi juga membuat
studi administrasi publik semakin kehilangan fenomenanya. Keinginan
masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pemerintahan mendorong
munculnya banyak lembaga baru dalam masyarakat. Keempat, semakin sulit
membedakan organisasi pemerintah dengan non-pemerintah. Kriteria yang
dulunya dengan mudah dapat digunakan untuk membedakan organisasi

pemerintah dan perusahaan bisnis, sekarang tidak lagi dapat digunakan.

Pada tataran konseptual, Irfan Islamy (2009) mengidentifikasi
beberapa tantangan dan konsekuensi yang harus direspons birokrasi publik
untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada era globalisasi, information-
based society, dan knowledge-based society, sebagai berikut : Pertama, semua
pemerintahan di dunia sekarang berada dalam tekanan untuk dapat
bekerja lebih baik, efektif, efisien, ekonomis (to maximize results and
minimize costs). Kedua, upaya-upaya yang dilakukan seperti reinventing,
re-engineering, horizontal administration, downsizing, cutback management,
responsive government dan sebagainya, harus dilakukan agar pemerintahan
dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien (to do more with less). Ketiga,
tantangan ini telah mengubah peran pemerintah dari sekedar memberikan
pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan
pelayanan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang prima (high quality
services). Keempat, konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing

untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja
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pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan

harapan masyarakat.
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Paradigma New Public Service (NPS)

ZDBAB()

PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICE (NPS)

1.Gagasan New Public Service

Jannet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dalam bukunya “The
New Public Service : Serving, Not Steering” (2007) menggagas pemikiran
New Public Service (NPS). Gagasan ini muncul tidak bisa dilepaskan dari
adanya kelemahan birokrasi publik klasik dan Manajemen Publik Baru
(New Public Management), yang termanifestasi dalam bentuk pelayanan
pubik yang dilaksanakan pemerintah. Meskipun tidak menafikan beberapa
keberhasilan pendekatan NPM terutama di negara-negara Amerika
dan Eropa, namun dalam berbagai hal pendekatan ini dianggap belum
memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan,
sehingga menimbulkan berbagaikritik. Menurut pandangan kedua pakarini,
pendekatan Manajemen Publik Baru cenderung menekankan peran negara
(state) dengan pasar (market) secara berlebihan untuk mengejar efisiensi,
dengan mengabaikan peran warga negara (citizens) sebagai pihak yang
juga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan negara (pelayanan
publik). Padahal, pemerintahan modern pada era globalisasi, information-

based society, dan knowledge-based society, bukan sekedar mengejar efisiensi,
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tetapi juga menekankan hubungan akuntabilitas antara pemerintah dengan
warga negaranya. Atau dengan pengertian lain, warga negara tidak sekedar
diperlukan sebagai pelanggan (customer and consumer) tetapi lebih sebagai
warga negara (as citizens) yang memiliki hak untuk menuntut pemerintah
agar bertanggungjawab atas tindakan yang diambilnya, atau atas kegagalan
dalam melakukan kewajibannya. Warga negara juga memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, dan
dihargai nilai dan preferensinya. Oleh karena itu, lahirnya gagasan NPS
ini mencoba mengembalikan peran dan fungsi warga negara sebagai
pemegang mandat kedaulan negara dalam pemerintahan yang menganut
sistem demokratis. Sehingga landasan teoritis yang dibangun New Public
Service lebih banyak menggunakan pemikiran para ilmuan (teoritisi) yang
mengembangkan teori-teori kewarganegaraan (citizenship theory), model
komunitas dan masyarakat sipil (models of community and civil society), dan
Post-Modernism Public Administration. Sehingga terdapat perbedaan dari
berbagai sudut pandang antara New Public Service dengan administrasi

publik klasik dan New Public Management.

Inti teori Citizenship (Citizenship Theory) adalah warga negara tidak
hanya dilihat melalui status legalnya yaitu hak dan kewajibannya, tetapi
juga dari tanggungjawabnya. Kewarganegaraan lebih berkaitan dengan
kapasitas warga negara untuk mempengaruhi corak kehidupan sistem
politik. Pemerintah dibentuk untuk menjamin agar warga negara dapat
membuat sejumlah pilihan yang sesuai dengan kepentingannya. Sehingga,
akan mendorong individu untuk mau terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya,
namun untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, warga
negara kian berdaya melibatkan diri secara aktif, inetensif, dan mampu

menjalankan sebuah pemerintahan yang efektif (Mindarti, 2007).
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2.Penyelenggara Pelayanan Publik

Pokok pemikiran New Public Service menyatakan bahwa pemerintah
seharusnyatidak dijalankan sepertilayaknyasebuah perusahaan, tetapiharus
dijalankan lebih untuk melayani masyarakat secara demokratis (government
shouldn’tbe run like a business, it should be run like a democracy). Dari perspektif
ini, maka penyelenggara pelayanan publik pada era modern dan demoktaris
dituntut mampu mengubah pendekatannya dalam melayani masyarakat,
seperti merubah kebiasaan yang sebelumnya lebih mengedepankan pada
pendekatan telling (suka memberi perintah dan memaksa kehendak
kepada masyarakat) menjadi listening (suka mendengarkan keinginan dan
kebutuhan masyarakat), dari pendekatan steering (suka mengendalikan dan
mengarahkan masyarakat) menjadi serving (mau mengayomi dan melayani
apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat). Selanjutnya, kedua
pakar ini menganalisis dari landasan teoritis dan epistemologis, asumsi,
konsepsi, mekanisme dan pendekatan, termasuk aspek praktis tentang
keberhasilan dan kegagalan Old Public Administration dan New Public
Management di Amerika maupun negara eropa lainnya, pada akhirnya

menyimpulkan perbandingan perspektif, seperti dalam Tabel 2.1.
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Tabel 1
Perbandingan Perspektif Administrasi Publik

, Political Theory, Economic theory, Democratic theory,
Primary ‘ . - .
_ social and political | more sophisticated | varied approaches to
theoretical and ) ] )
_ ) commentary dialogue based on | knowledge including
epistemological ) c ] o ]
, augmented by naive positivist social positive, interpretive,
foundations o ) o
social science science and critical
Prevailing Tecnical and Strategic of formal
rationality economic rationality, | rationality, multiple

and associated

Synoptic rationality,

3]

“administrative man’

“economic man”

test or rationality

models of or self-interested (political, economic
human behavior decision maker and organizational)
] ] ] Public interest ] ]
Conception Public Interest is Public Interest is the
] B represents the )
of the public | politically defined ) result of a dialogue
] ) aggregation and
interest and expressedinlaw | =~ 77 ] about shared values
individual interests
To whom are )
) Client and o
public servants . Customer Citizen
. constituents
responsive
Serving (negotiating
Rowing (disgning and brokering
Role of and implementing Steering (acting as interests among
ole o
policies focusing on | a catalyst to unleash citizens and
government . . .
a single, politically market forces) community groups,
defined objec tive creating shared
values
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Creating mechanisms o o
o ] ) Building coalitions
) Administering and incentive )
Mechanisms ) of public, nonprofit,
o programs through | structures to achieve ] )
for archieving o ) o and private agencies
. o existing government |  policy objectives
policy objectives _ _ to meet mutually
agencies through private and
_ aggreed upon needs
nonprofit agencies
Market-driven — Multifaceted —
Hierarchical - The accumulation Public servans
Administrators of self-interest will must attend to
Approach to are responsible result in outcomes law, community
accountability | to democratically desired by broad values, political
elected political group of citizens (or | norms, professional
leaders customers) standards, and
citizen interests
Limited ) )
S ) ] ] ] Discreation needed
Administrative | discreation allowed | Wide latitude to meet ]
) ) o ) but constrained and
discreation administrative enterpreneurial goals
) accountable
officials
Bureaucratic
oraganizational Decentralized public Collaborative
Assumsed marked by top- organizations with structures with
organizational down authority primary control leadership shared
structure within agencies and | remaining within the internally and
control or regulation agency externally
of clients
Assumed ) o
o Enterpreneurlal spirit, . . .
motivational Pay and benefits, _ ) _ Public service, disire
) ] o ) ideological desire )
basis of public civil-service ] to contribute to
) to reduce size of )
servants & protections society
. government
administrators
Sumber : Denhardt dan Denhard (2007)
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Adapun gagasan inti (core ideas) dalam model New Public Service,

dituangkan dalam 7 (tujuh) proposisi, sebagai berikut :

1.

64

Service Citizents, Not Customers : The public interest is the result of
a dialogue about shared values rather than the aggregation of individual
self-interest. (Melayani Rakyat, bukan Pelanggan : Kepentingan
publik dihasilkan melalui musyawarah/mufakat berdasarkan nilai-
nilai bersama, daripada agregasi kepentingan pribadi. Oleh karena
itu, Aparatur Sipil Negara tidak boleh hanya merespon tuntutan
pelanggan, tetapi lebih fokus pada membangun hubungan kepercayaan

dan kolaborasi dengan dan di antara warga).

Seek the Public Intersest : Public administrators must contribute to
building a collective, shared notion of the public interest. The goal is not to
find quick solutions driven by individual choices. Rather, it is the creation of
shared interests and shared responsibility”. (Mengutamakan kepentingan
publik : Aparatur Sipil Negara harus berkontribusi membangun
kebersamaan, dan saling pengertian tentang kepentingan rakyat.
Tujuannya, bukan hanya menemukan alternatif solusi yang cepat
karena dorongan kepentingan pribadi, tetapi sebaliknya, menciptakan

kepentingan bersama dan tanggungjawab bersama).

Value Citizenships over Entrepeneuership : the public interest is better
advanced by public servants and citizent comitted to making meaningful
contributions to society than by entrepreneurship managers acting as if
public money their own. (Kewarganegaraan, lebih bernilai dibanding
dengan kewirausahaan : Kepentingan publik akan dapat berkembang
lebih baik, jika ada komitmen bersama antara Aparatur Sipil Negara
dengan warga untuk memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat
bagi rakyat daripada oleh para manajer wiraswasta yang bertindak

seakan mereka yang memiliki uang rakyat).
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4.

Think Strategically, Act Democratically : policies and programs meeting
public need can be must effectively and responsibility achieved through
collective efforts and collaborative processes. (Berfikir strategis, bertindak
demokratis : Kebijakan dan program akan sesuai dengan kebutuhan
rakyat dan dapat tercapai secara efektif dan bertanggungjawab, jika
dilakukan melalui proses kolektif dan kolaboratif ).

Recoqgnize that Accountability is Not Simple : public servant should be
attentive to more than the market ; they should also attend to statutory
and constitutional law, community values, political norms, professional
standards, and citizen interest. (Menyadari bahwa akuntabilitas itu
tidak mudah : Aparatur Sipil Negara tidak menaruh perhatian pada
kepentingan pasar, tetapi mereka juga harus memperhatikan peraturan
perundangan, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, norma politik,

standar profesional, dan kepentingan rakyat).

Serve Rather than Steer : it is increasingly important for public servant to
use shared, values based leadership in helping citizents articulate and meet
their shared interest rather than attempting to control or steer society in new
direction. (Melayani daripada mengarahkan : Hal yang menjadi sangat
penting bagi Aparatur Sipil Negara adalah menerapkan kepemimpinan
berlandaskan nilai-nilai kebersamaan untuk membantu warga
mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka bersama,
daripada mengarahkan atau mengendalikan mereka pada tujuan yang

baru).

Value People, Not just Productivity. Public Organization and the net-
works in which they participate are more likely to be successful in the
long run if they are operate through processes of collaboration and shared
leadership based on respect for all people. (Menghargai orang, bukan
sekedar produktivitas: Organisasi publik dan jaringannya yang ikut

REFORMASI BIROKRASI ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERBASIS MOBILE TECHNOLOGY

65

P



berperan serta, akan lebih berhasil dalam jangka panjang, jika mereka
melakukan kegiatannya melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan

yang menghormati semua orang).

3. 8 Prinsip Pelayanan

Berdasarkan gagasan inti (core ideas) tersebut diatas, selanjutnya
Denhardt dan Denhardt (2007) merumuskan delapan prinsip pelayanan
yang harus diwujudkan agar pemerintahan mampu memberikan pelayanan

yang berkualitas, sebagai berikut :

1. Convenience (Kemudahan/Ketersediaan). Measures the degree to
which government services are easily accessible and available to citizens.
(Ukuran sejauhmana pelayanan publik yang diberikan pemerintah

dapat diakses dengan mudah oleh warga negara).

2. Security (Keamanan). Measures the degree to which services are
provided in a way that makes citizens feel safe and confident when using
them. (Ukuran sejauhmana pelayanan publik yang diberikan mampu

menjadikan warga merasa aman dan yakin untuk menggunakannya).

3. Reliability (Reliabilitas). Assesses the degree to which government
services are provided correctly and on time. (Ukuran sejauhmana
pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat tersedia dengan
benar dan tepat waktu).

4. Personal attention (Perhatian Personal). Measures the degree to which
employees provide information to citizens and work with them to help
meet their needs. (Ukuran sejauhmana pelayanan publik oleh petugas
pelayanan dapat diinformasikan dengan tepat kepada warga, dan
aparat dapat bekerjasama dengan warga untuk membantu memenuhi

kebutuhannya).
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5. Problem Solving Approach (Pendekatan Pemecahan Masalah).

Measures the degree to which employees provide information to citizens
and work with them to help meet their needs. (Ukuran sejauhmana
aparat pelaksana mampu menyediakan informasi bagi warga untuk

mengatasi masalahnya).

. Fairness (Keadilan). Measures the degree to which citizens believe that
government services are provided in a way that is equitable to all. (Ukuran
sejauhmana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan

pelayanan dengan cara yang adil bagi semua warga negara).

. Fiscal Responsibility (Tanggungjawab Keuangan Publik). Measures the
degree to which citizens believe local government is providing services in
a way that uses money responsibly. (Ukuran sejauhmana warga negara
percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan

menggunakan uang publik dengan penuh tanggungjawab).

Citizen Influence (Pengaruh Warga). Measures the degree to which
citizens feel they can influence the quality of service they receive from the
local government. (Ukuran sejauhmana warga dapat mempengaruhi

mutu pelayanan yang mereka terima dari pemerintah daerah).
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Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

ZDBAB7

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN
PUBLIK

1. Gagasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Gagasan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik
yang tertuang dalam New Public Service memang sangat ideal diterapkan
pemerintah ditengah arus globalisasi, demokratisasi, desentralisasi dan
kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Sehingga birokrasi
publik dapat adaptif dan responsif terhadap dimanika perubahan, tanpa
mengurangi dan melemahkan peran dan tanggungjawab pemerintah
maupun warga negara, tetapi saling memperkuat dan bersinergi dengan
partisipasi dan kaloborasi. Untuk mewujudkan hal itu, tidak ada
cara lain, selain memperkuat komitmen dan konsistensi melakukan
reformasi birokrasi pada semua aspek dan tingkatan pemerintahan secara

berkesinambungan.

Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan, yang menyangkut berbagai
pemikiran diataranya adalah upaya menata ulang proses birokrasi dari

tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
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langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir
diluar kebiasaan (rutinitas) yang ada dengan upaya luar biasa, upaya
merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan, dan praktek
manajemen pemerintahan pusat dan daerah serta menyesuaikan tugas
fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru birokrasi,
sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government)

dan kepemerintahan yang baik (good governance) (Soekarwo, 2015).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya bangsa
yang perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk selalu mencari dan
menemukan inovasi baru di berbagai bidang kehidupan dalam rangka
menyempurnakan kualitasnya. Karena, secara fundamental reformasi itu
adalah merupakan a major change of the mind set untuk mengubah tata pikir
yang keliru, yang perlu direvisi menuju ke tata pikir yang lebih mendasar
sesuai dengan cita-cita dan kepentingan masyarakat bangsa. Oleh karena
itu, agenda reformasi birokrasi harus diarahkan menuju ke peningkatan
kinerja pemerintah yang tidak saja secara klasik demi tercapainya tujuan
yang efektif dan efisien tetapi juga sejauh mungkin tujuan itu tercapai
sesuai dengan kriteria public accountability and responsibility yang harus
dipenuhi oleh setiap aparat pemerintah / birokrasi negara di semua lini.
Untuk mencapai tujuan itu reformasi administrasi negara utamanya pada
penyempurnaan manajemen pelayanan publik (Irfan Islamy, 2008).
Reformasi Birokrasi merupakan upaya pembaharuan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan
(organisasi), aspek sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan
(business process), seperti mekanisme, sistem dan prosedur) yang pada
akhirnya dapat menciptakan pelayanan publik prima dan berkualitas
(Komarudin, 2011).
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2. Kegagalan Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab,
dapat tercapai jika dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan
administrasi unsur pemerintah, masyarakat sipil dan swasta memiliki
jaringan dan interaksi yang sinergis dan setara. Interaksi dan kemitraan
tersebut dapat berkembang jika ada kepercayaan, transparansi, partisipasi,
serta tata aturan yang jelas dan pasti. Good governance yang sehat akan
berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki
visi yang jelas (Sofian Effendi, 2005). Tesis utama reformasi birokrasi
adalah terjadinya perbaikan yang sistematis, komprehensif dan cepat atas
pelayanan yang diberikan kepada publik (masyarakat), sehingga publik
merasa puas terhadap apa yang telah dan sedang diselenggakan para
birokrat.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi
di negara-negara berkembang seringkali tidak berhasil dilaksanakan sesuai
dengan tujuannya. Penelitian Gerarld E. Caiden (1991) dikutip Riant
Nugroho (2013) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang hampir
selalu gagal melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan, karena
negara-negara berkembang tidak memiliki faktor-faktor yang dimiliki oleh
negara-negara maju yang selalu sukses melakukan reformasi birokrasi,
yaitu : (a) sistem administrasi yang berjalan dengan baik dari generasi ke
generasi, (b) masyarakat dan birokrasi sudah saling menyesuaikan diri
menjadi sebuah relasi yang produktif, (c) lembaga pemerintah yang kuat,
terutama karena warga negara menghormati lembaga pemerintah, dan
(d) mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendukung reformasi

birokrasi, seperti sumber daya manusia, teknologi dan anggaran.
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3. Konsistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi yang tinggi
untuk mengembangkan berbagai aspek pelayanan publik yang selama
ini menjadi titik lemah dalam birokrasi publik Indonesia agar dapat
mewujudkan reformasi birokrasi dalam meningkatkan mutu kinerja
pelayanan publik. Menurut Irfan Islamy (2009) paling tidak ada tujuh
aspek yang harus diperbaiki, sebagai berikut :

Pertama, organisasi pelayanan yang bermutu. Perlu dilakukan upaya
debirokratisasi pelayanan, sehingga diperoleh organisasi pelayanan yang
ramping tetapi fungsional, dapat bekerja cepat dan tepat sehingga pelayanan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perlu ditata kembali Visi dan
Misi pelayanannya agar organisasi pelayanan mampu menerjemahkannya
dlm bentuk kebijakan dan program aksi pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan, keinginan dan harapan serta kepuasan masyarakat. Organisasi
pelayanan yang bermutu harus dapat menfasilitasi apa yang menjadi
kepentingan rakyat dan mampu menjadikannya sebagai ‘raja’ yang harus

dipenuhi semua kebutuhannya sehingga mereka puas.

Kedua, sumberdaya Manusia yang trampil dan bertindak etis.
Aparat birokrasi pelayanan perlu direkrut dari orang-orang yg memiliki
ketrampilan teknis pelayanan (technicality) yang memadai, yang memiliki
responsivitas tinggi terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik, mampu
menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan cenderung
menyukai cara bertindak yang etis / bermoral. Memberikan pelayanan
kepada publik (public service) adalah sebuah profesi yang unik, yang tidak
bisa diberikan oleh orang sembarangan. Sebagai sebuah profesi, maka ia
harus ditangani SDM yang profesional (public servants), agar tugasnya dapat
dilaksanakan secara bermutu. Oleh karenanya pelayan publik haruslah

direkrut berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Kemudian mereka
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dididik dan dilatih secara kontinyu sehingga menjadi pelayanan yang
visioner, ahli dan punya sikap dan perilaku yang terpuji. Masih banyaknya
SDM vyang tidak professional akan bersifat kontra-produktif terhadap
upaya meningkatkan peluang investasi di daerah karena mereka tidak
responsif terhadap kebutuhan dunia usaha misalnya dengan mempersulit
ijin usaha, meminta angpao dan lain-lain. Ke depan membutuhkan banyak
SDM yang menguasai teknologi informasi agar pelayanan yang berorientasi
pada mutu (Quality System : Quality Control, TQM, Quality Assurance &
Customer Care) sesuai dengan Quality Wave bisa terpenuhi dan masyarakat

puas dengan kinerja pelayanan publik.

Ketiga, infrastruktur pelayanan yang memadai. Seringkali pelayanan
dinilai tidak bermutu akibat infrastruktur pelayanan yang digunakan tidak
mencukupi dan mutunya rendah (sunset technology). Jenis pelayanan publik:
administratif, barang dan jasa membutuhkan aneka ragam infrastruktur
yang mutunya harus terjamin sehingga mampu menghasilkan produk
pelayanan yang bermutu pula. Untuk memberikan pelayanan administratif,
misalnya KTP, STNK, Akte Kelahiran dan lain-lain dibutuhkan sarana
teknologi informasi agar pelayanan bisa diberikan lebih cepat dan bermutu
(berkualitas prima). Gagasan menginstall e-Goverment diseluruh jajaran
pemerintahan perlu di aktualisasikan dengan segera karena hal ini bisa
menjadi salah satu pilihan yang strategis untuk me-ningkatkan mutu kinerja
pelayanan publik. Selain itu juga pelayanan bisa diberikan lebih transparan
sehingga akuntabilitas kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah lebih

terjamin.

Keempat, sistem dan prosedur pelayanan yang efektif dan efisien.
Pelaksanaan “Sistem Pelayanan Satu Atap” (One Stop Service atau One Roof
Service) perlu dievaluasi, apakah benar sistem ini lebih menguntungkan

dan memuaskan masyarakat Karena dalam kenyataannya masyarakat
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masih banyak mengeluh terhadap pelayanan yang mereka terima.
Mereka kecewa : “Satu Atap” tetapi masih banyak ruang (birokratisasi),
dan ketika kebijakan One Stop Service diganti dengan One Room Service
(debirokratisasi) juga dikeluhkan karena ternyata “mejanya” masih banyak.
Hal ini kemudian menimbulkan high cost economy bagi masyarakat.
Upaya peningkatan mutu kinerja pelayanan publik harus dilakukan lewat
perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dengan tetap berpatokan pada
semangat “debirokratisasi’, yaitu dengan memangkas yang tidak perlu dan
memperbaiki yang sudah usang apalagi yang sangat merugikan kepentingan

masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Kelima, manajemen keluhan (komplain) yang effektif. Banyak
masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Berarti ini ada sesuatu yang salah dalam proses pelayanan. Sudah banyak
dibentuk unit yang menangani komplain oleh beberapa dinas pemerintah
tetapi perannya masih sangat minimal. Lebih-lebih lagi yang tidak memiliki
unit komplain pasti keluhan masyarakat atas pelayanan publik tidak ada
yang memerhatikan. Masyarakat mengeluh karena : (a) pemerintah gagal
mewujudkan mutu kinerja yang dijanjikan, (b) pelayanan tidak efisien,
(c) pelayanan yang diberikan secara kasar dan tidak membantu, (d) gagal
menyampaikan informasi perubahan, (e) banyaknya pelayanan yang
tertunda, (f) ketidaksopanan aparat pelayanan, (g) pelayanan yang tidak
wajar, (h) aparat pelayanan yang tidak kompeten, (i) aparat pelayanan yang
apatis / tiadanya atensi, (j) pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan
dan keinginan serta harapan pelanggan (masyarakat). Oleh karena itu,
pemerintah perlu membentuk unit komplain yang kuat yang mampu
memanajemeni komplain secara efektif, sehingga dapat mempertebal
rasa percaya dan kesetiaan pelanggan (masyarakat) kepada pemerintah.

Penanganan komplain yang efektif bisa meningkatkan kepuasan masyarakat
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atas pelayanan yang diberikan.

Keenam, Standar mutu pelayanan yang tinggi. Sampai sekarang
belum banyak dinas, kantor, badan pemerintah yang telah menetapkan
standar mutu pelayanannya. Padahal semestinya setiap kegiatan pelayanan
perlu memiliki standar mutu pelayanannya agar masyarakat tahu dan faham
tentang jaminan adanya kepastian bagi mereka sebagai penerima pelayanan.
Standar pelayanan adalah ukuran baku bagi proses pelayanan publik yang
wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan
mencakup : (a) sistem dan prosedur pelayanan, (b) waktu bagi penyelesaian
pelayanan, (c) biaya pelayanan, (d) produk dan mutu pelayanan, (e) sarana
dan prasarana untuk pelayanan, (f) kompetensi, sikap dan perilaku petugas

pelayanan, (g) jenis dan aksesibiltas pelayanan, dan (h) konsistensi.

Ketujuh, kepuasan masyarakat yang tinggi. Ujung akhir dari setiap
proses pelayanan publik adalah adanya kepuasan masyarakat sebagai
penerima pelayanan dari pemerintah. Banyaknya keluhan yang disampaikan
masyarakat terhadap proses, produk dan mutu serta kinerja pelayanan
yang diberikan pemerintah selama ini, berarti masyarakat tidak puas atas
pelayanan publik yang diterimanya. Oleh karena itu, semua dinas, kantor
dan badan pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik perlu

memperhatikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
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[DBABS

REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1. Administrasi Pelayanan Perpajakan

Salah satu bidang pelayanan yang sangat strategis dalam skema
reformasi birokrasi adalah administrasi pelayanan perpajakan. Administrasi
pelayanan perpajakan mempunyai karakteristik khusus (spesifik),
dibanding dengan jenis pelayanan publik lainnya, karena : (a) bidang yang
dikelola adalah menyangkut sumber utama penerimaan dan pendapatan
pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung keberlangsungan
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, (b) bidang
pajak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, dan (c)
pengelolaan administrasi pelayanan perpajakan sering dituding sebagai

sumber permasalahan birokrasi, sehingga harus menjadi sasaran reformasi

birokrasi.

Liberti Pandiangan (2014) memberikan perspektif yang lebih luas
mengenai administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan didefinisikan
sebagai kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap
orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban

di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan, tidak hanya
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dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya, fax
manager, tax supervisor, tax staff dan lain-lain), tetapi juga oleh seluruh orang
yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan
dengan pajak. Dengan demikian, maka kegiatan administrasi perpajakan
atau penatausahaan dan pelayanan perpajakan dilakukan terhadap semua
tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pajak, meliputi
pencatatan, penggolongan, penyediaan informasi, pendistribusian,
pengambilan keputusan atau kebijakan, pengarahan, penyimpanan, dan
lain-lain. Sedangkan pelayanan perpajakan menyangkut berjalannya fungsi
koordinasi dan kerjasama antar unit yang ada serta orang yang ada dalam
organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya demi terlaksananya hak serta

kewajiban perpajakan dengan baik.

Reformasi administrasi perpajakan mempunyai tujuan : (a)
tersedianya dokumen perpajakan, (b) tersedianya data dan informasi
perpajakan, (c) tersedianya sarana untuk menciptakan dan menjalin
kerjasama antar unit organisasi serta antar sesama personalia berkaitan
dengan perpajakan, (d) pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan,
terutama menyangkut pajak, dan (e) pengambilan keputusan atau
kebijakan menyangkut pajak. Sedangkan, unsur perpajakan, terdiri dari :
(a) pengelolaan pajak, (b) keuangan pajak, (c) informasi dan komunikasi
perpajakan, (d) peraturan perpajakan, (e) dokumen pendukung perpajakan,
(f) organisasi perpajakan, dan (g) sumber daya manusia perpajakan

(Liberti Pandiangan, 2014).

Dari perspektif itu, administrasi perpajakan mempunyai dimensi
yang luas dan kompleks, dan memberikan kontribusi yang signifikan
untuk membentuk sosok birokrasi dan pelayanan publik yang baik, atau
justru sebaliknya menjadi faktor penghambat yang dirasakan langsung
oleh masyarakat pembayar pajak (wajib pajak) yang berdampak pada
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menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang
termanifestasi dalam menurunnya kepatuhan wajib pajak memenuhi
kewajibanya membayar pajak. Hal ini disebabkan, masyarakat membayar
pajak adalah suatu “kewajiban” kepada negara, baik dilakukan secara suka
rela maupun terpaksa, namun pada saat bersamaan masyarakat (wajib
pajak) mempunyai “hak” untuk mendapat pelayanan yang terbaik (prima)
yang menjadi kewajiban negara (pemerintah) untuk memberikannya.
Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan merupakan kewajiban
pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memenuhi hak-hak masyarakat
wajib pajak dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang baik dan
berkualitas. Menurut Malcolm Gillis dikutip Taufan (2005), reformasi
perpajakan secara taksonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan program
reformasi perpajakan yang menjadi ciri-ciri dasarnya, sehingga dapat dibuat

konfigurasi berbeda dari reformasi perpajakan tersebut, yaitu :

1) Breadth of reform. Reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of
tax structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax

systems (structural dan administrative reform).

2) Scope of reform. Reformasi perpajakan dapat dilakukan secara
comprehensive, meliputi semua sumber penerimaan penting, atau
dilakukan secara partial meliputi beberapa komponen sistem
perpajakan.

3) Revenue Goals. Reformasi perpajakan bertujuan meningkatkan
penerimaan dalam persentase terhadap Produk Domestik Brutto (Rasio
Pajak) yang disebut revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan
dengan revenue neutral reform, atau mengurangi penerimaan (revenue-

decreasing reform).

4) Equity Goals. Reformasi perpajakan bertujuan menegakkan keadilan,
dalam hal ini dapat dibagi dua, yaitu : (a) redistributive, jika ingin

REFORMASI BIROKRASI ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERBASIS MOBILE TECHNOLOGY

79

P



menegakkan keadilan secara vertikal, dimana orang berpenghasilan
tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama, dan (b) distributionally
neutral reform, jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk

merubah distribusi pendapatan yang sudah ada.

5) Resource Allocation Goals. Reformasi perpajakan yang berusaha
mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan
lebih efisien disebut euconomically neutral, jika sistem perpajakan untuk
mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas

tertentu maka disebut interventionist reforms.

6) Timing of reform. Reformasi perpajakan dapat dilakukan dengan
mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan
(contemporaneous reforms), dan dengan implementasi secara bertahap
(phased reforms), atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak

berkaitan (successive reforms).

2. Fungsi Reformasi Perpajakan

Summer, dkk dikutip Taufan (2005) menyatakan reformasi
perpajakan berfungsi sebagai : (a) penyesuaian struktur untuk mengurangi
distorsi dari rangsangan ekonomi dan terjadinya ketidakefisienan dan
ketidakadilan dalam alokasi sumber daya, dan (b) menghasilkan pendapatan
secara rasional tanpa distorsi adil dan berkelanjutan. Menurut pandangan
Anggito Abimanyu (2003) reformasi perpajakan adalah perubahan yang
mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan : (a)
meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (b) meningkatkan
kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (c)
meningkatkan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut
Gunadi (2011) reformasi perpajakan, meliputi : (a) reformasi kebijakan
pajak (tax policy reform), yaitu peraturan perpajakan, (b) reformasi
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administrasi perpajakan (tax administration reform)

Dengan demikian, reformasi administrasi perpajakan merupakan
upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk melakukan
perubahan secara menyeluruh dibidang administrasi perpajakan atau
penatausahaan perpajakan agar tercipta administrasi perpajakan yang
efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Secara lebih spesifik Gunadi
(2004) menyatakan bahwa tujuan reformasi administrasi perpajakan
adalah : (a) memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan, (b) mengadministrasikan penerimaan pajak,
sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran
pembayaran dana dari pajak dapat diketahui, dan (c) untuk memberikan
pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Untuk mengukur
efektivitas reformasi perpajakan dengan melihat seberapa jauh reformasi
dapat menyelesaikan masalah : (a) wajib Pajak yang tidak terdaftar
(unregistered taxpayers), (b) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT,
(c) penyelundup pajak (tax evaders), (d) penunggak pajak (delinquent tax

pavers).

Menurut World Bank (2008), reformasi perpajakan di negara-negara
berkembang dapat merupakan suatu komponen dari reformasi fiskal
sebagai penyesuaian struktural (structural adjusment) untuk mengurangi
distorsi ekonomi dan akibat dari ketidakefisienan dan ketidakadilan
alokasi sumber daya. Liberti Pandiangan (2004) berpendapat bahwa
reformasi perpajakan harus mencakup berbagai aspek perpajakan, yaitu
reformasi peraturan perpajakan (tax policy), sistem perpajakan (tax system),
kelembagaan perpajakan (organizational), dan administrasi perpajakan
(tax administration). Pada tingkat lokal (daerah), reformasi perpajakan
mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal di daerah. Sebab,

semakin tinggi kekuatan penerimaan pajak, semakin tinggi proporsi
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran (APBD). Selain itu,
denganmeningkatnyapenerimaandarisektorpajak,makapemerintahdaerah
menjadi lebih mandiri (otonom), dan dapat mengurangi ketergantungan
terhadap pemerintah pusat. Sebab, ketergantungan keuangan pemerintah
daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat membawa implikasi buruk
terhadap efisiensi, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah untuk
penyediaan pelayanan publik di daerah (Simanjuntak dan Mahi, 2005).
Tidak hanya itu, ketidakmampuan pemerintah daerah menggali potensi
pajak daerah untuk menopang pembangunan dan penyediaan pelayanan
dasar masyarakat akan membawa akibat yang lebih buruk, munculnya
ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, yang akan menimbulkan

persoalan baru dalam masyarakat di daerah.

Menurut Richard Bird (2014) dalam tulisannya “Administrative
Dimensions of Tax Reform” menyatakan kebijakan perpajakan itu sangat
penting, namun kebijakan perpajakan terbaik di dunia sekalipun tidak akan
berguna jika tidak mampu diimplementasikan secara efektif. Desain sistem
administrasi perpajakan dan implementasinya merupakan hal yang sangat
penting dalam melakukan reformasi perpajakan. Fungsi utama administrasi
perpajakan adalah untuk memantau kepatuhan dan untuk menerapkan
sanksi yang ditentukan dalam undang-undang terhadap para pelanggar
pajak. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap undang-undang pajak harus
diciptakan, dipantau dan ditegakkan disemua negara. Pengembangan sistem
perpajakan berbasis teknologi sangat penting dilakukan untuk mendukung
reformasi administrasi perpajakan, meliputi: (a) sistem yang berhubungan
dengan catatan wajib pajak dan pemungutan pajak (kepatuhan wajib pajak),
(b) sistem yang berhubungan dengan intern manajemen dan kontrol atas
sumber daya, (c) sistem yang berkaitan dengan struktur dan prosedur

hukum, dan (d) sistem untuk menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak.
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Z>BAB<9

ERA DIGITAL

1. Konsep Teknologi Infomasi

Teknologi informasi (information technology) merupakan sarana
yang modern (canggih) dalam melaksanakan komunikasi, baik antara
individu, kelompok maupun lembaga. Bahkan aplikasi teknologi informasi
itu sendiri merupakan bagian yang hampir tidak dapat dipisahkan dengan
aktivitas kehidupan masyarakat pada era digital. Hal yang paling nampak
adalah penggunaan beragam mobile technology, seperti telpon selular,
laptop, komputer tablet, Personal Digital Assistant (PDA), dan media digital
(gadget) lainnya. Sekarang ini, teknologi informasi tidak hanya terbatas
pada teknologi komputer (software dan hardware) yang digunakan untuk
memproses atau menyimpan data dan informasi, melainkan juga mencakup
teknologi telekomunikasi untuk mengirimkan beragam informasi, baik

berupa text, gambar, audio maupun video.

Teknologi informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam
proses bisnis, untuk kecepatan pemrosesan informasi dan konektivitas
komputer serta teknologi internet dapat secara signifikan meningkatkan

efisiensi dan efektivitas untuk membangun komunikasi dan kerjasama.
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Hal yang sama terjadi dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau sering disebut dengan
pemerintahan elektronik (e-government). Bahkan dapat dipastikan,
reformasi birokrasi dan pelayanan publik tidak akan berhasil mencapai
sasarannya, jika tidak didukung pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi
informasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi semakin intensif
dan berkembang dalam skala masif didorong perkembangan teknologi
telekomunikasi tanpa kabel, internet dan beragam aplikasi media sosial.

Keduanya seakan menjadi suatu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan.

Sebuah situs www.artikelsiana.com (2015) menghimpun beberapa
definisi dan fungsi teknologi informasi dari berbagai sumber, sebagai

berikut :

1) Haag & Keen (1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat
yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-

tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

2) Martin (1999), teknologi informasi tidak hanya terbatas pada
hardware dan software yang digunakan untuk memproses dan
menyimpan informasi, serta juga mencakup teknologi komunikasi

yang mengirimkan sebuah informasi.

3) Williams dan Sawyer (2003), teknologi informasi adalah teknologi
yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang

berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara dan video.

4) Lucas (2000), teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi
yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi

dalam bentuk elektronis.

Beberapa fungsi teknologi informasi, sebagai berikut :
1) Mengolah (processing), mengolah/memproses data masukkan yang

diterima untuk menjadi suatuinformasi. Pengolahan atau pemrosesan
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dapat berupa pengubahan data ke bentuk lain (konversi), analisis
kondisi (analisis), perhitungan (kalkulasi), penggabungan (sintetis),

dan segala bentuk data dan informasi.

2) Menghasilkan (generating), menghasilkan atau mengorganisasi

informasi. Contoh laporan, grafik, tabel dan sebagainya.

3) Menyimpan (store), merekam atau menyimpan data dan informasi ke
dalam suatu media untuk keperluan lainnya. Contoh disket, hardisk,

tape, compact disk dan sebagainya.

4) Mencari kembali (retrival), menelusuri/mendapatkan kembali
informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang telah

tersimpan.

S) Transmisi (transmission), mengirim data dan informasi dari suatu

lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer.

2. Konsep Mobile Technology
1) Electronic Government (e-Government)

Pemerintahan elektronik (e-goverment ) adalah satu bentuk
penerapan (aplikasi) teknologi informasi di sektor pemerintahan
(publik). Konsep ini sudah dikenal luas dan semakin intensif
diimplementasikan dalam dua dasawarsa terakhir di seluruh dunia
seiring dengan perkembangan demokratisasi, pergeseran paradigma
pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik (good governance) dan pesatnya perkembangan teknologi
informasi, terutama digital convergence, dari digitalisasi (audio, video,
dan text) menjadi layanan teknologi informasi (IT services), jaringan
komputer dan perangkat informasi seperti data, suara, internet,

wireless, satelit, komputer dan lain-lain (Bae, 2011).
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E-Government seringkali dideskripsikan secara beragam oleh

setiap institusi, baik institusi pemerintah atau non-pemerintah. Hal

ini disebabkan karena, e-Government sebagai sebuah konsep memiliki

prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara

memiliki skenario dan implementasi yang berbeda, definisi dari

ruang lingkup e-Government menjadi bervariasi. World Bank (2007)

mendefinisikan e-Government, sebagai berikut :

E-Government refers to the use by government agencies of

information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and

mobile computing) that have ability to transform relation with citizens,

businesses, and other arms of government. (E-Government berhubungan

dengan penggunaan teknologi informasi seperti wide area network,

internet dan mobile computing oleh organisasi pemerintahan yang

mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara,

bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan)

e-Government mempunyai tiga dimensi sebagai berikut :

(a)

(b)

(©)

Government to Citizen (G2C). Penyampaian informasi pemerintah
kepada masyarakat yang memungkinkan pertukaran informasi

dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Government to Business (G2B). Transaksi elektronik, dimana
pemerintah menyediakan berbagai fasilitas informasi yang
dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan

pemerintah.

Government to Government (G2G). Komunikasi dan pertukaran
informasi on-line antar lembaga pemerintahan melalui basis data

terintegrasi.
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e-Government, jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan
mafaat yang besar bukan saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi
stakeholder lainnya, dunia usaha (bisnis) dan masyarakat sipil (civil

society). Beberapa manfaat dimaksud (World Bank, 2004 ), adalah :

(a) Memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal

efektivitas dan efisiensi berbagai bidang pemerintahan.

(b) Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep

good governance;

(c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-

hari;

(d) Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan
sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak yang

berkepentingan.

(e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun

global;

(f) Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam

proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis;

(g) Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan
untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan

pemerintah;

(h) Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta

meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi.
Menurut  situs www.egovddeviorg (2014), penerapan

e-government mempunyai tiga dimensi, sebagai berikut :
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(a) e-Administration. Penerapan e-government untuk meningkatkan
kinerja internal sektor pemerintah, meliputi : (a) menghemat
biaya aktivitas pemerintah, (b) mengelola proses kinerja secara
cepat dan akurat, (c) membangun hubungan strategis dalam

lingkungan pemerintah, dan (d) menciptakan pemberdayaan.

(b) e-Citizen dan e-Service. Penerapan e-government untuk
membangun hubungan dengan warga negara, baik sebagai
pemilih (voters) atau pemangku kepentingan (sumber kekuasaan
negara berasal), maupun sebagai penerima jasa pelayanan
pemerintah, meliputi : (a) berbicara dengan warga tentang
program dan kebijakan pemerintah, (b) mendengarkan keluhan
warga untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah, dan

(c) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(¢c) e-Society. Penerapan e-government untuk membangun hubungan
antar lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
seperti lembaga swasta, lembaga non-profit dan organisasi
masyarakat, meliputi: (a) bekerjasama dengan lebih baik
dengan pihak swasta, (b) mengembangkan komunitas, dan (c)

membangun hubungan kemitraan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam studinya mengenai
Indek Pengembangan e-Government telah membuat instrumen
pengukuran tahapan pengembangan e- Government (Unpan, 2014),
sebagai berikut:

(a) Kehadiran informasi on-line, dengan indikator tersedianya website,

warnet, dan lain-lain.

(b) Memperkuat pengembangan, dengan indikator tersedianya potal

web, Sms text, mobile portal, dan warnet.
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(c) Pengembangan lanjutan menuju komunikasi dua arah secara
interaktif, dengan indikator tersedianya saluran terkoordinasi,
seperti web portal, sms text, mobile application, mobile portal dan

lain-lain.

(d) Pengembangan sudah terkoneksi, ditandai dengan tersedianya

saluran komunikasi yang terintegrasi.

2) Mobile Government (m-Government)

Pemerintahan Berjalan (mobile government) atau m-Gov
termasuk konsep yang sudah relatif Jlama dikembangkan oleh para
ahli, namun di Indonesia istilah tersebut masih terasa asing dalam
diskursus publik. Hal ini berbeda dengan e-Government yang sudah
sangat populer selama dua dasawarsa terakhir. Namun bagi negara-
negara lain, seperti Jepang, Korea, India, Turki, Filipina, dll, istilah
m-Government bukan lagi hanya sebagai sebuah konsep kajian, tetapi
dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
M-Government pertama kalinya diprakarsai Ibrahim Kushchu pada
laboratorium Mobile Government atau disingkat “mGovLab” di Jepang.
Saat ini mGovLab telah bertransformasi menjadi Mobile Government

Consorsium Int dengan situs “www.mgovernment.org.

Secara konseptual mobile Goverment didefinisikan sebagai
strategi dan pelaksanaan dengan memanfaatkan semua jenis jaringan
nirkabel (wireless networks) dan mobile technology, layanan, aplikasi dan
perangkat untuk meningkatkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat
dalam e-government, termasuk warga negara, bisnis dan semua unit
pemerintah (Kushchu & Kuscu, 2003). Menurut Bae (2011), m-Gov
adalah pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis wireless technology

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam pengiriman
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layanan dan informasi kepada warga dan perusahaan. Jadi, m-Gov
tidak mengganti e-Gov, tetapi menambahkan e-Gov dengan teknologi
berjalan (mobile technologies), seperti Handphone, Personal Digital

Assistant, Wi-Fi, dan mobile networks.

3. Konsep Media Sosial (Social Media)

Istilah Media Sosial (Social Media) sudah menjadi kosa kata dalam
perbincangan sehari-hari. Data pengguna media sosial, terutama facebook
dan twitter membuktikan bahwa Indonesia mempunyai potensi luar
biasa dalam pemenfaatan teknologi informasi berbasis internet. Melihat
potensi ini, tidak salah pula, CEO Facebook Mark Zuckerberg dan CEO
Twitter Dick Costolo secara khusus datang menemui Presiden dan Wapres

memanfaatkan potensi yang sangat besar tersebut.

Secara konseptual, terdapat beragam definisi tentang media sosial
(social media). Banyaknya definisi ini, menggambarkan betapa sulitnya
membuat pengertian yang utuh tentang media sosial, karena luasnya
spektrum dan perkembangannya yang demikian pesat. Haidi Cohen (2011)
dalam blog pribadinya berjudul “Social Media Definitions” menemukan
paling tidak ada 30 definisi media sosial. Definisi konsep media sosial yang
sering dikutip dalam perbicangan publik adalah definisi yang dikemukakan
Kaplan dan Haenlein dalam tulisannya berjudul Users of the world, unite!
The challenges and opportunities of Social Media yang dimuat dalam Horizons
Bisnis (2010), mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok
aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi
Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten antar

pengguna.
Perkembangan media sosial dengan berbagai jenis aplikasinya

merupakan cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi
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melibatkan komunitas global dan tidak mengenal waktu dan tempat,
ras, bahasa dan negara. Perkembangan media sosial ini telah diantisipasi
pemerintah, dengan menerbitkan Permenpan-RB Nomor 83 Tahun
2102 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosia Instansi Pemerintah,
menyebutkan fungsi medsos dalam pelayanan publik, adalah : (a)
menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat, (b)
membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial,
(c) sarana sosialisasi tentang strategi, program dan kebijakan pemerintah,
(d) membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan (e)
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan

dan program pemerintah.

4. Konsep Kepemimpinan Era Digital (Digital Leadership)

Menurut Sondang P. Siagian (2010), kepemimpinan (leadership)
adalah inti dari manajemen. Kepemimpinan merupakan motor penggerak
bagi sumber-sumber dan alat-alat bagi organisasi. Bahkan, sukses tidaknya
organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung
dari cara-cara memimpin yang terapkan oleh pemimpin tersebut. Setiap
pemimpin mempunyai gaya atau karakteristik yang berbeda dalam
kepemimpinannya, yang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu : (a) tipe
demokratis, (b) tipe militeristik, (c) tipe otokratik, (d) tipe paternalistik,
dan (e) tipe kharismatik.

Dikemukakanlebihlanjutbahwa ciri-ciriideal yang perlu dimiliki oleh
pemimpin, terdiri dari : (a) pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang
kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, dan
orientasi masa depan, (b) sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang
tinggi, naluri relevansi, (c) keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang

antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif dan
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(d) kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan
skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan

mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.

Konsep, tipe dan ciri-ciri ideal kepemimpinan bukanlah sesuatu yang
statis, tetapi akan terus menerus mengalami perubahan beriringan dengan
gelombang perubahan yang didorong oleh revolusi teknologi informasi dan
komunikasiyang disebut dengan era digital. Era digital menuntut pemimpin
terus menerus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan mengakses data dan

informasi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun.

Randall P. White, Philip Hodgson dan Stuart Crainer dalam
bukunya The Future of Leadership (1997:25-26) menggambarkan
perubahan kepemimpinan pada era gelombang perubahan (era digital)
dengan menyatakan bahwa dunia sedang berubah, cara-cara lama dalam
melakukan berbagai hal sedang diganti, diperbaiki, dan kadang-kadang
benar-benar dirusak, dikesampingkan ketika dunia terus melaju. Inilah
dunia gelombang dimana kita harus berubah untuk bertahan, dimana
kita harus mengembangkan diri untuk bisa maju, dan berlawanan dalam
azas, dimana tindakan perubahan meningkatkan bahwa kita tidak akan
bertahan. Kepemimpinan bukanlah statis, kepemimpinan bersifat aktif
dan terus menerus berubah secara konstan. Faktor-faktor yang mendorong
perubahan kepemimpinan adalah : (a) masa depan akan berbeda dengan
masa lalu secara radikal, (b) kepemimpinan menjadi hal yang mendasar,

dan (c) kecepatan dalam mengambil keputusan semakin meningkat.

Guno Tri Tjahjoko dalam tulisannya “Digital Ladership : Kebutuhan
Masa Depan” (2011) menyebutkan bahwa dalam era digital tidak cukup
menterjemahkan kepemimpinan dalam konsep menajemen konvensional,
karena kepemimpinan adalah kapasitas untuk memengaruhi orang lain

melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Oleh karena itu, diperlukan
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pendekatan cara pikir baru untuk menjawab kebutuhan jaman. Konsep
kepemimpinan pada era digital disebut digital leadership yang didefinisikan
sebagai kemampuan pemimpin memengaruhi orang lain melalui
teknologi informasi. Definisi ini berbeda dengan definisi menajeman
yang memosisikan leadership sebagai bagian actuating, karena untuk
memengaruhi orang lain melalui teknologi informasi tidak diperlukan

aturan yang rigid atau kaku.

Pakar teknologi informasi Indonesia Betti S. Alisjahbana (2011)
dikutip Guno menyebutkan paling tidak ada S (lima) ciri kepemimpinan
digital (digital leadership), sebagai berikut :

Pertama, mobile and collaborative workplace. Artinya seorang
pemimpin tidak terikat dengan lokasi kerja di kantor, namun dengan piranti
canggih seperti tablet komputer atau smartphone dia bisa melakukan

aktifitas tanpa harus diawasi atau tergantung dengan manajemen kantor.

Kedua, anywhere and anytime connectivity. Pemimpin bisa ada dimana
saja, baik di dalam kota, luar kota atau luar negeri sekalipun, namun dia
mampu bekerja tanpa bergantung pada lokasi. Kata kunci kepemimpinan
masa depan adalah selalu terkoneksi (always connected), sehingga mampu

memengaruhi dan mengarahkan anak buah.

Ketiga, portability of device. Kepemimpinan fleksibel dan mampu
menerobos sekat-sekat atau kebuntuan. Dia mampu membuat inovasi dan
terobosan baru. Dia mampu berpikir visioner dan out of the box, sehingga
dapat berkompetisi dan berdaptasi dalam perubahan yang sedemikian

cepat.

Keempat, collaboration across distances and organization . Mampu
bekerja tanpa dibatasi oleh jarak dan tempat. Artinya, bisa bekerja dimana
saja dengan beberapa perusahaan atau organisasi sekaligus dalam waktu

yang bersamaan. Artinya kepemimpinan masa depan akan semakin
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kompleks, namun semakin efektif.

Kelima, stay touch and get more done. Kepemimpinan di era digital
semakin praktis tidak rumit, sekali sentuh, banyak hal yang didapat dan
dikerjakan. Artinya kepemimpinan semakin canggih dengan piranti yang
cangggih untuk memengaruhi orang melalui informasi, sekali sentuh maka

banyak hal yang didapat atau dikerjakan.

5. Konsep Pelayanan Samsat Dan Administrasi
Perpajakan Berbasis Mobile Technology

Berbagai studi membuktikan bahwa pemanfaatan teknologiinformasi
dapat mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi secara signifikan.
Kantor Bersama Samsat Jawa Timur merupakan salah satu dari sedikit
lembaga pemerintah dibidang pelayanan publik dan pengelola administrasi
pajak kendaraan bermotor yang sudah mengembangkan teknologi
informasi. Namun demikian, dalam kenyataannya pengembangan teknologi
tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan masyarakat pada
era digital. Oleh karena itu, masih diperlukan pengembangan lanjutan
menyesuaikan dengan kemajuan teknologi terkini, mobile technology.
Konsep penerapan mobile technology dalam sistem pelayanan Samsat dan

administrasi perpajakan mempunyai dua dimensi, sebagai berikut :

Pertama, dimensi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, adalah
penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis teknologi
informasi dengan pengintegrasian sistem jaringan dan aplikasi program
pajak kendaraan bermotor yang sudah dilaksanakan pada Kantor Bersama
Samsat (Samsat Induk) dan layanan unggulan Samsat dengan website
(www.dipendajatim.go.id dan www.samsatjatim.go.id), surat elektronik

(electronic mail/E-Mail), Short Massage System (SMS), dan media sosial.
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Kedua, dimensi administrasi perpajakan adalah pengelolaan
administrasi pajak kendaraan bermotor dengan merubah tata kelola
administrasi yang berbasis kertas (paper-based) menjadi berbasis
elektronik/digital (paperless). Dimensi administrasi pajak kendaraan
bermotor disini dibagi menjadi dua kategori, yaitu : (a) administrasi pajak
kendaraan bermotor yang berhubungan langsung dengan wajib pajak ( front

office), dan (b) administrasi pajak kendaraan bermotor bersifat internal

(back office).
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Reformasi Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

AP BaB 10

REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1. Hubungan Reformasi Administrasi Pelayanan Di
Samsat Dengan Reformasi Administrasi Perpajakan

Jika dibaca sepintas, seakan-akan kedua istilah yang sama-sama
menggunakan kata “reformasi administrasi” ini menimbulkan kebingungan
(compused), atau bahkan mendua (ambiguous). Bukankah administrasi
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotorjuga merupakan bagian darireformasi
administrasi pelayanan di Samsat 2. Oleh karena itu, sebelum membahas
lebih lanjut tentang reformasi administrasi perpajakan (tax administration

reform), perlu terlebih dahulu dijelaskan perbedaan dan hubungannya.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa
Kantor Bersama Samsat adalah lembaga penyelenggara administrasi
pelayanan publik dengan konsep satu atap, terdiri dari tiga instansi/
lembaga yang mempunyai wewenang berbeda. Kepolisian dibidang
administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan. PT. Jasa Raharaja
dibidang administrasi pembayaran SWDKLL]. Dinas Pendapatan dibidang
administrasi penetapan dan pembayaran PKB/BBNKB. Sistem administrasi
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pelayanan semua mengacu pada SKBer 1999, sebagaimana diubah terakhir

dengan Perpres 5/2015.

Pada sisi yang lain, ketiga instansi dalam Samsat mempunyai
instansi induk yang mengelola administrasinya mengacu pada peraturan
perundangan yang berbeda dengan Samsat. Kepolisian berpedoman pada
: (a) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan, dan
(b) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor S Tahun 2012 tentang Registrasi
dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. PT. Jasa Raharja berpedoman pada
UU No 33 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, berikut
petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan, Dipenda Jawa Timur berpedoman
pada beberapa peraturan, meliputi : (a) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (b) Peraturan Pemerintah No. 91
Tahun 2010, (c) Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah, dan (d) Pergub Jawa Timur Nomor 116 tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pajak Daerah.

Dengan demikian, perbedaan dan hubungannya dapat dijelaskan
sebagai berikut :

Reformasi administrasi pelayanan di Samsat adalah reformasi yang
berkaitan dengan sistem administrasi pelayanan (termasuk administrasi
penetapan dan pembayaran PKB/BBNKB) dalam ruang lingkup lembaga
pelayanan Kantor Bersama Samsat termasuk Layanan Unggulan Samsat
sebagai pintu terdepan melayani masyarakat (front office). Sedangkan,
reformasi administrasi pelayanan PKB/BBNKB adalah reformasi
administrasi pelayanan yang menjadi wewenang instansi induknya, dalam
hal ini adalah UPT Dipenda dengan mengacu pada peraturan perundangan
perpajakan.
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Jadi, pengertian reformasi administrasi pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor (tax administration reform) lebih spesifik dan bersifat fungsional
dibanding reformasi administrasi pelayanan di Samsat (public service
reform), karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok
administrasi perpajakan dan keuangan daerah (keuangan negara).
Fungsi-fungsi pokok administrasi perpajakan dimaksud meliputi : (a)
pendaftaran dan pendataan objek pajak, (b) penetapan, (c) pembayaran,
(d) penagihan, (e) pembukuan (registering), (f) pelaporan (reporting), (g)
akuntansi (accounting), (h) pemeriksaan (auditing), dan (i) penganggaran
(budgeting). Jika fungsi-fungsi pokok administrasi perpajakan dikaitkan
dengan administrasi pelayanan pada Samsat, hubungannya dapat diperjelas,

sebagai berikut:

Pertama, reformasi administrasi pelayanan pada Kantor Bersama
Samsat dan Layanan Unggulan Samsat berkaitan dengan reformasi
menyangkut fungsi pokok administrasi perpajakan, meliputi : pendaftaran

dan pendataan, penetapan, dan pembayaran PKB/BBNKB.

Kedua, reformasi administrasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
diluar ketiga fungsi tersebut dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan (UPTD), meliputi : penagihan, pembukuan
(registering), pelaporan (reporting), akuntansi (accounting), pemeriksaan
(auditing), dan penganggaran (budgeting). Dari perspektif Dipenda
administrasi PKB/BBNKB pada Samsat adalah sub sistem dari seluruh
fungsi administrasi perpajakan yang menjadi wewenang Dipenda. Artinya,
reformasi administrasi pelayanan Samsat merupakan bagian dari reformasi
administrasi pelayanan perpajakan. Pembahasan di atas dapat diringkas,

seperti Gambar 3.
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2. Hubungan Kelembagaan, Tugas Pokok Dan
Tanggungjawab

Gambar 2. memberikan informasi bahwa administrasi pelayanan di
Kantor Bersama Samsathanyaberkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,
penetapan, dan pembayaran PKB/BBNKB. Sedangkan, pelaksanaan fungsi-
fungsi administrasi perpajakan lainnya (penagihan, pembukuan, pelaporan
dan pemeriksaan) berada di UPTD, termasuk juga jenis-jenis pajak lainnya
selain PKB/BBNKB yang menjadi kewenangan Dipenda Provinsi Jawa
Timur. Jika dilihat keterkaitan hubungan secara kelembagaan berdasarkan
tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab pelaksana fungsi administrasi

perpajakan di Samsat dan UPTD, seperti pada Gambar 4.
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Gambar 3 memperlihatkan hubungan secara kelembagaan antara
unit-unit pelayanan pada Kantor Bersama Samsat dengan Unit Pelaksanaan
Teknis Dinas (UPTD). UPTD dipimpin Kepala UPTD yang secara
fungsional (fungsi administrasi dan pelayanan) membawahi Administrator
Pelayanan (Adpel), dan secara struktural membawahi Unit Kerja di UPTD.
Kepala UPTD bertanggungjawab mengkoordinasikan, monitoring dan
evaluasi seluruh kegiatan administrasi pelayanan perpajakan agar dapat
berjalan dengan baik, baik di UPTD maupun Kantor Bersama Samsat.
Administrator Pelayanan (Adpel) bertanggungjawab terhadap kelancaran
pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi administrasi pelayanan dilingkungan
Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan Samsat. Sedangkan, Unit
Kerja di UPTD menjalankan fungsi-fungsi pokok administrasi perpajakan
dan pelayanan, termasuk Samsat. Dengan demikian, UPTD menjadi pusat
pengelolaan administrasi perpajakan dan pelayanan untuk wilayah kerjanya

masing-masing.

3. Hubungan Koordinasi Dan Sinergi Antar Pelaksana
Operasional

Dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan PKB/BBNKB
pada Kantor Bersama Samsat, Administrator Pelayanan menduduki peran
yang sangat strategis. Secara vertikal bertanggungjawab Kepada Kepala
UPTD sebagai atasan langsung, sedangkan secara horizontal berkoordinasi
dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam Unit/Pokja pelayanan
Kantor Bersama Samsat (Kepolisian, PT. Jasa Raharja) serta dengan Unit
Kerja UPTD. Hubungan koordinasi dan sinergi antar pelaksana operasional
administrasi pelayanan dalam Kantor Bersama Samsat dan Unit Kerja di

UPTD, seperti Gambar 3.

REFORMASI BIROKRASI ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 103
BERBASIS MOBILE TECHNOLOGY



<

Gambar 4. Hubungan koordinasi dan sinergi antar pelaksana

operasional administrasi pelayanan dalam Kantor Bersama Samsat dan

Unit Kerja UPTD.
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4. Hubungan Reformasi Administrasi Pelayanan,
Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Reformasi
Keuangan Daerah.

Dinas Pendapatan Provinsi merupakan salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab dibidang pemungutan pajak
daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana
diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Dipenda merupakan

sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Dari persepektif ini, Dipenda Provinsi Jawa Timur pada dasarnya
mengemban tiga fungsi penting. Pertama, fungsi instrumental, sebagai
pelaksana pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, fungsi
penganggaran keuangan (budgeter), sebagai penyangga kesinambungan
sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dalam struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Kefiga, fungsi
pelayanan kepada masyarakat (public service), karena pemungutan pajak
daerah berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) melalui
unit-unit administrasi pelayanan Kantor Bersama Samsat (Samsat induk)
dan Layanan Unggulan Samsat dibawah koordinasi dan pengendalian Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai perwakilan Dinas Pendapatan
Provinsi di diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan fungsinya
itu, maka pengelolaan administrasi perpajakan sebagai sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkaitan langsung dengan reformasi
keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah menyangkut tiga hal pokok,

sebagai berikut :
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Pertama, reformasi sistem pembiayaan (financing reform), berkaitan
dengan perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana
perimbangan keuangan (DAU, DAK, DBH), dan penyerahan sumber
pendapatan Negara kepada daerah, termasuk juga pajak daerah, retribusi
daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

(hibah, dana darurat, dan dana penyesuaian).

Kedua, reformasi sistem penganggaran (budgeting reform),
berkaitan dengan penyatuan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam
dua kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, serta
menghilangkan anggaran non-bujeter. Contoh anggaran non-bujeter
adalah pungutan liar penerimaan non pajak diatur dan dikumpulkan
sendiri instansi bersangkutan tanpa mengacu pada UU PNBP (Penerimaan

Negara Bukan Pajak).

Ketiga, reformasi sistem akuntansi (accounting reform), berkaitan
dengan perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (single
entry system) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry system),
perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual
(accrual basis). Reformasi akuntansi merupakan salah satu agenda penting
dari reformasi manajemen keuangan daerah. Pengaplikasian pencatatan
transaksi dengan sistem double entry  ditujukan untuk menghasilkan
laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit (auditable)
dan pelacakan (traceable) antara bukti transaksi, dan keberadaan kekayaan,

utang dan ekuitas organisasi.

Adapun hubungan administrasi perpajakan dengan ketiga reformasi

tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara pada Pasal 31 menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota harus

membuat pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan
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keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Laporan keuangan, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut
dihasilkan dari penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang
selanjutnya menghasilkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
(SIAKD) yang terintegrasi dengan sistem-sistem lain dalam manajemen
keuangan daerah. Kedua, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pada Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran harus
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada
dalam tanggung jawabnya. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAP) diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dengan demikian, pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan
Samsat dan reformasi administrasi perpajakan sesungguhnya mempunyai
keterkaitan dengan reformasi dalam konteks yanglebih luas, yaitu reformasi
keuangan daerah. Atau dengan pengertian lain, reformasi administrasi
pelayanan dan administrasi perpajakan merupakan bagian integral dari
pelaksanaan reformasi keuangan daerah. Oleh karena itu, reformasi
administrasi pelayanan dan reformasi administrasi perpajakan harus pula
dihubungkan dengan reformasi keuangan daerah. Hubungan tersebut

dapat diringkas, seperti Gambar S.
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A sas 11

PERMASALAHAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1. Kompleksitas Pengelolaan Administrasi Perpajakan

Tata kelola administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah
satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi mengacu
pada ketentuan pengelolaan administrasi perpajakan pada umumnya.
Peraturan pemungutan pajak daerah terbaru adalah UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetapi masih
sangat konvensional, hampir tidak berbeda dengan peraturan sebelum era
reformasi. Semua peraturan menganut sistem administrasi berbasis kertas
(paper-based). Hal ini bisa dilihat dari seluruh fungsi-fungsi pendataan,
penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan (registering), pelaporan
(reporting), akuntansi (accounting) dan pemeriksaan (auditing). Fungsi-
fungsi tersebut hampir semua berbunyi “surat” Untuk memudahkan
memahami pengelolaan administrasi perpajakan berbasis surat (paper-

based) dapat dibagi 3 kelompok, sebagai berikut :

Pertama, administrasi perpajakan yang berkaitan dengan fungsi

pendataan dan penetapan pajak, meliputi : Surat Pemberitahuan Kewajiban
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Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).

Kedua, administrasi perpajakan yang berkaitan dengan fungsi
penagihan pajak, meliputi : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat
Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan Surat Paksa.

Ketiga, administrasi perpajakan yang berkaitan dengan pembukuan
(registering), pelaporan (reporting), akuntansi (accounting), pemeriksaan
(auditing) dan lain-lainnya yang bersifat internal, meliputi : laporan harian,
bulanan, triwulan, dan tahunan yang berkaitan dengan pendataan objek
pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, penagihan pajak, tunggakan
pajak (piutang pajak), pencairan tunggakan pajak, keringanan pajak atau
penghapusan pajak, realisasi penerimaan pajak, dan sistem akuntansi

berbasis akrual (acrual basis) serta perhitungan kinerja.

Persoalan pengelolaan administrasi perpajakan berbasis kertas di
atas, semakin rumit dan kompleks ketika dikaitkan dengan sistem dan
prosedur penerbitan dari surat-surat perpajakan tersebut yang juga tidak
kalah rumitnya. Sebagai contoh, untuk penerbitan Surat Pemberitahuan
Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) sampai dengan
penerbitan Surat Paksa harus berdasarkan pada batas waktu (tanggal) yang

berbeda secara tepat, seperti Gambar 7.
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Gambar 7

Mekanisme penerbitan surat tagihan pajak daerah dari SPKPKB sampai Surat Peringatan

Kedua (SP-2)

Penjelasan Gambar:

1.

SPKPKB diterbitkan 14 (empat belas hari) sebelum jatuh tempo pajak

kendaraan bermotor.

SKPD diterbitkan 1 (satu) hari setelah jatuh tempo kendaraan bermotor
tidak melakukan pendaftaran.

STPD diterbitkan 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKPD, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STPD
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan sejak

pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan.
Surat Peringatan Pertama (SP 1). Setelah 14 (empat belas) hari STPD

diterbitkan, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.

Surat Peringatan kedua (SP 2). Setelah 21 (dua puluh satu) hari Surat
Peringatan Pertama tidak dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
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6. Penagihan dengan Surat Paksa. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

Mekanisme penerbitan surat tagihan pajak daerah dari SKPKB

sampai dengan Surat Sita, seperti Gambar 8..
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Gambar 8.

dari SPKPKB sampai dengan Surat Sita

Kompleksitas pengelolaan administrasi perpajakan berbasis kertas,
bukan hanya menyangkutjumlah suratyangharus diterbitkan dalam rentang
waktu tertentu dengan jumlah yang banyak, tetapi juga berkaitan dengan
bentuk suratnya (blanko/formulir) berupa lembaran kertas sebagaimana
diamanatkan dalam paraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun
proses pencetakannya menggunakan teknologi komputer, tetapi kegiatan

ini membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan tempat. Berkaitan dengan
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permasalahan ini dikemukakan beberap informan berikut.
e Totok Soewarto (Wawancara, 14 Mei 2016) :

“Terhadap penetapan SKPD, sebenarnya tidak perlu dicetak, dapat
berupa virtual, masyarakat hanya perlu tanda terima pembayaran yang
berupaNotice pajak. Artinyasemuanyatersebut sudah termasuk database
apabila masyarakat membutuhkan dengan memenuhi persyaratan
maka dapat dilakukan pencetakan, dikarenakan sifatnya official maka
masyarakat harus melakukan permintaan terlebih dahulu. Terhadap
Konsep Pergub NJKB, dengan dasar Perda yang berbunyi penetapan
NJKB berpedoman pada Permendagri, supaya tidak menyalahi
peraturan perundang-undangan yang dikarena hal tersebut sifatnya
korupsi maka harus ada klausul tambahan yang menyatakan apabila ada
kekurangan pajak maka harus ada penetapan SKPD Kurang, apabila ada
kelebihan pajak harus ada pengembalian dalam kompensasi. Apabila
klausul tambahan tersebut tidak ditampilkan dalam pergub tersebut
maka dapat dikatakan sebagai tindak korupsi, kelebihan yang diterima

negara pun juga dikatakan sebagai korupsi terhadap masyarakat”.

e Kepala UPTD Surabaya Utara (Wawancara, 25 Januari 2016) :

“Sampai dengan saat ini pada Surabaya Utara masih terdapat
pengelolaan surat/berkas/dokumen yang dilakukan secara manual
(berbasis kertas), kedepan perlu adanya proses perubahan (pada
kurun waktu tertentu) untuk memulai penataan administrasi berbasis
IT, misal pengiriman surat perpajakan melalui WA, SMS, e-mail, dan

lain-lain”,

e Kepala seksi Pendataan dan Penetapan UPT Malang Selatan, Galuh

Astriwulan (Wawancara, 6 Januari 2016) :

“Dalam rangka merubah sistem administrasi perpajakan berbasis kertas
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menjadi berbasis elektronik dibutuhkan beberapa tahapan sebagai
berikut: (a) melakukan identifikasi surat/berkas/dokumen manual
yang akan dielektronikan, (b) menentukan skala prioritas mana yang
mendesak yang harus didahulukan, (c) menyiapkan aplikasi yang akan
digunakan untuk elektronisasi, (d) melatih SDM yang akan menangani
masalah tersebut, dan (e) menentukan target, wktu kapan elektrinisasi

itu diselesaikan dan siap digunakan unutk pelayanan pada masyarakat”

Fungsi administrasi perpajakan juga erat kaitannya dengan tata
kelola administrasi lainnya seperti surat menyurat, disposisi, nota dinas
dan lain-lian yang sampai saat ini masih berbasis kertas. Idealnya, hal

tersebut sudah mulai dikurangi diganti dengan sistem digital (paperless).

Administrator Pelayanan Surabaya Utara (Wawancara, 20 Januari
2016) : “Administrasi surat-menyurat terkait dengan dua hal, yaitu
legalitas dan effisiensi. Bantuknya bermacam-macam, seperti disposisi,
nota dinas, surat pemberitahuan, dan lain sebagainya. Dokumen-
dokumen tersebut selain berfungsi sebagai sarana komunikasi antar
personal, unit, juga berfungsi sebagai bukti formal kegiatan yang dapat
dipertanggungjawabkan (aspek legalitas). Di sisi lain, pengelolaan
dan pengarsipan dokumen sering menjadi permasalahan yang cukup
menyita waktu dan tenaga. Lalu lintas dokumen dapat berkembang
menjadi sangat besar sehingga memerlukan suatu sistem pengagendaan
dan pengarsipan yang juga semakin besar (aspek effisiensi). Karena itu
perlu dibangun suatu sistem untuk pengelolaan dan pengarsipan surat
yang berupa aplikasi berbasis web, sehingga proses administrasi di buat

paperless-work system”.
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e Jurnalis Harian SURYA Mujib Anwar (Wawancara, 17 Mei 2016) :

“Proses surat menyurat dan layanan berkas maupun dokumen yang
awalnya manual, semuanya bisa diubah menjadi serba elektronik, asal
ada dan telah disiapkan tools atau alatnya. Terpenting, ada komitmen

dari semua petugas dan pejabat di semua jenjang”.

2. Self Assessment System Versus Official Assessment
System

Kompleksitas pengelolaan administrasi perpajakan berbasis surat
(kertas) sebagaimana disebutkan di atas, jika dicermati lebih mendalam
faktor penyebabnya bersumber dari sistem pengenaan pajak daerah, yang
menganut Official Assessment System. Sistem pengenaan pajak ini memberi
kewenangan kepada pemerintah menentukan besarnya pajak terhutang,
dan hutang pajak timbul setelah diterbitkannya Surat-surat Ketetapan
Pajak. Sistem ini mempoisisikan wajib pajak bersifat pasif, karena yang aktif
adalah pemerintah sebagai pemungut pajak, dalam hal ini adalah Dipenda

Jatim.

Sistem ini membawa implikasi yang luas, berupa semakin beratnya
beban tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan fungsi-
fungsi administrasi perpajakan dan pelayanan, seperti menghitung
dan menetapkan besarnya pajak terhutang, menerbitkan surat-surat
pemberitahuan dan tagihan pajak, menagih pajak-pajak yang terhutang,
membukukan dan melaporkan. Hal ini berbeda dengan Self Assessment
System yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung
sendiri pajaknya yang terhutang, sehingga beban tugas dan tanggungjawab
pemerintah jauh lebih mudah dan ringan, seperti halnya pajak-pajak yang
dipungut pemerintah pusat. Jadi, sepanjang sistem pemungutan pajak

masih menganut Official Assessment System, maka pengelolaan administrasi
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pajak masih sangat rumit dan kompleks, membutuhkan tenaga, waktu dan

biaya lebih banyak.

3. Kesenjangan Pengembangan TI Antara Samsat
Dengan UPTD

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan
teknologi informasi dilingkungan Kantor Bersama Samsat dan Layanan
Unggulan Samsat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kondisi
tersebut, sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengembangan
teknologi informasi di lingkungan Kantor UPTD sebagai pusat pengelolaan
seluruh fungsi-fungsi pokok administrasi perpajakan. Akibatnya, terjadi
kesenjangan (gap) yang semakin melebar antara pengembangan teknologi
informasi di Kantor Bersama Samsat dengan pengembangan teknologi di
Kantor UPTD yang nota bene adalah instansi induk pelaksana administrasi

perpajakan di Samsat.

Kondisi tesebut disebabkan beberapa faktor : (a) prioritas kebijakan
pengembangan inovasi pelayanan diarahkan pada Kantor Bersama Samsat
dan layanan unggulan Samsat, karena dianggap berhadapan langsung
dengan masyarakat (front office), sementara pelaksanaan fungsi-fungsi
pokok administrasi perpajakan di lingkungan UPTD dianggap sebagai
unsur pendukung administrasi dan pelayanan (back office), sehingga
pengembangannya dianggap belum mendesak seperti Samsat, (b) Kantor
Bersama Samsat terdiri dati tiga instansi (Kepolisian, Dipenda dan Jasa
Raharja), sehingga mempunyai sumber daya (resources) jauh lebih banyak,
terutama untuk melahirkanide-ide atau gagasan-gagasan inovatif, sementara
di lingkungan UPTD sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, (c) masih
kuatnya anggapan bahwa antara Kantor Samsat dan Kantor UPTD adalah
bagian atau sistem yang berbeda, karena tupokwasjabnya yang berbeda.
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Secara kelembagaan, pandangan tersebut memang tidak salah.

Tetapi jika dilihat dari pendekatan sistem (by system), sesungguhnya
keduanya hanya dibatasi ruang dalam pengertian fisik gedung/kantor,
karena pengelolaan fungsi-fungsi pokok administrasi perpajakan yang
dikelola UPTD sejatinya menggunakan sumber data yang sama (database)
kendaraan bermotor yang selalu terupdate setiap saat secara real time. Jadi,
dari pendekatan kesisteman berbasis teknologi informasi, antara Samsat
dan UPTD dapat diintegrasikan dengan berbagi database (database
sharing) yang sama untuk melaksanakan tupokwasjab berbeda-beda.
Untuk membedakan tupokwasjab tersebut, by system teknologi sangat
mungkin dilakukan dengan sistem pengamanan (security system), seperti
dikemukakan Totok Soewarto (Wawancara, 14 Mei 2016) : “Security Sistem
sangat krusial dalam pengembagan pelayanan memanfaatkan teknologi
informasi. Kalau database dapat disusun dan diverifikasi dan divalidasi,

maka seluruh apapun perkembangan kemudian pasti bisa dapat teratasi”.
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ZDBABQ

PROSES REFORMASI ADMINISTRASI PKB
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tahap Awal Komputerisasi (Personal Computer)

Meruntut sejarahnya, pengelolaan administrasi perpajakan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa berpedoman pada
“Manual Pendapatan Daerah” atau disingkat “MAPENDA”. Mapenda
mengacu pada peraturan pemungutan pajak daerah, seperti UU Nomor
11 Drt/1957 dan UU No 12 Drt/1957. Di Jawa Timur Pajak Kendaraan
Bermotor dipungut sejak tahun 1962 bersamaan dengan lahirnya lembaga
Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi melaksanakan pemungutan
pajak daerah dan rertibusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi. Sebelum berdiri kantor Dinas Pajak Daerah melalui SK Gubernur
Nomor Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, Pemerintah Provinsi
Jatim membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Setda
Tingkat I Jawa Timur (Dipenda Jatim, 2012).

Mapenda mengatur tata cara pengelolaan administrasi untuk semua
jenis pungutan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

lain-lain yang menjadi kewenangan Dipenda Jawa Timur. Pada awalnya
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pengelolaan administrasi pajak kendaraan bermotor masih dikerjakan
secara manual dengan media kertas. Semua surat/dokumen dan laporan
perpajakan dikerjakan menggunakan mesin tik, sedangkan media untuk

hitung-menghitung menggunakan cash register atau kalkulator.

Seiring dengan dimulainya era komputerisasi pelayanan Kantor
Bersama Samsat pada tahun 1990, pengelolaan admnistrasi perpajakan di
UPTD dan Kantor Pusat mulai menggunakan Personal Computer (PC)
dengan menggunakan paket program aplikasi berbasis Disk Operating
System (DOS), seperti wordstar, lotus dan quatro. Paket program wordstar
dipergunakan untuk mengganti mesin tik dalam urusan pembuatan surat
menyurat. Paket program lotus dan quatro dipergunakan mengganti mesin
tik untuk pembuatan laporan hitung menghitung, sekaligus mengurangi
pemakaian cash register dan kalkulator. Penggunaan komputer saat itu
hanya berfungsi menyalin administrasi perpajakan berupa surat, dokumen
dan laporan ke dalam PC untuk mengganti fungsi mesin tik, cash register

dan kalkulator.

Beberapa karakteristik penggunaan teknologi era ini, adalah : (a)
pemanfaatan teknologi sangat terbatas, baik jumlah komputer (PC) yang
dipergunakan, sumber daya manusia yang mengoperasikan maupun volume
datayangdiproses (diolah), (b) fungsi teknologi komputer hanya mengganti
fungsi mesin tik, cash register dan kalkulator, sehingga tidak mempunyai nilai
tambah (value added) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja,
(c) manfaat penting penggunaan komputer adalah mendorong perubahan
pola pikir dan tata kerja dalam pemanfaatan teknologi dibidang administrasi
perpajakan. Pada saat bersamaan timbul kekhawatiran sebagian pegawai

komputer akan menimbulkan pengangguran semu.
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2. Pengembangan Komputerisasi (Local Area Network)

Kemajuan teknologi komputer pada pertengahan 1990-an
dibidang perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software)
berkembang cukup pesat. Misalnya, dari aspek perangkat keras (hardware)
telah berkembang teknologi jaringan komputer yang disebut Local Area
Network (LAN), yaitu teknologi yang bisa menggabungkan beberapa
unit PC menjadi sistem komputer terintegrasi sehingga memungkinkan
untuk berbagi data (data sharing). Dari aspek perangkat lunak berkembang
teknologi berbasis Windows dengan berbagai fasilitas berupa operating
system, paket program (seperti words, excel, power point, dll), bahasa
pemrograman (seperti Dbase, Foxbase, Clipper, Pascal, dll), dan database
(SQL, Oracle, dll) yang semakin memudahkan para pengguna membuat

program aplikasi komputer.

Perkembangan teknologi komputer tersebut dimanfaatkan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi
perpajakan di seluruh UPTD dan Kantor Dinas. Dengan menggunakan
kemajuan teknologi tersebut, maka sistem kerja di UPTD yang sebelumnya
terpisah-pisah antara satu bagian/seksie dengan bagian lainnya dapat
terintegrasi dalam keterpaduan data dan informasi. Input data yang
sebelumnya dilakukan secara berulang oleh bagian/seksie yang berbeda

terhadap data yang sama (double entry) dapat dihilangkan.

Kondisi di atas dipermudah, karena pengembangan program aplikasi
komputer telah dilakukan secara mandiri oleh programmer Dipenda
(Pengolahan Data Elektronik). Pada era ini pula, sebagian dokumen/surat
dan laporan dapat di proses dengan sistem komputer, seperti penerbitan
Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super-PKB) sebagai
informasi untuk jatuh tempo pajak, Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai

prasyarat untuk mutasikendaraan, serta berbagailaporan lainnya. Meskipun
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sudah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, tetapi semua
out-put dari proses komputerisasi tersebut masih dalam bentuk kertas

(paper-based).

Memasuki era tahu 2000-an, perkembangan teknologi tekomunikasi
berbasis satelit berkembang pesat yang mendorong berkembangnya mobile
technology. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk mengintegrasi LAN
menjadi WAN (Wide Area Network) ataulebih dikenal denganistilah “Samsat
Link”, yaitu pengintegrasian sistem komputer LAN yang ada di Kantor
UPTD, Kantor Bersama Samsat dan Kantor Dinas, sehingga integrasi/
sinkronisasi data dan informasi yang sebelumnya secara manual (disket
atau flasdisk) dapat ditingkatkan secara on-line. Pada era ini, pemanfaatan
teknologi dilingkungan Dipenda semakin meluas, ketergantungan terhadap
teknologi semakin meningkat, proses pengolahan data dan informasi
semakin cepat dan mudah. Namun demikian, semua out-put masih juga
dalam bentuk kertas, dan penyampaian informasi kepada wajib pajak masih
dilakukan secara manual oleh petugas. Oleh karena itu, era ini bisa disebut

“komputerisasi administrasi perpajakan berbasis kertas”.

Beberapa karakteristik penggunaan teknologi pada era 1990-an dan
2000-an: (a) meningkatnya intensitas pemanfaatan teknologi komputer
dalam proses pengelolaan administrasi perpajakan, baik jumlah komputer,
kehandalan sistem jaringan, maupun program aplikasi dan database, (b)
sebagian besar fungsi-fungsi yang menangani administrasi perpajakan
(Seksie/Bagian) di UPTD dan Samsat telah terhubung dengan jaringan
komputer yang terintegrasi dengan menggunakan database yang sama, (c)
meningkatnya kepercayaan pegawai akan penggunaan komputer dalam

setiap proses dan tahapan administrasi perpajakan.

Bersamaan dengan itu pula, dilakukan penyederhaan proses

penetapan pajak dan pembayaran pajak, yang sebelumnya melalui dua
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tahapan menjadi satu tahapan. Demikian juga dengan penetapan bunga dan
denda pajak serta pemberian kohir pajak dapat dilakukan secara otomatis,
sebelumnya dilakukan secara manual dengan melihat “buku manual tabel
tarif pajak” dan “buku manual tabel kohir”, dan (d) para pegawai mulai
terbiasa dengan budaya kerja baru menggunakan komputer, sehingga
ketergantungan terhadap komputer meningkat. Artinya, jika terjadi
kesalahan atau kerusakan sistem komputer, maka tugas atau pekerjaan

tidak bisa lagi kembali ke sistem manual.

3. Diskresi Kebijakan Administrasi Berbasis Elektronik

Memasuki tahun 2010-an pengembangan inovasi layanan Samsat
berbasis teknologi informasi berjalan pesat, membawa implikasi luas
terhadap pengelolaan administrasi perpajakan di UPTD dan Dipenda
(Kantor Pusat). Sehingga, pengelolaan administrasi berbasis kertas (paper-
based) dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dan tuntutan

masyarakat.

Oleh karena itu, muncul gagasan melakukan terobosan (inovasi)
dibidang administrasi perpajakan dengan menggunakan media elektronik,
seperti Short Message System (SMS), Electronic Mail (E-Mail) dan
berbagai aplikasi media sosial (social media) berbasis internet, seperti
Facebook, Twitter, dan Youtube. Pemanfaatan teknologi informasi dbidang
administrasi perpajakan ini disebut beberapa istilah, seperti administrasi
perpajakan elektronik, digitalisasi administrasi perpajakan, dan otomatisasi
administrasi perpajakan. Semua istilah tersebut mengacu pada pengertian

yang sama.

Namun tidak berbeda dengan pengembangan inovasi layanan
Samsat, persoalan utama untuk mewujudkan gagasan digitalisasi

administrasi perpajakan adalah belum adanya payung hukum. Untuk itu
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dilakukan diskresi kebijakan dengan menerbitkan beberapa peraturan,

sebagai berikut:

)

2)

3)

4)

S)

6)

Pergub Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Anjungan Transaksi Mesin

Samsat.

Pergub Jawa Timur Nomor 37 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut menyebutkan
bahwa “keputusan berbentuk elektronis adalah keputusan yang
dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan

media elektronik”,

Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur No 21486
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di

Jawa Timur.

Keputusan Kadipenda Jatim No. 536 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Tim Penataan Sistem Administrasi Pajak Daerah

Berbasis T1.

Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor
970/21582/120.22/2015 perihal Pendataan dan Perekaman Data
Nomor telpon/HP dan e-mail.

Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor
970/22627/120.22/201S perihal Uji Coba Penyampaian SPKPKB
Secara Elektronis (e-SPPKB).

Pelaksanaan administrasi perpajakan elektronik atau digitalisasi

administrasi perpajakan dimulai sejak bulan Juli 2015, dengan melakukan
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perekaman data no telp/hp dan e-mail ke dalam database sistem komputer
Samsat seluruh Jawa Timur. Bersamaan dengan itu, dilakukan perubahan
dan penyederhanaan jenis, bentuk, format, fungsi dan tata cara pengiriman
dan/atau penerimaan dalam bentuk file-file elektronik, berupa teks,
gambar, audio dan video, sehingga meminimalkan penggunaan kertas,
kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan laporan
dalam bentuk kertas, termasuk jika dibutuhkan untuk pembuktian fisik.
Dengan menggunakan media dan file-file elektronik tersebut diharapkan
penyampaian informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan
kepada wajib pajak dan sistem informasi manajemen dalam pengambilan
keputusan dapat dilakukan secara cepat, tepat, mudah dan efisien, tanpa
terkendala ruang dan waktu, serta tidak melibatkan banyak petugas dan

dengan biaya yang lebih efisien.

Diskresi kebijakan telah membuka ruang yang lebih luas untuk
melakukan terobosan dalam pengelolaan administrasi perpajakan,
menyangkut format/bentuk/jenis surat dan laporan serba kertas menjadi
format/bentuk/jenis surat danlaporan elektronik/digital, perubahansistem
pengiriman dan pengarsipan file elektronik, membangun sistem berbasis
aplikasi digital, mengintegrasikan sub-sub sistem pengelolaan administrasi
yang terpisah-pisah, sehingga memungkinkan berbagi data dan informasi
tanpa melakukan double entry. Perkembangan regulasi pengelolaan fungsi-
fungsi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi sebelum dan

sesudah era reformasi secara ringkas, seperti Gambar 9.
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SEBELUM ERA REFORMASI

Regulasi Pajak Daerah
UU No 11/1957
UU No 12/1957
UU No 18/1997

ERA REFORMASI
Regulasi Pajak Daerah
UU No 34/1999
UU No 28/2009
PP No 91/2010
Perda No 9/2010

DISKRESI KEBIJAKAN
Pergub No 40/2014
Pergub No 37/2015

PerKadis No 21468/2015

KepKadis No 536/2015

Pengelolaan administrasi
pajak menggunakan
Manual Pendapatan Daerah
(MAPENDA)

Pengelolaan administrasi
pajak daerah menggunakan
teknologi informasi berbasis

(PC / LAN)

Pengelolaan administrasi pajak
daerah secara terintegrasi
(database) berbasis
Aplikasi Elektronik

Gambar 9.
Perkembangan regulasi pengelolaan administrasi perpajakan berbasis teknologi teknologi

(sebelum dan sesudah era reformasi)
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4. Produk Reformasi Administrasi Perpajakan Berbasis IT
1) Perekaman data telpon/hp dan e-mail.

Meskipun sudah agak terlambat dibanding dengan
pengembangan dilingkungan Samsat, keberanian pimpinan mengambil
diskresi kebijakan dalam pengembangan administrasi perpajakan
berbasis elektronik menandai perubahan paradigma baru pengelolaan
administrasi perpajakan. Hal yang utama dalam pelaksanaan
administrasi perpajakan elektronik adalah sumber data. Sumber
data utama selain identitas wajib pajak yang sudah terekam ke dalam
database kendaraan bermotor adalah nomor telpon/HP dan e-mail.
Oleh karena itu, perekaman nomor telpon/HP dan e-mail menjadi
prioritas utama. Perekaman ini dimulai sejak bulan Juli 2015. Hasilnya

sampai Desember 2015, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2.

Rekap Perekaman No Telp/HP dan e-mail seluruh Jawa Timur Periode Juli 2015 -
Desember 2015

Sumber : Dipenda Jatim (2015)

BERBASIS MOBILE TECHNOLOGY

Jumlah
NO UPTD : Keterangan
No Telp/HP e-Mail
1 | SURABAYA BARAT 89,445 113
2 | SURABAYA TIMUR 99,266 1
3 | SURABAYA UTARA 48,388 300
4 | SURABAYA SELATAN 69,839 -
S | GRESIK 84,543 2
6 | SIDOARJO 152,821 13
7 | MOJOKERTO 97,960 -
8 |JOMBANG 60,880 6
9 | BOJONEGORO 69,276 -
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10 | LAMONGAN 59,509 -
11 | TUBAN 107,931 -
12 | MADIUN 81,315 -
13 | NGAWI 56,020 -
14 | MAGETAN 46,586 1
15 | PONOROGO 80,555 2
16 | PACITAN 20,937 -
17 | KEDIRI 145,873 2
18 | BLITAR 141,276 -
19 | TULUNGAGUNG 113,590 1
20 | TRENGGALEK 35,345 2
21 [NGANJUK 53,640 3
22 [ MALANG KOTA 43,666 2
23 | MALANG UTARA 39,990 32
24 | MALANG SELATAN 89,173 1
25 | PASURUAN 105,254 90
26 |PROBOLINGGO 92,106 3
27 |LUMAJANG 97,967 -
28 |JEMBER 103,750 S
29 | BONDOWOSO 17,553 -
30 | SITUBONDO 15,886 -
31 | BANYUWANGI 95,129 15
32 | PAMEKASAN 69,333 -
33 | SAMPANG 26,506 8
34 | BANGKALAN 20,549 -
35 | SUMENEP 43,806 -

JUMLAH 2,557,923 602

2) Aplikasi SPKPKB Elektronik (e-SPKPKB).
e-SPKPKB  merupakan produk inovasi baru dalam
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administrasi perpajakan). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
sebelumnya bahwa aplikasi ini baru dalam tahapan uji coba, bersamaan
dengan pelaksanaan perekaman data nomor telpon/HP dan e-mail,
yang sampai bulan Desember 2015 masih 16,32% dari jumlah data
objek kendaraan bermotor seluruh Jawa Timur. Media elektronik
yang dipergunakan untuk menjalankan aplikasi e-SPKPKB adalah
Short Message System (SMS) yang disebut dengan istilah “SMS-Push”.
Secara konseptual SMS-Push dapat didefinisikan sebagai suatu aplikasi
layanan informasi administrasi perpajakan, khususnya informasi
tentang jatuh tempo pajak kendaraan bermotor dengan mengunakan
media elektronik (SMS). Oleh karena masih dalam tahap uji coba,
maka inovasi ini masih bisa dikembangkan dan disempurnakan lebih

lanjut mencari bentuknya paling ideal sesuai kemajuan teknologi.

Penerapan aplikasi e-SPKPKB diharapkan menjadi mementum
yang menandai perubahan paradigma pengelolaan administrasi
perpajakan dari sistem serba manual dan berbasis kertas menjadi sistem

serba elektronik berbasis aplikasi (digital).

3) Aplikasi SMS-SIP
Aplikasi “Samsat Menyapa Selalu Ingat Pajak” (SMS-SIP)

merupakan varian SMS-Push dengan beberapa penyempurnaan dan
pengembangan dari model awalnya. Tema inovasi layanan baru ini
disebut “Samsat Dalam Genggaman” (KB. Samsat Sidorajo, 2015).
SMS-IP merupakan pembaharuan atau modifikasi dalam penyampaian
informasi dan komunikasi melalui SMS-Push dan Website dengan

menggunakan smartphone.

Jika dilihat dari konsepnya, aplikasi SMS-SIP lebih maju
dibanding dengan SMS-Push, karena tambahan beberapa fungsi
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administrasi perpajakan serta fungsi registrasi dan identifikasi ranmor.
Bebapa fungsi tambahan tersebut, dapat dilihat dari tambahan fitur-
fitur dalam palikasi SMS-SIP, meliputi : (a) alat pengingat bagi pemilik
kendaraan bermotor agar membayar pajak kendaraan bermotor
sebelum jatuh tempo, sehingga terbebas dari sanksi administrasi berupa
bunga atau kenaikan pajak, (b) membantu Wajib Pajak mendapatkan
informasi tentang layanan yang lengkap, tanpa harus terikat ruang dan
waktu serta memperlancar pelayanan dan peningkatan infrastruktur
informasi STNK.

Pengembangan aplikasi SMS-SIP, meliputi: (a) informasi tentang
jatuh tempo Pajak (e-SPKPKB), (b) informasi tentang kebijakan
pemerintah berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti
kebijakan pembebasan (pemutihan pajak), (c) informasi tentang
penyelesaian TNKB dan STNK berdasarkan bulan masa pajak, tanggal
masa pajak, dan kecamatan, (d) informasi tentang lokasi dan jadwal
semua jenis layanan Samsat, dan (e) informasi tentang Penagihan Pajak
(SKPD, STPD, SP 1, SP 2). Tampilan fitur aplikasi layanan SMS-SIP,
seperti Gambar 10.
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FITUR SMS PENGINGAT JATUH TEMPO
MASA PAJAK

FITUR SMS PEMBERITAHUAN
PENYELESAIAN PENCETAKAN STNK / TNKB

Fitur layanan info e-SPKPKB

Fitur layanan info penyelesaian pencetakan
STNK/TNKB

FITUR SMS PEMBERITAHUAN
KEBUAKAN PUBLIK

FITUR SMS PENAGIHAN
TUNGGAKAN PAJAK
seno,

Fitur layanan info kebijakan perpajakan
(pemutihan pajak)

Fitur layanan info penagihan tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor

Gambar 10.
Tampilan fitur Aplikasi Layanan SMS-SIP

Aplikasi SMS-SIP bisa dikembangkan di Samsat dan UPTD

Sidoarjo dapat dikembangkan dan direplikasi untuk seluruh Jawa Timur,

dengan syarat semua data no telp/HP dan e-mail sudah terekam ke

dalam database kendaraan bermotor. Kelemahan aplikasi ini berkaitan

dengan akurasi data No HP/Telp dan e-mail yang di record dan sistem

updating-nya.

4) Aplikasi Layanan Informasi Melalui Media Sosial.

Pesatnya perkembangan teknologi bergerak (mobile technology)

berbasis internet, terutama smartphone dikalangan masyarakat dewasa

ini telah memacu pertumbuhan pengguna aplikasi media sosial.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
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mengungkapkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai
88 juta orang hingga akhir tahun 2014. Sebagian besar pengguna
internet adalah untuk mengakses berbagai aplikasi media sosial, seperti

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube serta aplikasi chatting lainnya.

Media sosial sebagai media informasi dan komunikasi
merupakan sarana yang tepat untuk membangkitkan partisipasi dan
mobilisasi masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil studi diberbagaibelahan dunia
telah membuktikan bahwa media sosial sangat signifikan mengubah
interaksi pemerintah dengan warga untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas serta mempercepat arus informasi dan komunikasi
antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dengan warga
masyarakat. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh sebagian UPTD dan
Samsat sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pelayanan
Samsat dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Meskipun
pemanfaatan media sosial masih terbatas, berdasarkan inisiatif dan
kreativitas UPTD dan Samsat, karena belum ada kebijakan yang
mengatur penggunaannya, tetapi kecenderungan pemanfaatannya
semakin meningkat. Berkaitan dengan pemanfaatan media sosial dalam
penyelenggaraan administrasi perpajakan dan pelayanan dikemukakan

informan berikut ini,

e Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono
(Wawancara, 16 Mei 2016) :

“Kita harus secara cerdas menyikapi keberadaan berbagai media
sosial tersebut, media sosial itu memiliki punya suatu masa yang
pada saatnya akan berganti, dulu kita kenal Facebook, kemudian
BBM, berkembang lagi Line, Instagram dan WA yang masih banyak

dimininati, itu semua ada masanya. Yang harus kita sikapi jangan
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sampai kita terlambat mengambil sikap, artinya kalau sekarang sudah
musimnya WA, jangan gunakan media yang tidak terlalu diminati
masyarakat. Bagaimana kita cerdas melihat dan cepat menangkap

perubahan tersebut dan kita harus pandai memilih”
e Kepala UPTD Surabaya Selatan (Wawancara, S Januari 2016) :

“Penerapan pemanfaatan tehnologi informasi yang menggunakan
internet dengan media sosialnya antara lain: Face book, Line, BBM,
WhatAPP, Twiter, Youtube, SMS,Twitter dll pada KB.Samsat saat
ini sangat tepat karena hal-hal yang sifatnya informasi/sosialisasi
dengan menggunakan media itu sangat mudah dimanfaatkan oleh
semua orang pada waktu kapanpun dan tempat dimanapun, karena

sifatnya sosialisasi/Informasi”

¢ Administrator Pelayanan Surabaya Barat (Wawancara, 15 Januari
2016) :

“Seiring makin meningkatnya teknologi informasi dalam hal ini sosial
media, maka semakin memudahkan fungsi sosialisasi, produk samsat
sangat beragam dan media sosial membawa dampak kemudian di
pandang dari aspek manapun. Dengan konsekuensi harus membuka

diri dan merangkul masyarakat wajib pajak”

e Kepala Seksi Penagihan UPTD Surabaya Utara (Wawancara, 15
Januari, 2016) :

“Memanfaatkan sarana media sosial untuk melakukan sosialisasi
dan menjadi ikatan emosional antara wajib pajak dengan fiskus
diharapkan masyarakat lebih “aware” terhadap pajak dan menjadi
wajib pajak yang taat membayar pajak”

Pemanfaatan media sosial dilingkungan UPTD dan Samsat Jawa

Timur sampai saat ini masih terbatas, meskipun hampir semua sudah
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memiliki akun media sosial, terutama facebook, seperti Tabel 3.

Tabel 3.

Daftar Akun Yang Menggunakan Media Sosial Facebook

NO Account Facebook Hyperlink
https://www.facebook.com/dinas.
1 | Dipenda Prov Jatim
pendapatan
https://www.facebook.com/samsat.
2 | Samsat Lumajang
lumajang
3 | Samsat Nganjuk https://www.facebook.com/upt.nganjuk
https://www.facebook.com/profile.
4 | Samsat Bondowoso
php2id=100010475102198
https://www.facebook.com/profile.
S | Samsat (Samsat Mojokerto)
php2id=100010392428346
https://www.facebook.com/samsat.banyu-
6 | Samsat Banyuwangi ]
wangi
https://www.facebook.com/profile.
7 | Samsat Malang Kota
php?id=100010411691655
https://www.facebook.com/profile.
8 | Samsat Kota Batu
php?id=100010357481574
https://www.facebook.com/profile.
9 | Samsat Bangil Pasuruan
php?id2100010334226228
https://www.facebook.com/diyah.sung-
10 | Samsat Gresik
kono
https://www.facebook.com/samsat.
11 | Samsat Jombang
jombang
https://www.facebook.com/samsat.
12 | Samsat Karangploso
karangploso
https://www.facebook.com/samsat.
13 | Samsat Kediri Kota
kedirikota
https://www.facebook.com/profile.
14 | Samsat Kraksaan
php?id=100010324112607
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15 | Samsat Madiun Kota

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010193419348

16 | Samsat Manyar

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010475821783

17 | Samsat Pacitan

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010394626129

18 | Samsat Pamekasan

https://www.facebook.com/samsat.pame-

kasan

19 | Samsat Ponorogo

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010467667908

20 | Samsat Probolinggo

https://www.facebook.com/profile.
php?2id=100009803865374

21 | Samsat Sampang

https://www.facebook.com/samsat.

sampan

22 | Samsat Sidoarjo

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100007554076827

23 | Samsat Surabaya Barat

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010151686513

24 | Samsat Surabaya Selatan

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010364890117

25 | Samsat Surabaya Utara

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009025004515

26 | Samsat Talangagung

https://www.facebook.com/samsat.talan-

gagung

27 | Samsat Tulungagung

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010408567365

28 | Samsat Karangploso Malang

https: //www.facebook.com/profile.
php?id=100010419796713

29 | Samsat Pasuruan

https://www.facebook.com/samsat.

pasuruan

30 | Samsat Gresik

https://www.facebook.com/samsat.gresik

Sumber : Dipenda Jatim (2015)
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Daftar akun Twitter dan Youtube relatif sedikit, seperti Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Akun Yang Menggunakan Media Sosial Twitter Dan Youtube
NO Account Twitter Hyperlink

1 | Dipenda Prov Jatim https://twitter.com/dipendajatim

2 | Samsat SurabayaUtara https://twitter.com/SamsatSbyUtara

3 | Samsat Banyuwangi https://twitter.com/SamsatBwi

4 | Samsat Madiun (Kab) https://twitter.com/samsatmadiun

Account Youtube HYPERLINK

https://www.youtube.com/channel

1 | Dipenda Prov Jatim UC4B0UtgOMabzSYXW7GwbxAQ
https://www.youtube.com/channel/UC2UoUi-

2 | Samsat Surabaya Utara [2tEZ6xx000kp-ukQ

Tampilan laman media sosial (facebook, twitter & instagram) UPTD

dan Samsat Jatim, seperti Gambar S.9.
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Pe bayaran]PajakiKendaraanJAnda
Ikut MembantuiPembangunan

Jawa,Timur,

« www.dipendajatim.go.id

Jawa,Timur,

ptdﬁa P8V fliagqdajatim.go.id
Jember

Membantu'Pema
Jawa Timu

BNNB0E ONBNR0

Twitter Samsat Surabaya Utara

Instagram Samsat Surabaya Utara

Gambar 11.

Tampilan laman media sosial UPTD dan Samsat Jawa Timur

Tabel 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor

Bersama Samsat dan UPTD Jawa Timur sudah memanfaatkan media sosial,

paling tidak sudah memiliki akun media sosial, terutama facebook. Namun

jika dicermati lebih jauh, maka pemanfaatan media sosial tersebut masih

belum optimal sebagai sarana untuk penyampaian informasi, sosialisasi,

edukasi dan terlebih lagi untuk membangun partisipasi dan kolaborasi

masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan. Jika dicermati,

terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain :

Pertama, pemanfaatan media sosial masih terbatas untuk mengikuti

trend kemajuan teknologi informasi yang menjadi gaya hidup masyarakat

modern, termasuk lembaga pelayanan publik. Fakta ini bisa dilihat dari
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frekuensi pemanfaatan media sosial setiap hari dan konten informasi yang
disampaikan ke publik. Kondisi ini bisa dipahami karena pemanfaatan
media sosial sampai sekarang belum menjadi agenda kebijakan resmi,
sehingga belum ada standarisasi sistem pemakaian sebagai produk layanan
Samsat atau Dipenda. Pemanfaatan media sosial sekarang ini hanya
berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing unit pelayanan yang
bersangkutan. Namun demikian, terdapat sebagian kecil UPTD dan Samsat
yang sudah cukup intensif memanfaatkan media sosial untuk mendukung
sistem informasi pelayanannya yaitu UPTD dan Samsat Surabaya Utara

dan Sidoarjo.

Relevansi pemanfaatan media sosial untuk pelayanan Samsat dan

UPTD Jawa Timur dikemukakan beberapa informan berikut.
Konsultan teknologi informasi Khairol Muklis (Wawancara, 23 Mei 2016) :

“Untuk pemanfaatan media sosial di lingkungan Samsat dan UPTD
Jawa Timur belum seluruhnya memakai. Masih terbatas di Samsat
tertentu saja, seperti di samsat subaya utara yang ada fanspage.
Sebenarnya di medsos kita bisa berbagi informasi2 yang bisa kita
sharing ke masyarakat, contoh pemutihan kalau memang ada, kedua
misal berapa tarif yang sebenarnya berlaku, sama dasar2 nilai jual
kendaraan yang memang perlu contoh-contoh. Misal kendaraan
umum ada dilampirkan saja, misal pajak tahun ini berapa, toh kita
juga mempunyai statistik jumlh kendaraan yg banyak dimasyarakat,

itu bisa kita share informasi besaran pajaknya”.

e Wajib Pajak beralamat di Jalan Mojopahit Sidoarjo Dian Irawan
(Wawancara, 23 Mei 2016) :

“Lebih informatif lebih bagus, apalagi kalau menggunakan aplikasi.
Karena kadang-kadang orang lupa tentang masa pajaknya. Tentang

pemanfaatan media sosial menurut saya lebih bagik menggunakan
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WA dari Facebook, karena setiap orang sangat mudah membuat
akun facebook. Tetapi kalau akun WA yang didaftarkan itu melekat

pada nomor Hp-nya”.

Kedua, oleh karena pemanfaatan media sosial masih belum menjadi
produk layanan inovatif Samsat dan UPTD, maka aplikasi ini belum
terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem teknologi informasi yang ada.
Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan sistem informasi
yang dimiliki oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
yang sudah membangun sistem informasi pelayanan menggunakan aplikasi
media sosial yang terintegrasi dengan sistem aplikasi administrasi dan
pelayanan perpajakan. Memperhatikan kecenderungan masyarakat yang
menggunakan media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun,
maka peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Samsat dan Dipenda (UPTD)
untuk menambah fitur-fitur layanan infomasi baru yang dirancang secara
terintegrasi dan terkoneksi dengan inovasi-inovasi pelayanan Samsat

maupun UPTD yang sudah ada.

Pemanfaatan media sosial dan media elektronik lainnya merupakan
kebutuhan untuk merespons tuntutan masyarakat era digital seperti
sekarang yang cenderung memanfaatkan media elektronik dalam kehidupan
berinteraksi, bersosialisasi dan berkolaborasi. Persoalannya, bagaimana
memanfaatkan media sosial tersebut agar dapat bermanfaat secara
optimal untuk mendukung sistem informasi administrasi dan pelayanan
Samsat maupun UPTD. Media sosial berkembang kearah yang semakin
tidak terbatas, setiap tahun bermunculan aplikasi media sosial baru yang
menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih canggih dan lebih
murah. Beberapa tahun yanglalu, BBM, SMS dan e-mail adalah media yang
dianggap paling efisien dan efektif untuk berkomunikasi dan berinteraksi,

tetapi memasuki tahun 2014, sudah muncul aplikasi WhatApps (WA) dan
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Line yang menawarkan berbagai kecanggihan dengan harga yang bersaing.

Pilihan mana media sosial yang dipergunakan sepenuhnya berada ditangan

pengguna, dikemukakan beberapa informan berikut ini.

e Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono

140

(Wawancara, 16 Mei 2016).

“Kita harus secara cerdas menyikapi keberadaan berbagai media
sosial tersebut, media sosial itu memiliki punya suatu masa yang
pada saatnya akan berganti, dulu kita kenal Facebook, kemudian
BBM, berkembang lagi Line, Instagram dan WA yang masih banyak
dimininati, itu semua ada masanya. Yang harus kita sikapi jangan
sampai kita terlambat mengambil sikap, artinya kalau sekarang sudah
musimnya WA, jangan gunakan media yang tidak terlalu diminati
masyarakat. Bagaimana kita cerdas melihat dan cepat menangkap

perubahan tersebut dan kita harus pandai memilih”

Konsultan teknologi informasi Khairol Muklis (Wawancara, 23 Mei
2016)

“Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tentang privasi data
kendaraan, jadi yang tidak boleh sembarang dibuka adalah plat
nomor termasuk alamat rumah dan nomor rangka nomor mesin, jadi
karena itu sangat rawan sekali dilapangan memang hal-hal tertentu
harus difilter tidak semuanya bisa kita serahkan kemasyarakat, dan
data-data yang bisa kita bagi ke masyarakat adakah yang sifatnya
umum. Contoh pemutihan kapan, waktu pelaksanaan kapan, titik-
titik lokasi layanan unggulan. Karena apapaun ini berupa aset apalagi
nomor BPKB bisa di agunkan ini sangat rawan sekali kalau sampai
terbuka kemasyarakat, jadi data ini harus dipastikan bahwa yang
menerima adalah yang berhak membaca, tadi dengan adanya aplikasi

yang tersendiri jadi yang terkirim yang khusus ke nomor itu, jadi
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nomor itu mendapatkan data yang akurat, kan setiap aplikasi bisa

login, itu sebagai dasar penerimaan data bagi yang berhak”.

e APM Toyota Auto 2000 Jakarta Antonia Tinawati (Wawancara, 20
Mei 2016):

“Mestinya lebih enak, jadi masyarakat mengerti lamanya dimana.
Yang penting menyampaikannya tidak menyinggung perasaan orang
lain, tapi kita terbuka dengan perbaikan. Kita sudah kerja sama
dengan sistem online di BPKB Polda. Jadi tidak perlu input manual,
samsat tinggal tanya, butuh data apa. Oleh tim kami akan dikirim
dan oleh Samsat tinggal download dan diupload ke sistem samsat.

Teknologi informasi harus benar-benar digunakan”.

e Kasubdit Regident Polda Jatim AKBP Teddy Rayendra (Wawancara,
2 Juni 2016) :

“Pemanfaatan media elektronik seperti media sosial menurut
saya harus menjadi pilihan kedepan. Pertama manfaatkan sebagai
pengawas kita, jadi sebagai fungsi pengawasan kita supaya kerja kita
lebih baiklagi. Yangkedua pemanfaatan secara elektronik benar-benar
dimanfaatkan untuk lalu lintas data, sehingga tidak memperpanjang
waktu dalam melayani. Kalau di jajaran Jawa Timur ini sudah luar
biasa sekali, semua sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan
untuk kegiatan pelayanan masyarakat dalam membayar pajak.
Kendalanya tidak semua masyarakat yang ada di pelosok dapat
terjangkau. Pemanfaatan media elektronik ini bukan mengganti
tetapi membantu. Untuk pelosok desa tetap kita menggunakan
petugas untuk menyampaikan atau dapat bekerja sama dengan
perusahaan lain yang sifatnya menjual jasa untuk menyampaikan

kepada masyarakat sebagai contoh PT. Pos Indonesia”
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Dengan melihat kecenderungan gaya hidup masyarakat yang
hampir selalu beriringan dengan perkembangan teknologi (mobile
technology). Selain itu, Dipenda maupun Samsat kedepan ini harus dapat
menangkap peluang kemajuan teknologi tersebut untuk peningkatan
pelayanan. Selain itu, pengembangan kedepan berkaitan dengan berbagai
pihak (stakeholders), baik antar pemerintah, duniausaha maupun masyarakat

sebagai konsekuensi dari inovasi yang sudah dan akan dilaksanakan.

Pemanfaatan media sosial untuk mendukung sistem pelayanan
informasi dapat dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, misalnya
berfungsi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat
untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan, jenis-jenis pelayanan yang
ada, persyaratan dan mekanisme pelayanan, tempat dan waktu pelayanan,
biaya pelayanan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi dan
pelayanan. Pada tahap lanjutan, bisa dikembangkan lebih canggih dengan
mengintegrasikannya dengan sistem teknologi informasi yang ada dengan
membuat aplikasi yang menyediakan berbagai fitur layanan. Artinya, tidak
lagi berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi sudah berkembang kearah

partisipasi secara elektronik (e-participation).

5. Produk aplikasi Reporting, Auditing, Akunting dan
sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik.

Berbagai inovasi informasi administrasi perpajakan berbasis
elektronik yang berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak)
sebagaimana telah dijelaskan di atas, diikuti juga dengan pengembangan
inovasi dibidang administrasi perpajakan dan keuangan daerah. Meskipun
fungsinya lebih banyak untuk memenuhi fungsi internal organisasi, tetapi
sangat strategis untuk membangun tata kelola administrasi perpajakan dan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
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Pengelolaan administrasi perpajakan dan keuangan daerah menganut
prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2003, yaitu :
(a) akuntabilitas berorientasi hasil, (b) profesionalitas, (c) proporsionalitas,
(d) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan (e) pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri dan indenpenden. Prinsip-
prinsip lainnya menyangkut keterbukaan informasi publik sebagaimana
di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib
mengumumkan Informasi Publik secara berkala, meliputi : (a) informasi
yang berkaitan dengan Badan Publik, (b) informasi mengenai kegiatan dan
kinerja Badan Publik terkait, (c) informasi mengenai laporan keuangan,

dan (d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah
sebagai bagian dari keuangan daerah harus pula taat azas dan prinsip : (a)
setiap penerimaan dari Wajib Pajak yang dibayar melalui layanan Samsat
seluruh Jawa Timur harus disetorkan ke Bank Jatim pada hari yang sama.
Penyetoran disertai dengan bukti setoran yang tembusannya dikirim ke
Biro BPKAD Jatim, Dipenda Jatim dan UPTD untuk rekonsiliasi, (b)
seluruh penerimaan pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak harus masuk
ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pos penerimaan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (c) seluruh
penerimaan pajak melalui mekanisme APBD dan sudah disetujui oleh
DPRD dialokasikan ke seluruh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja untuk
dipergunakan sesuai dengan program dan kegiatan kerja serta dikembalikan

ke Pemda Kabupaten/Kota dalam bentuk bagi hasil.

Hubungan penerimaan pajak daerah dengan sistem penerimaan,
penyetoran dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rekonsiliasi
antara pihak terkait dapat diringkas, seperti Gambar 12.
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Gambar 12

Hubungan Penerimaan Pajak Daerah Dengan Sistem Penerimaan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sedangkan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan

Bermotor, khusus layanan e-Samsat dan ATM Samsat, seperti Gambar 13.
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Gambar 13
Sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan e-Samsat
dan ATM Samsat
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Penjelasan Gambar 5.11.

Pihak Dipenda :

1. Petugas E-Samsat melakukan Rekonsiliasi antara jumlah/nominal
transaksi Layanan E-Samsat dengan informasi jumlah / nominal

transaksi pembayaran yang diberikan dari Bank

2. BPP Non Tunai membuat STS dan Slip Setoran Bank untuk proses
pemindahbukuan dari RPS Pajak dan Retribusi Daerah ke Rekening
Kas Umum Daerah yang dilakukan oleh Bank Jatim

Pihak Bank :

1. Petugas Bank memberi informasi jumlah/nominal  transaksi

pembayaran

2.  Melakukan proses pelimpahan dana dari Rekening Pembayaran ke
RPS Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang
disepakati.

6. Produk Aplikasi SAAP (Reporting & Auditing)
Sistem Administrasi Aplikasi Pajak (SAAP) adalah suatu sistem

pengelolaan administrasi perpajakan berbasis elektronik yang berfungsi
sebagai sarana untuk memantau (monitoring), mengaudit, melaporkan,
dan mengevaluasi pencapaian hasil (kinerja) dari kegiatan penagihan
pajak dan/atau pencairan tunggakan pajak oleh petugas pajak dan lembaga
(UPTD) seluruh Jawa Timur. Sebagai suatu sistem dari rangkaian kegiatan
penagihan pajak dan/atau pencairan pajak, maka pelaksanaan SAAP
mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan perpajakan yang

berlaku. Tahapan kegiatan pelaksanaan asplikasi SAAP, meliputi:
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a) Petugas pajak melakukan entry data pada aplikasi SAAP yang tersedia.

b) Petugas pajak melakukan dinas luas untuk menyampaikan Surat
Tagihan Pajak (SPKD, STPD, SP 1, SP 2 dan Surat Paksa).

c) Petugas pajak memberikan status kendaraan berdasarkan hasil
temuannya dilapangan. Status kendaraan dimaksud, meliputi : (a)
masih dimiliki, (b) lapor jual), (c) hilang/rusak, dan (d) alamat tidak

jelas.

d) Kepala UPTD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
petugas pajak melalui aplikasi SAAP (mingguan, bulanan dan

triwulan) untuk mengukur kinerja petugas.

Rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari fungsi-fungsi
administrasi perpajakan dilingkungan UPTD di atas, kecuali kegiatan dinas
luar dilaksanakan secara online melalui jaringan komputer yang tersedia
di UPTD, yang terhubung dengan jaringan komputer induk (Dipenda).
Sehingga kinerja lembaga (UPTD) dapat dimonitor dari waktu ke waktu
oleh pimpinan (Kadis). Namun, jika dicermati, konsep pengembangan
aplikasi SAAP ini belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan untuk
menjalankan fungsi-fungsi administrasi perpajakan berbasis elektronik
(paperless). Karena, meskipun prosesnya sudah menggunakan aplikasi
teknologi informasi, tetapi peleksanaan kegiatannya masih banyak bersifat

manual dan berbasis kertas.

Fakta tersebut bisa dilihat dari : (a) petugas masih melakukan entry
data pada aplikasi SAAP, (b) petugas melakukan pencetakan surat tagihan
pajak, (c) petugas melakukan dinasluar untuk menyampaikan Surat Tagihan
Pajak, dan (d) petugas meneliti surat dan menandai status kepemilikannya.
Dengan melihat sistem kerja aplikasi SAAP ini, dapat disimpulkan
sampai saat ini pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi perpajakan di

UPTD, terutama untuk fungsi penagihan, pembuatan laporan (reporting)
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dan pemeriksaan (auditing) belum dapat dikatakan berbasis elektronik

(paperless).

Idealnya, jika suatu sistem sudah berbasis elektronik/digital,
maka sejatinya tidak ada lagi istilah mencetak surat, mengantar surat dan
menyimpan tumpukan arsip surat di lemari/gudang. Kalaupun ada surat
yang harus dicetak, semata-mata bertujuan untuk pembuktian fisik dalam
kasus tertentu. Pola hubungan dan sistem integrasi dalam Aplikasi SAAP
dapat diringkas, seperti Gambar 14
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S
ERVER s““\t\“ ; '
i iy o
-
2 N Y
i LUAR
E PEREKAMI“ BERKAS DINAS @
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LAPORAN KINERIA * STARISHEANG
+ STATUSALAMAT TIDAK JE1AS

Gambar 14.
Pola Hubungan dan sistem integrasi dalam aplikasi SAAP (Reporting & Auditing)
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7. Produk Aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
(acrual basis) pada pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan Permendagri tersebut,
SAP berbasis akrual adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
Sedangkan pengertian basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar.

Penerapan SAP berbasis akrual dilingkungan Dipenda Jatim
dilaksanakan dengan aplikasi teknologi informasi sehingga memungkinkan
setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan setiap transaksi
pembayaran pajak yang diterima dari semua jenis layanan Samsat seluruh
Jawa Timur dan disetorkan ke Bank Jatim dapat dipantau dan dikelola
dengan cepat dan mudah. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis Akrual dilingkungan Dipenda sudah merupakan kewajiban yang
tidak bisa ditawar atau ditunda-tunda lagi. Karena sudah jelas diamanatkan

dalam peraturan perundangan (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual bukan berdiri sendiri
(terpisah), tetapi berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi administrasi
perpajakan dan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola
keuangan daerah yang baik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Dengan demikian, penerapan aplikasi SAP dilingkungan Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur tidak dibangun dengan sistem tersendiri, tetapi
dirancang (by design) dengan pendekatan sistem (by system) terintegrasi

dengan database kendaraan bermotor dan sistem-sistem terkait lainnya,
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terutama pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi perpajakan, seperti data

objek kendaraan bermotor, potensi pajak kendaraan bermotor, realisasi

penerimaan pajak, tunggakan pajak (piutang pajak), dan pencairan

tunggakan pajak.

Penerapan sistem aplikasi akuntansi pendapatan pajak berbasis

akrual yang sudah dikembangkan dilingkungan Dipenda sampai dengan

saat ini, dapat dijelaskan melalui beberapa Gambar dan Tabel dibawah ini.

PENDAFTARAN

- Samsst Induk

- Samsat Payment Point
Samsat Drive Thru

- Samsat Keliling

- ATM Samsat Jatim

- e-Samsat Jatim

- EDC

AUTO POSTING (HARIAN) ;

{Status Dimiliki)

Maza Laky
Habis

Y

PENETAPAN VIRTUAL
Kompanen:
- Masa Laku
- Golongan Kendaraan
- Tahun Buat
- NJKB
- Status Kendaraan
- Plat Dasar

Status Kendaraan :

1. Lapor Jual

2. Alamat Tidak Jelas
3. Laka Lantas

4. Hilang / Kriminal
5. Rusak Berat

6. Blokir Bank

7. Dimiliki

PEMBAYARAN

RESTITUSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)

Per Rekerina

PIUTANG PKB/
Laporan Operasional
(o)

PENYISIHAN KUALITAS PIUTANG
(BULANAN})

JURNAL PENYESUAIAN
- Pembatalan
- Penghapusan
- Pengurangan

SISA PIUTANG
Laporan Operasional

Per Rekening

KUALITAS SISA PIUTANG :
- Status Lancar

- Status Lancar Dengan Perhatian Khusus
- Status Kurang Lancar
- Status Diragukan

- Status Macet

CETAK

LAPORAN PENDAPATAN UPTD
{BULANAN)

Gambar 15

Diagram alur proses laporan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis akrual dari
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semua layanan Samsat di UPTD per bulan
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LAPORAN PENDAPATAN UPTD
(BULANAN)

LAPORAN PENDAPATAN UPTD
(BULANAN)

POSTING BULANAN
LAPORAN PENDAPATAN DINAS
(LRA/LO)
GABUNGAN

LAPORAN PENDAPATAN UPTD
{BULANAN)

|

+

}

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)
Per Rekening

KUALITAS SISA PIUTANG :

- Status Lancar

- Status Lancar Dengan Perhatian Khusus
- Status Kurang Lancar

- Status Diragukan

- Status Macet

CETAK
LAPORAN PENDAPATAN DINAS

LAPORAN OPERASIONAL
(LO)
Per Rekening

(BULANAN)

Gambar 16
Diagram alur proses laporan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis akrual di

Kantor Dinas (Dipenda) per bulan
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Tabel S.

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

(Rekapitulasi Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor)

PENETAPAN PENERIMAAN KAS
NO TANGGAL KODE REKENING KETERANGAN MNON P | Jumian NON o | JuMLAH
PJ P)
I z 3 i 5 & 7 g E] 10
i 01/07/2015 12007004110101 A-1, SEDAN, JEEP ST.WAGON (PRIBADI)
12007004110102 A-2 . SEDAN, JEEP,ST.WAGON {UMUM)
12007004110103 A-3 . SEDAN, JEEP ST.WAGON {TNI-POLRI/PMT/PMD]
12007004110104 B-1. BUS MICRO BUS (PRIBADI)
12007004110105 B-2 . BUS MICRO BUS (UMUM)
12007004110106  |B-3, BUS,MICRO BUS (TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110107 C-1. TRUCK,PICK UP (PRIBADI)
12007004110108 C-2 . TRUCK,PICK UP (UMUM)
12007004110109 C-3 . TRUCK,PICK UP {TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110113 E-1. SEPEDA MOTOR
12007004110114 E-2. SEPEDA MOTOR (TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110115 ALAT BERAT (PRIBADI)
12007004110116 IALAT BERAT (UMUM)
12007004110117 ALAT BERAT (TNI-POLRI/PMT/PMD])
01/07/2015 Total
2 02/07/2015 12007004110101 A-1.SEDAN, JEEP,ST.WAGON (PRIBADI)
12007004110102 A-2 . SEDAN, JEEP,ST.WAGON (URMUM)
dst...

dst...
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Tabel 6.

Format Laporan Operasional (LO)

(Rekapitulasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor)

NO TANGGAL KODEREKENING KETERANGAN mbbs_.”_ﬂ.. PENETAPAN | PELUNASAN
1 2 3 [ 5 G 7
I 01/07/2015 12007004110101  |A-1. SEDAN, JEEP,ST.WAGON (PRIBADI)
12007004110102  |A-2 . SEDAN, JEEP,ST.WAGON (UMUM)
12007004110103 |A-3 . SEDAN, JEEP,ST.WAGON (TNI-
POLRI/PMT/PMD}
12007004110104 |B-1. BUS,MICRO BUS (PRIBADI)
12007004110105 |B-2. BUS,MICRO BUS (UMUM])
12007004110106  |B-3 . BUS,MICRO BUS [TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110107 |C-1. TRUCK,PICK UP (PRIBADI)
12007004110108 |C-2, TRUCK,PICK UP (UMUM)
12007004110109  |C-3 . TRUCK,PICK UP (TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110113  |E-1. SEPEDA MOTOR
12007004110114  |E-2. SEPEDA MOTOR {TNI-POLRI/PMT/PMD)
12007004110115 |ALAT BERAT (PRIBADI)
12007004110116  JALAT BERAT (UMUM)
12007004110117  |ALAT BERAT (TNI-POLRI/PMT/PMD)
01/07/2015 Total

¥ 02/07/2015 | 12007004110101 |A-1.SEDAN, JEEP,ST.WAGON (PRIBADI)

12007004110102  [A-2 . SEDAN, JEEP,ST.WAGON (UMUM)
dst..

dst..
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Tabel 7.

Format Laporan Kualitas Sisa Piutang

KUALITAS PIUTANG PKB

NO ki LANCAR DENGAN

PE PAN
NETAPA LANCAR CATATAN KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET

JUMLAH

2015

2014

2013

2012

2011

| w| B W | e

2010

JUMLAH

Keterangan Kualitas Piutang :

1. Lancar : Jumlah Potensi SKPD yang belum lunas dan status masih di
2. Lancar Dengan Catatan  :Jumlah Potensi STPD yang belum lunas dan status masih dimiliki
3. Kurang Lancar : Jumlah Potensi SP1 yang belum lunas dan status masih dim
4, Diragukan : Jumlah Potens! SP2 yang belum lunas dan status masih dimiliki
5. Macet : Jumlah Potensi SP yang belum lunas dan status masih dimiliki
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8. Produk Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pada tahun 2014, Dipenda Jawa Timur membuat aplikasi untuk
sistem informasi menajemen perpajakan dan keuangan. Aplikasi ini pada
dasarnya berfungsi untuk monitoring terhadap perkembangan kegiatan
pada unit-unit pelayanan Samsat dan UPTD seluruh Jawa Timur, termasuk
untuk memantau perkembangan realisasi penerimaan pajak secara online
(riel time). Sistem yang dibangun adalah mengintegrasikan berbagai sumber
data dan informasi dalam bentuk teks, gambar/grafik, audio dan video
tentang aktivitas pelayanan dan penerimaan masing-masing unit pelayanan.
Sistem monitoring ini dilakukan dalam ruangan khusus yang terdiri dari

layar monitor, sehingga disebut “Operation Room Control System” (ORCS).

Gagasan membangun sistem ini sangat baik dan progresif, seperti
gagasan membangun kota pintar (Smart City). Sehingga gagasan tersebut
bisa dianalogikan dengan istilah “Smart Samsat”. Persoalannya, sistem yang
dibangun banyak melangkahi tahapan yang seharusnya, sebelum sampai
Smart Samsat. Tahapan yang dilewati adalah belum terbangunnya aplikasi-
aplikasi elektronik berkaitan dengan fungsi-fungsi administrasi perpajakan
dan keuangan. Idealnya, aplikasi-aplikasi ini harus dibangun terlebih
dahulu, sebagai rangkaian sistem atau sub-sub sistem teknologi informasi
yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sistem ini
masih belum dapat dikatakan sebagai sistem informasi keuangan daerah,
tetapi lebih tepat diartikan sebagai sistem monitoring informasi kegiatan

pelayanan.
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9. Hasil reformasi administrasi perpajakan berbasis
elektronik

Hasil pembahasan tentang reformasi administrasi perpajakan

berbasis teknologi infomasi di atas dapat diringkas, seperti Gambar 17.
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Proses Reformasi Administrasi PKB Berbasis Teknologi Informasi

Diskresi Kebijakan
Administrasi perpajakan
berbasis elektronik

Penagihan SIMKEUDA
Aplikasi e-SPKPKB Aplikasi SAAP .
Aplikasi SMS-SIP Aplikasi PAD Aplikasi ORCS

Aplikasi NJKB

Perekaman
Telp/HP dan e-Mail

Facebook, Twitter, Instagram

Akuntansi
Aplikasi SAP berbasis akrual

Database
Kendaraan Bermotor
Seluruh Jawa Timur

APLIKASL

Kantor Bersama Samsat

APLIKASI
Layanan Unggulan Samsat

Gambar 17.

Hasil reformasi administrasi perpajakan dan keuangan daerah berbasis teknologi

informasi serta keterkaitan antar sistem
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Penjelasan Gambar 5.15.

Pertama, reformasi administrasi perpajakan (khususnya pajak
kendaraan bermotor) berbasis elektronik telah menghasilkan beberapa
regulasi (diskresi kebijakan) sebagai payung hukum pelaksanaan aplikasi
administrasi perpajakan berbasis elektronik, baik yang menjadi tupokwasjab
UPTD maupun tupokwasjab yang bersinggungan dengan administrasi
pelayanan Samsat, yaitu : (a) perekaman data no telp/hp dan email,
sebagai sumber data awal untuk membangun sistem informasi administrasi
pelayanan berbasis elektronik, (b) aplikasi yang berkaitan dengan fungsi
administrasi penagihan (aplikasi e-SPKPKB dan SMS-SIP), (c) aplikasi
yang berkaitan dengan fungsi administrasi pelaporan dan auditing (aplikasi
SAAP), (d) aplikasi PAD, aplikasi penerimaan dan penyetoran PAD,
aplikasi NJKB, (e) aplikasi yang berkaitan dengan akunting (aplikasi SAP),
(f) aplikasi yang berkaitan dengan fungsi administrasi sistem informasi
keuangan (aplikasi ORCS), dan (g) aplikasi layanan informasi berkaitan

dengan fungsi sosialisasi (aplikasimedsos : facebook, twitter dan instagram).

Kedua, semua aplikasi yang dibangun masih belum mencerminkan
pelaksanaan keseluruhan fungsi administrasi perpajakan dan keuangan
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. Bahkan sebagian
masih dalam tahap awal pengembangan (tahap uji coba), seperti aplikasi
e-SPKPKB, e-SMS-SIP, SAP, ORCS, dan termasuk layanan informasi
menggunakan media sosial yang masih belum optimal. Sedangkan aplikasi
SAAP meskipun sudah cukup lama diaplikasikan dilingkungan UPTD

namun masih diperlukan penyempurnaan lebih lanjut.
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L
[} GLOSARIUM

Akuntabilitas

Aparatur

Audit

Birokrasi

Sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi
publik  pemerintahan  (lembaga  eksekutif
pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan
lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai
beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan
secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang

dapat dipertanggungjawabkan

yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi
terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau
produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang
kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang
disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan
verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan
atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan

praktik yang telah disetujui dan diterima

berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau
+ cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang
memiliki rantai komando dengan bentuk piramida,
di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah
daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi

yang sifatnya sipil maupun militer
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Digitalisasi :  (bahasa Inggris: digitizing) merupakan sebuah
terminologi untuk menjelaskan proses alih media
dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi
bentuk digital. Digitisasi dilakukan untuk membuat
arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi,
dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital.

Digitisasi memerlukan peralatan

Diskresi : kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam

setiap situasi yang dihadapi

e-government : (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics
government, juga disebut e-gov, digital government,
online government atau dalam konteks tertentu
transformational government) adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan. e-Government
dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi
internal, menyampaikan pelayanan publik, atau

proses kepemerintahan yang demokratis

Identifikasi : berasal dari kata Identify yang artinya meneliti,
menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang
mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti,
mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari
“kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan

dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan
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Pajak

Restitusi

terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan

terduga yang sifatnya tidak mendesak

(dari bahasa Latin taxo; “rate”) adalah iuran rakyat
kepada negara berdasarkan undang-undang,
sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat
balas jasa secara langsung. Menurut Charles
E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau
retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak
(orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau
institusi yang fungsinya setara dengan negara yang
digunakan untuk membiayai berbagai macam
pengeluaran publik.! Pajak dipungut berdasarkan
norma-norma hukum untuk menutup biaya
produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar,
penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada
umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak
terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung
dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja
yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali
tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan
negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal
yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia.

ganti kerugian; pembayaran kembali
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Responsif : cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi;
tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak
masa bodoh)

Retribusi : pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan

sebagainya) sebagai balas jasa

Wajib Pajak :  sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang
pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa
wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.
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